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1.1

BABi
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Berbagai studi maupun praktik penegakan hukum melaiui pendekatan
retributive justice dengan tujuan pembalasan dalam penanganan tindak pidana
telah mendapat banyak gugatan, terutama dalam kaitannya dengan efektivitas
penanggulangan tindak pidana (criminal policy). Diperlukan pendekatan
alternatif dalam penanganan tindak pidana, dan pendekatan tersebut dalam
praktik yang berkembang sekarang adalah pendekatan restorative justice atau
péndekatan keadilan restorasi.

Keadilan restorasi (restorative justice) telah menjadi pendekatan yang
dapat dikembangkan untuk menyelesaikan atau menangani pelaku-pelaku yang
berkonflik dengan hukum. Pendekatan ini lebih manusiawi jika dibandingkan
keadilan retributif yang berorientasi kepada pemberian hukuman fisik (pidana)
kepada pelaku tindak pidana.

Konsep restorafive justice pertama kali .diperkenalkan'oleh seorang
krimindtog muda dari Austalian National University, John Braithwaite, pada
tahun 1990-an. Gagasan ini telah mendorong para kriminolog untuk menelaah
lebih jauh beragam model penyelesaian konflik sosial dan kejahatan secara
lintas budaya yang hidup dan berlangsung dalam banyak komunitas. Cara
penyelesaian ketidak-selarasan hubungan sosial dalam masyarakat, baik
pelanggaran hukum pidana maupun konflik sosial yang lebih luas, termasuk
pelanggaran hak asasi manusia, yang berlaku di banyak komunitas telah
memperkaya fakta empiris seputar penerapan keadilan restorasi. Restorafive
justice sebagai konsep, sesungguhnya merupakan kelanjutan atau
pengembangan konsep reintegrative shaming, oleh penggagas yang sama,
yang lebih dahulu dipublikasikan dalam Crime, shame and reintegration (1989).
Gagasan resforative justice yang memberi perhatian kepada kepentingan
korban kejahatan, pelaku kejahatan, dan masyarakat, oleh John Braithwaite
disebutnya sebagai “timbuinya kembali gerakan sosial untuk reformasi hukum
pidana tahun 1990-an” (Braithwaite, 1998:324).




Pada korban penekanannya _:a.'c_'iaiah"pému'lih_é_r_i’_kerugian_p_rope_a'x."t'i_, derita
fisik, keamanan, harkat dan mértabat_, :_'dén' -_kep'uasa_n_' bahwa keadilan telah
terlaksana. Bagi pelaku dan ma_syai_ra'ka_t, tujuannya adalah pemberian malu
agar pelaku fidak mengulangi perbu.at_'annya dan masyarakat menerimanya
kembali (Short, Jr., 2002:471) d'ikutip : dari makalah dengan judul
"RESTORATIVE JUSTICE PENDEKATAN BARU DALAM PENYELESAIAN
KONFLIK PIDANA DAN PELANGGARAN_ HAM” oleh Prof Mohamad Mustofa.

Pada model pendekatan keadilan restorasi (restorative justice) yang
ditekankan adalah penempatan pelaku yang berhadapan dengan korban dan
masyarakat. Pendekatan keadilan restorasi melibatkan korban, keluarga dan
pihak-pihak fain dalam menyelesaikan masalah. Model ini berbeda dengan
model retributif yang melihat kalau terjadi pelanggaran pidana maka sebetuinya
hanya terjadi hubungan antara pelaku dengan peraturan yang dilanggar.
Padahal, si pelaku seharusnya berhubungan dengan korban, keluarga korban,
masyarakat ataupun keluarganya sendiri. Pendekatan restorasi mengupayakan
mekanisme yang dapat mengumputkan semua pihak yang bersangkutan untuk

sama-sama menyelesaikan persoalan.

Sebagai contoh, dalam hal penanganan anak sebagai pelaku tindak
pidana, solusi yang terbaik adalah melalui diversi atau diskresi. Dalam prinsip
restorative justice, bukan melalui sistem peradifan formal atau pemenjaraan,
tetapi diversi yang dirancang untuk mengalihkan anak dari proses peradilan
formal dan mengarahkannya kepada dukungan komunitas baik formal maupun
informal, guna mencari solusi yang terbaik yang memberikan rasa adil dan
kepuasan bagi semua pihak (Kementerian Pemberdayaan Perempuan,
htto://www.menegpp.go. id/menegpp. php?cat= detail&id=press&dat=53, 19
Januari 2009).

Dalam hukum pidana, bila seseorang melakukan tindakan penganiayaan
atau pembunuhan, maka masalah tersebut diambil alih oleh negara menjadi
masalah publik. Dalam konsep resforative justice kepentingan korban
penganiayaan, korban pembunuhan dan keluarganya bukan menjadi urusan
hukum pidana. Konsep restorafive justice merupakan usaha untuk
‘mengembalikan kepentingan dari korban kejahatan dan keluarganya agar




supaya Kerugian yang dideritanya dapat dipulihkan (Siegel: 2000: 279) -----
dikutip dari makalah dengan judul "RESTORATIVE JUSTICE PENDEKATAN
BARU DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PIDANA DAN PELANGGARAN
HAM" oleh Prof Muhammad Mustofa.

Sebenarnya konsep restorative justice telah muncul lebih dari 20 tahun
yang lalu sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana dengan pelaku anak.
Kelompok Kerja Peradilan Anak PBB mendefinisikan restorative justice sebagai
suatu proses semua pthak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu
duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana
mengatasi akibat di masa yang akan datang. Proses restorafive fustice pada
dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijaksanaan) dan diversi, ini merupakan
upaya pengalihan dari proses peradilan pidana ke luar proses formal untuk
diselesaikan  secara  musyawarah (M. Musa, http://iwww legalitas.
org/?g=content, 19 Januari 2009).

Restorative justice sesungguhnya bukan hal baru di Indonesia. Hukum
adat di beberapa daerah sudah menerapkannya. Sebagai contoh ialah model
tepung tawar yang diadopsi masyarakat Sumatera Utara, Bengkuiu dan
Sumatera Selatan. Melalui cara itu, anak yang menjadi peiaku tindak pidana
datang menghadap keluarga korban. Mereka kemudian mengadakan pesta,
kemudian pelaku meminta maaf kepada korban dan diakhiri dengan acara
makan bersama. Kalau korban sampai meninggal, seperti korban tabrakan,
keluarga pelaku menjadikan anak korban sebagai anak angkat (disadur dari
Dadang Sudiadi, http:/fwww.ypha.or.idfinformation.php?subaction=showfull&id=
1180525640&archive=&start_from=&ucat=2&, 19 Januari 2009).

Sistem Peradilan Pidana dengan pendekatan restorative juctice
memberikan peluang bagi pelaku tindak pidana untuk mengembangkan
kapasitasnya sebagai individu untuk berpartisipasi dan berkontribusi pada
masyarakat. Sudah semestinya, hukum bukaniah sekedar tujuan melainkan
merupakan alat untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, diversi sebagai
penanganan yang bersifat restorative justice harus dilakukan. Terutama bagi
aparat kepolisian yang sudah mempunyai kewenangan diskresi (hak

prerogatif), sebagaimana diatur dalam Pasa! 16 dan 18 Undang-undang Nomor




1.2

2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hukum Acara
Pidana tidak akan mampu menyentuh semua substansi setiap masalah
kejahatan. Penyelesaian kasus-kasus hukum sering tidak menyentuh
korbannya. Pihak pelaku sudah menerima sanksi hukum namun pihak korban
tidak menerima pemulihan atau ganti kerugian. John Braitwaite (1996) dalam
kaitan ini menekankan bahwa yang dihasilkan oleh sistem peradilan pidana
formal adalah stigmatisasi dan bukan reintegrasi. Sehingg"a pihak pelaku dan
korban tidak mendapat pemulihan hubungan yang seharusnya membawa

perubahan bagi para pihak kearah yang lebih baik (win-win sofution).

Dalam hukum atau peraturan perundangan di Indonesia, korban kejahatan
belum memperoleh tempat yang adil. Hampir tidak terdapat peraturan
perundangan yang melindungi kepentingan korban. Sesungguhnya, sistem
budaya kita mempunyai unsur-unsur yang merupakan bentuk dari gagasan
résrorat‘/‘ve justice. Sayangnya, mekanisme penyelesaian konflik secara budaya
(adat) tersebut telah kehilangan perannya dan digantikan oleh sistem hukum
modern yang diimpor dari barat. ronisnya, bangsa-bangsa barat sendiri mulai
meninggalkan pendekatan vyuridis dogmatis formal dalam penyelesaian
berbagai konfiik, sementara di Indonesia yang dalam filosofi dan budaya
hukumnya memang mencerminkan gagasan resforative justice namun seolah-

olah menjadi suatu konsep yang asing.

Kegiatan yang Dilaksanakan

| Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan di atas
maka kegiatan yang akan dilakukan adalah penelitian yang berhubungan
dengan penanganan perkara pidana dengan pendekatan keadilan restorasi
(restorative justice) yang dilaksanakan oleh bidang tugas atau fungsi Reserse
Kriminal dan fungsi Lantas Polri. Dengan demikian maka pembatasan masalah

yang diteliti, dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi dan pemahaman penyidik terhadap penyelesaian
perkara pidana dengan pendekatan keadilan restorasi (restorative justice) ?
2. Apa dasar pertimbangan Polri menerapkan pendekatan keadilan restorasi

{restorative justice) dalam penanganan tindak pidana ?




3. Bagaimana mekanisme penyeieséiah:':'be_'rkéra pi.daha dengan pendekatan

keadilan restorasi (resforative justice) yang' dilakukan oleh Polri ?

-1.3 Maksud dan Tujuan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik dari aspek

keilmiahannya maupun dalam upaya penanganan tindak pidana dengan

pendekatan keadilan restorasi (resforative justice). Dilihat dari khalayak

sasarannya, hasil penelitian yang dilaksanakan, diharapkan dapat memberikan

manfaat sebagai berikut :

1.

Bagi akademisi, dapat membantu proses pengembangan Hmu kepolisian,
terutama yang berhubungan dengan cara penanganan tindak pidana
dengan pendekatan keadilan restorasi (restorative justice).

Bagi pemerintah, dapat dijadikan sebagai bahan masukan konstruktif guna
merumuskan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan model/pola
penanganan tindak pidana yang sesuai dengan prinsip keadilan restorasi
{restorative justice).

Bagi aparat kepolisian, dapat dijadikan bahan masukan guna membantu
proses perubahan perilaku (transformasi kultural) aparat kepolisian dalam
penanganan kasus-kasus tindak pidana terteniu dari retributive justice

menuju restorative justice.

Oleh karena itu, secara khusus penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan

sebagai berikut :

1.

Untuk mengetahui persepsi dan pemahaman penyidik terhadap model
penyelesaian perkara pidana berpendekatan keadilan restoratif.

Untuk mengetahui pertimbangan-pertimbangan yang melatarbelakangi
perlunya pendekatan keadilan restorasi (restorative justice) dalam
penanganan perkara tindak pidana.

Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian perkara pidana dengan
pendekatan keadilan restorasi yang dilakukan oleh Polri.




14 Indikator Keluaran

1.5

Indikator penelitian ini adalah berupa : -

1. ldentifikasi persepsi dan pemah_a_rrién_pen_yidik dalam menangani perkara
pidana dengan pendekatan keadi_f_an_resfo'rasi. o

2. Formulasi menyangkut pertimbangémpefﬁmbangan yang melatarbelakangi
pertunya pendekatan keadilan festc__ﬁr_aisi (restorative  justice) dalam
penanganan kasus tindak pidana.

3. Deskripsi mekanisme penyelesaian penanganan kasus tindak pidana,
sehingga dapat diperoleh gambaran tentang mekanisme dan/atau prosedur
penanganan tindak pidana yang sesuai prinsip keadilan restorasi
(restorative justice).

Cara Pelaksanaan Kegiatan

Penelitian ini terutama untuk melihat kemampuan, pengetahuan,
keterampilan penyidik dalam melihat gejala-gejala sosial, perkembangan
sosial masyarakat dalam penyelesaian perkara pidana di masyarakat. Hal
tersebut dihubungkan dengan model penanganan tindak pidana pada fungsi
Satuan Reserse Kriminal dan fungsi Satuan Lantas (unit laka lantas) dengan
pendekatan keadilan restorasi (restorative justice), dan data yang diperoleh
nantinya akan dipaparkan dalam bentuk uraian kalimat (kata-kata). Dengan
demikian, pendekatan penelitian yang paling tepat digunakan dalam penelitian
ini adalah pendekatan kualitatif.

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian
lapangan (field research) dan metode survai. Dengan menggunakan metode
ini dapat diperoleh gambaran tentang gejala-gejala penangan tindak pidana
yang terjadi dilakukan oleh fungsi Reskrim dan fungsi Lantas (laka lantas),
serta pendalaman akan dilakukan lewat wawancara dengan pejabat terkait
materi penelitian, khususnya untuk menganalisis upaya penanganan tindak
pidana yang dilaksanakan dengan pendekatan keadilan restorasi (resforative
Jjustice). Hasil analisis akan diperoleh suatu gambaran tentang terjadi atau tidak
terjadinya proses transformasi kultural pada instansi Polri, khususnya aparat
Kepolisian pada fungsi Reskrim dan fungsi Lantas dalam menangani tindak
pidana tersebut.




- _Ané}'{'thdonesia (KPAD, Komnas._'Pe_femp_Qé'r_\ (Jakarta), Komnas Anak (Jakarta),
- Lembaga adat, pelaku dan korban pada jajaran Polda Sumatera Barat, Polda
Kalimantan Barat, Polda Jawa Timur dan Polda Metro Jaya.




BAB 0
KAJIAN KEPUSTAKAAN

2.1 Keadilan Restoratif (Restd}ativé -Jusiicé)'- Pengertian, -P'Eih's'ip' dan Tujuan

_ Tony E. Marsha! (cialam Marima 2009 40) mengemukakan bahwa deﬂnm
" _:dan restoratrve just:oe ada!ah "a process Whereby aﬂ the pan‘ies W!th a stake in
a particular offence come rogether fo reso!ve coﬂect/ve!y how to deal W:th the
aftermath of the offence and n.‘s imphcatrons for fhe future” '(sebuah proses
dimana semua pihak yang berkepentingan daiam pelanggaran tertentu bertemu
bersama  untuk  menyelesaikan - secara  bersama-sama ‘bagaimana
menyelesaikan akibat dari pelanggaran térsebut demi 'képeﬂtingan masa
depan). Untuk menggambarkan definisi tersebut, Tony F. Marshal membuat
segitiga keadilan restoratif sebagai berikut: | '




-yang dikemukakan oleh Tony F: Marshai d1 atas Susan Sharpe mengusugkan

Susan Sharpe membenkan pen;etasan terhadap deﬂms: keadtlan restorauf G

ada 5 prinsip kunci dari keadzlan restoratlf (Marhna 2009 46- 48) yaitu:

B 1.

Restoralive Jrustice mwtes full pammpatron and concensus (keadilan restoratif

- mengandung partisipasi penuh dan _ko_nse_n_sus), _artmya korban dan pelaku

dilibatkan dalam perjalanan proses 's'ecéré""a_ktif, selain itu juga membuka
ruang dan kesempatan bagi Qrang lain yang merasa kepentingan mereka
telah {erganggu atau terkena imbas, misainy)a tetangga yang secara tidak
langsung merasa tidak aman atas kejahatan tersebut). Undangan untuk ikut
serta pada dasarnya tidak mengikat/wajib hanya sebatas sukarela,
walaupun demikian tentunya pelaku harus diikutkan.

Restorative justice seeks to heat what is broken (keadilan restoratif
berusaha menyembuhkan kerusakan/kerugian yang ada akibat terjadinya
tindakan kejahatan). Pertanyaan pentingnya adalah apakah korban butuh
untuk disembuhkan, untuk menutupi dan menguatkan kembali perasaan
nyamannya? Korbanh harus diberikan informasi yang sejelas-jelasnya
mengenai proses yang akan dijalaninya, mereka perlu mengutarakan dan
mengungkapkan hal itu untuk menunjukkan bahwa mereka butuh perbaikan.
Pelaku juga butuh penyembuhan, mereka butuh untuk dibebaskan dari
kebersalahan dan ketakutan, mereka butuh pemecahan masalah mengenai
konflik apakah yang sebenarnya dialami atau terjadi padanya yang menjadi
permulaan sehingga dia terlibat atau bahkan melakukan kejahatan, dan

mereka butuh kesempatan untuk memperbaiki semua.

Restorative justice seeks to full and direct accountability (keadilan restoratif
memberikan pertanggungjawaban langsung dari pelaku secara utuh).
Pertanggungjawaban bukan hal yang mudah untuk dilakukan, karena pelaku
harus mau menunjukkan fakta pengakuannya bahwa dia atau mereka
melanggar hukum, pelaku juga harus menunjukkan kepada orang-orang
yang telah dirugikannya atau melihat bagaimana perbuatannya itu
merugikan orang banyak. Pelaku harus atau diharapkan menjelaskan
perilakunya sehingga korban dan masyarakat dapat menanggapinya. Pelaku




_ _ juga diharpakan untuk mengamblt !angkah nyata untuk memperbarki

_; . i - kerusakan dan kerugian tadi. : ' ' S

4. Restorative justice seeks to recfni{e what has been devide (keadilan
restoratif mencarikan penyatuan kembali képada warga masyarakat yang
telah terpisah atau terpecah karena :tindakan_ kriminal). Tindakan kriminal
telah memisahkan atau memecah .o_rahg dengan masyarakatnya, hal ini
merupakan salah satu bahanya yang _.dise_babkannya. Proses keadilan
restoratif berusaha menyatukan kembali seseorang ataupun orang yang
telah mendapatkan penyisihan atau stigmatisasi, dengan melakukan
rekonsiliasi antara korban dengan pelaku dan mengintegrasikan keduanya
kembali ke dalam masyarakat. Perspektif keaditan restoratif adalah label
“korban” dan “pelaku” tidak melekat selamanya. Masing-masing harus punya
masa depan dan dibebaskan dari masa lalunya. Mereka tidak dideklarasikan
sebagai peran utama dalaum kerusakan, tapi mereka juga disebabkan atau
akibat yang menjadi obyek penderita.

- S. Restorative justice seeks to strengthen the community in order to prevent
further harms (keadilan restoartif memberikan ketahanan kepada
masyarakat agar dapat mencegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya).
Kejahatan memang menimbulkan kerusakan datam masyarakat, tapi selain
daripada itu kejahatan juga membuka tabir keadilan pada norma yang sudah
ada untuk menjadi jalan awal memulai keadilan yang sebenarnya bagi
semua masyarakat. Karena pada dasarnya semua peristiwa kejahatan dapat
disebabkan oleh pengaruh keadaan di luar kehendak diri seseorang,
sehingga terciptalah “korban”, “pelaku” dan “kriminal”. Hal tersebut bisa juga
disebabkan karena sistem yang ada dalam masyarakat yang mendukung
terjadinya kriminal seperti rasial, keadilan ekonomi, yang bahkan diluar
perilaku seseorang pada dasarnya sama sekali. Oleh sebab itu korban dan
pelaku harus kembali di tempatkan untuk menjaga keutuhan masyarakat
dan membuat tempat yang adit dan aman untuk hidup.

Draft Bill yang dipublikasikan di Afrika pada tahun 1998 yang merupakan
langkah reformasi hukum terhadap peradilan anak di Afrika Selatan di dalamnya
terdapat prinsip keaditan restoratif yaitu menganjurkan rekonsiliasi, restitusi dan




'.:'pertanggung}awaban dengan mellbatkan pelaku','.:orang tua peiaku atau :

8 _-_'__keluarga korban ‘dan 3uga masyarakat T:ndakan yang d|periukan dalam

1.

-_bemllai Mengubah pandangan dan perhatlan anak terhadap hak asasz

o . pelaksanaan adalah:

_Membantu perkembang'an anék daiém' kep'eka'a.n yang 'bermartabat dan

manusaa dan kebebasan dasar orang Iam dengan men;aga rasa taﬂggung
jawab anak terhadap perbuatannya dan melmdungi kepentangan korban dan

masyarakat.

Mendukung rencana rekonsiliasi dalam proses keadilan restoratif.

Keterlibatan orang tua, keluarga, korban dan masyarakat dalam proses
peradilan anak untuk mendukung reintegrasi anak dalam syarat yang
ditentukan.

Beberapa prinsip keadilan restoratif yang termuat dalam draft Declaration

of Basic Principles on The Use of Restorative Justice Programmer in Criminal

Matters adalah:

1.

Program keadilan restoratif berarti beberapa program yang menggunakan
proses restoratif atau mempunyai maksud mencapai hasil restoratif

(restorative outcome).

Restorative outcome adalah sebuah kesepakatan yang dicapai sebagai hasil
dari proses keadilan restoratif. Contoh: restifution, community service dan
program yang bermaksud memperbaiki korban dan masyarakat dan
mengembalikan korban dan/atau pelaku.

Restorative process dalam hal ini adalah suatu proses dimana korban,
pelaku dan masyarakat yang diakibatkan oleh kejahatan berpartisipasi aktif
bersama-sama dalam membuat penyelesaian masalah kejahatan dan
dicampuri oleh pihak ketiga. Contoh proses restorative mediation,
conferencing dan circles.

Parties datam hal ini adalah korban, pelaku dan individu lain atau anggota
masyarakat yang merasa dirugikan oleh kejahatan yang dilibatkan dalam

program restorative justice.




5 Fecilitator dalam hal ini adalah pihak ketiga yang menjalankan fungsi

memfasilitasi partisipasi keikutsertaan korban dan pelaku dalam pertemuan.

Menurut Van Ness untuk mengembangkan konsep keadilan restoratif
harus diperhatikan beberapa hal (Marlina, 2009:50), vaitu :

1. Kejahatan pada dasarnya merupakan konflik antara individu-individu yang
~menghasilkan keterlukaan pada korban, masyarakat dan pelaku itu sendiri,
hanya secara efek lanjutannya merupakan pelanggaran hukum.

2. Tujuan lebih penting dari proses sistem peradilan pidana haruslah
melakukan rekonsiliasi pra pihak-pihak yang bertujuan untuk memperbaiki
kerusakan yang ada pada korban akibat dari kriminal yang terjadi.

3. Proses sistem keadilan pidana haruslah memfasilitasi partisipasi aktif dari
korban, pelaku dari masyarakat dan bukan didominasi oleh negara dengan
mengeluarkan orang komponen yang terlibatr dengan pefanggaran dari

proses penyelesaian.

Berdasarkan pendapatnya di atas, Van Ness menyebutkan bahwa
keadilan restoratif hendak mencapai beberapa nilai melalui penyelenggaraan
peradilan pidana (Mudzakir, 2005:26), yaitu:

1. Penyelesaian konflik (conflict resolution) yang mengandung muatan
pemberian ganti kerugian (recompense) dan pemulihan nama baik

(vindication).

2. Rasa aman (safely) yang mengandung muatan perdamaian (peace) dan
ketertiban (order).

Menwut Muhammad Mustofa (2010:4), dalam rangka memulihkan
hubungan para pihak yang mengalami konflik, terdapat beberapa asas yang
utama bagi bekerjanya keadilan restoratif. Bekerjanya keadilan restoratif,
didasarkan pada tiga asas utama:

1. Masyarakat yang mengalami konflik (termasuk kejahatan).
2. Perbaikan material dan simbolis terhadap korban dan masyarakat.
3. Reintegrasi sosial dari pelaku pelanggaran.




| perad|ian pidana dalam penyelesalan perkara pldana Penyeiesaaan perkara:

Pendekatan keaditan restoratlf telah men}ds modei dom:nan daru sustem

- pada umumnya merupakan penerapan ganti.rugi oieh pelaku dan keiuarganya
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' kepada korban atau keluarganya untuk menghlndara konsekuens: dan balas
~dendam. ' ' '

Perkembangan Pendekatan Keadilan Restoratif -

Pendekatan keadilan restoratif dikembangkan oleh para pakar yang

. banyak membahas permasalahan yang berhubungan dengan sistem peradilan

pidana yang secara khusus meneliti masalah keadilan restoratif seperti: John
Braithwaite (Australia), Elar G. M. Weitekamp (Belgia), Howard Zehr (USA),
Kathleen Daly (Australia), Mark S. Umbreit (USA), dan Robert Coates (USA).
Menurut Muhammad Mustofa, keadilan restoratif sebagai konsep,
sesungguhnya merupakan kefanjutan atau pengembangan dari konsep
reintegrative  shaming vyang digagas oleh John Braithwaite vyang
dipublikasikannya dalam Crime, Shame and Reintegration (1989). Dalam
pandangan Braithwaite, gagasan keadilan restoratif yang memberi perhatian
kepada kepentingan korban kejahatan, pelaku kejahatan, dan masyarakat
disebut sebagai “timbulnya kembali gerakan sosial untuk reformasi hukum
pidana” tahun 1990-an (Mustofa, 2010:1).

Sebagaimana dikemukakan oleh Alison Morris dan Gabrielle Maxwell,
sejarah perkembangan hukum modern penerapan keadilan restoratif diawali
dari pelaksanaan sebuah program penyelesaian di luar peradilan tradisional
yang dilakukan masyarakat vyang disebut dengan viclim offender mediation
yang dimulai pada tahun 1970-an di Kanada. Program ini awalnya dilaksanakan
sebagai tindakan alternatif dalam menghukum pelaku kriminal anak, dimana
sebelum dilaksanakan hukuman pelaku dan korban diizinkan bertemu untuk
menyusun usulan hukuman yang menjadi salah satu pertimbangan dari sekian
banyak pertimbangan hakim. Program ini menganggap pelaku akan
mendapatkan keuntungan dan manfaat dari tahapan ini dan korban juga akan
mendapatkan perhatian dan manfaat secara khusus sehingga dapat
menurunkan jumiah residivis dikalangan pelaku anak dan meningkatkan jumiah
anak bertanggung jawab dalam memberikan ganti rugi pada pihak korban. Dari
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g ':pelaksanaan program tersebut dtperoleh haszl tmgkat kepuasa'n yang Ieblh_"_"._'

| :-_.'_.tmggi bag: korban dan pelaku danpada saat mereka men;aianz proses perad:ian_ : -

| _'-formai yang, dikenal seiama i

Perkembangan peiaksanaan pendekatan kead;lan restoratlf dalam 20

- .-tahun terakh[r mengalamt kema;uan yang sangat pesat di beberapa negara_ .

"sepertz Austraha Kanada Iﬂggﬂs dan \Nales New Zealand dan beberapa_- L

o _negara Eainnya ci: Eropa dan kawasan Pasxf k. Begltu }uga d: Amenka Serikat

o sebagaz negara yang lebih seﬂng membuat perkumpulan dengan negara-
negara untuk memperkenatkan ukuran penghukuman secara represif tidak
'-dapat menghindar dari pengaruh kuat perkembangan keadilan restoratif.
Michael Tonry pada tahun 1999 memulai survey terhadap kebijakan
pemidanaan orang Amerika dengan hasil penelitiannya mendapatkan beberapa
konsep yang hidup mengenai pemidanaan sampai sekarang, yaitu: stuctured
senfencing (pemidanaan ferstruktur), risk-base sentencing (pemidanaan
berdasarkan risiko), indetermiante (pemidaan yang tidak menentukan) dan
restorative/community justice {pemulihan/keadilan masyarakat). Jadi keadilan
restoratif termasuk salah satu konsep pemidaan yang dikembangkan dan sudah

berjalan di Amerika Serikat.

Dalam perkembangan pendekatan keadilan restoratif, terdapat beberapa
bentuk praktik implementasi keadilan restoratif, sebagaimana dikembangkan
oleh negara-negara di Eropa, Amerika Serikat, Kanada, Australia dan New
Zealand, yakni: Victim Offender Mediation, Conferencing/Family Group
Conferencing, Circles dan Reparalive Board/Youth Panels (Marlina, 2009:
62-81):

1. Victim Offender Mediation

Praktik implementasi keadilan restoratif ini merupakan bentuk pertama
proses keadilan restoratif yang berlangsung sejak tahun 1970 di Amerika
bagian Utara dan Eropa, seperti Norwegia dan Finlandia. Bentuk praktik in
berfujuan untuk memberikan penyelesaian terhadap peristiwa yang terjadi
dengan membuat sanksi alternatif bagi pelaku atau untuk melakukan
pembinaan di tempat khusus bagi pelaku pelanggaran yang sangat serius.




o med:ator yang mengkoordmasx dan memfasrhtas: pertemuan

"-':'_.'-Daiam proses ini dmbatkan korban dan petaku yang d:bawa kepada _'

Sasarannya adaiah membenkan proses penyembuhan terhadap korban

o '_'_dengan menyedlakan medla/wadah bagz semua p:hak untuk bertemu dan

'berbicara dengan peiaku atas dasar sukare[a serta membenkan kesempatan

L kepada pelaku belajar terhadap akibat dan perbuatannya dan mengambil

' tanggung jawab - !angsung -atas perbuatannya itu. Disampmg itu juga
‘memberikan kesempatan ke_p_ada ~korban . dan pelaku “untuk membuat
rencana penyelesaian kerugian yang ti_m__buf atau terjadi. - |

. Family Group Conferencing

Bentuk praktik implementasi keadilan restoratif ini pertama kali
dikembangkan di New Zealand (1989} dan Australia (1991) yang merupakan
refleksi dari proses tradisional yang berlangsung pada bangsa Maori yang
disebut wagga-wagga. Bentuk praktik ini bertujuan untuk mendapatkan
kejelasan dari peristiwa yang terjadi dengan memberikan semangat kepada
pelaku, mengembalikan kerugian korban, melakukan reintegrasi korban ke
masyarakat dan pertanggungjawaban bersama.

Sasarannya adalah memberikan kesempatan kepada korban untuk terlibat
secara langsung dalam proses pembuatan keputusan atas pelanggaran
yang terjadi padanya dengan sanksi yang tepat bagi pelaku serta
mendengarkan secara langsung penjelasan dari  pelaku tentang
pelanggaran yang terjadi. Selanjutnya meningkatkan kepedulian pelaku atas
akibat perbuatannya kepada orang lain serta memberikan kesempatan
kepada pelaku untuk bertanggung jawab secara penuh atas perbuatannya.
Selain itu memberikan kesempatan kepada korban dan pelaku untuk saling
berhubungan untuk memperkuat kembali tatanan masyarakat yang

rusak/terpecah akibat pelanggaran yang terjadi dalam suatu kesepakatan.

. Circles

Implementasi circles pertama kali berlangsung pada tahun 1992 di Yukon,
Kanada. Circles mempunyai kesamaan dengan conferencing yang dalam
pelaksanaannya memperluas partisipasi para peserta di [uar pelaku dan




 '":"'-:masyarakatd;hbatkan daiam peiaksnaan c:rcIeS T

' -'f-__Sasaran crrcles ada!ah terlaksananya penyembuhan pada pihak yang

teriuka karena tmdakan peiaku dan memberlkan kesempakatan kepada'_-- S

pelaku untuk memperbaikz d:rmya dengan tanggung jawab penyelesazan o

_ '_mela!u: kesepakatan ; _

- 4 _-Reparatlve Board/Youth Panel - AR

: Program ini mula: dzlaksanakan di negara baglan Vermont (1986) dengan
_-!embaga pendampmg Bureau of Justfce Ass;stance Tu;uarmya adalah
menyelesaikan perkara pidana yang dltakukan o!eh anak dengan melibatkan
pe!aku korban, masyarakat, mediator dan j Juga hakim, jaksa dan pengacara
yang secara bersama-sama merumuskan bentuk sanksi yang tepat bagi
pelaku dan ganti rugi bagi korban atau masyarakat.
Sasarannya adalah peran serta aktif masyarakat secara langsung dalam
proses peradilan pidana, kemudian memberikan kesempatan kepada korban
dan anggota masyarakat melakukan dialog secara langsung dengan pelaku,
dan pelaku melakukan pertanggungjawaban secara langsung atas tindakan
yang telah dilakukannya.

2.3 Konsep Restorative Justice Menurut Eva Achzani

Menurut Eva dalam disertasinya (ilmu hukum) Restorative Justice adalah
konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana
dengan menitikberatkan pada’ kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban
yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan
pidana yang ada saat ini.

Eva (2011) menulis dalam buku “Pergeseran Pemidanaan’ tentang suatu
konsep perkembangan pemikiran pemidanaan yang bergerak ke arah orientasi
baru dimana penyelesaian perkara pidana merupakan suatu hal yang
menguntungkan bagi semua pihak.

Penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan Restorafif Justice
pada dasarnya terfokus pada upaya mentransformasikan kesalahan yang
dilakukan pelaku dengan upaya perbaikan. Upaya perbaikan antara para pihak
terkait dengan peristiwa tersebut. Hal ini dimplementasikan dengan adanya
perbuatan yang merupakan gambaran dari perubahan sikap para pihak dalam
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-upaya mencapal tu;uan bersama yastu perbaikan Para“ prhak yang sering -

";'_dnsttiahkan sebagaz stakeholder dssam merupakan pshak pihak yang berkaltan.“.*; .
i '.|angsung maupun t:dak iangsung dengan tmdak pldana yang terjad; '. I_ - |
R - Stakeholder utama disini ‘adalah peiaku (penyebab t:ndak pldaﬂa terjad:)_ b
ERNEE ~korban (pzhak yang d:ruglkan) serta masyarakat d:mana penst:wa itu terjadl
' '._Meialm |dent|f|ka31 masalah yang dlcan bersama sama dan mencan akar
= ':_'masarah maka kebutuhan yang dlpersyaratkan sebaga: upaya pez"baikan serta e
§ kewayban kewajsban yang tzmbul karenanya upaya perbankan yang tsmbui (Eva.. P
'--201174) L T e o i
'_ Dlser’saSI Eva men;elaskan secara teoﬂ ada 3 modei yang menempatkan
o hubungan Restoratif Justice dengan SIStem peradilan pidana yaitu : a) sebagai
bagian dari sistem peradilan pidana, b) diluar sistem peradilan pidana dan c) di
luar sistem peradilan pidana dengan tetap melibatkan pihak penegak hukum
(bersamaan/berdampingan penyelesaiannya).
Restorative Justice sebagai bagian dalam sistem peradilan pidana disebut
pada tahap pra adjudikasi yang dilakukan olen Kepolisian dengan
menggunakan kewenangan diskresinya.

2.4 Teori Prinsip-Prinsip Pembatas Hukum Pidana (Limiting Principles)

1. Menurut Nigel Walker seperti dikutip Barda Nanawi (1998:47) disebutkan
bahwa fungsionalisasi hukum pidana perlu memperhatikan hal-hal sebagai
berikut :

a. Hukum pidana jangan digunakan semata-mata untuk tujuan

pembalasan.

b. Jangan menggunakan hukum pidana untuk memidana perbuatan yang
tidak merugikan / membahayakan.

c. Jangan menggunakan hukum pidana untuk mencapai suatu tujuan yang
dapat dicapai secara lebih efektif dengan sarana-sarana lain yang lebih
ringan.

d. Jangan menggunakan hukum pidanaapabila kerugian / bahaya yang
timbul dari pidana lebih besar kerugian / bahaya dari perbuatan tindak
pidana itu sendiri.

e. larangan-larangan hukum pidana jangan mengandung sifat lebih
berbahaya daripada perbuatan yang akan dicegah.




f Hukum Pldana Jangan memuat iarangan Earangan yaﬂg trdak mendapat-

dukungan kuat dan pubhk

2 N}enurut Jeremy Bantham jangan menggunakan atau menarapkan sank31 RS

: ':prdana apablla Groundless Neediess unproftable or mefﬂcaczous _
3. ::Manurut Herbert L Packer dalam “Lfmxt Of Cr:mmal Sancr/on" fhenjelaskan
"_".'bahwa sankst pldana dapat menjad[:“penjamm yang utama atau terbalk

.(pnme guarantor) dan Iam waktu menjad: pengancam yang utama (pnme
'_:threatener) terhadap kebebasan manusza Sanksn p;dana men;adz pnme
guarantor jika dlgunakan secara hemat dan cermat dan sanksi pidana
. ‘menjadi prime threatener jika dtgunakaﬂ secara sambarangan / sama rata /

- dan paksa (indiscriminately and coermvely) ' '

- 2.5 Teori Hukum Progresif

HMukum progresif merupakan salah satu gagasan yang paling menarik
dalam literatur hukum Indonesia pada saat ini. Dikatakan menarik karena
hukum progresif telah menggugat keberadaan hukum modern yang telah

dianggap mapan dalam berhukum selama ini. Hukum progresif menyingkap
| tabir dan menggeledah berbagai kegagalan hukum modern yang didasari oleh
filsafat positivistik, legalistk dan linear untuk menjawab persoalan hukum
sebagai masalah manusia dan kemanusiaan.

Hukum modern membuat jurang menganga antara hukum dengan
kemanusiaan diguncang oleh kehadiran hukum progresif yang mengandung
semangat pembebasan yaitu pembebasan dari tradisi berhukum konvensional
yang legalistik dan linear tersebut. Hukum progresif memberitahukan bahwa
menjalankan hukum tidak sekedar menurut kata-kata hitam putih dari peraturan
(according to the letter), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam
(fo the very meaning) dari undang-undang atau hukum. Hukum tidak hanya
dijatankan dengan kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan
spritual. Menjalankan hukum haruslah dengan determinasi, empati, dedikasi,
komitmen terhadap pencari kebenaran dan keadilan serta kepastian hukum
guna kesejahteraan rakyat.

Hukum progresif merupakan teori cara berhukum Prof Satjipto Rahardjo
(2009:4-5) yang lahir dari refleksi panjang akan kegagalan reformasi hukum di
Indonesia. Hukum Progresif dimulai dari asumsi dasar, hukum adalah institusi
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'--i"-'_"yang bertu;uan mengantarkan manus1a kepada kehldupan yang ad:l se;ahtera'__

o -_"_':'_:..dan membuat manusxa bahagna Hukum progresﬁ tidak menenma hukum_ RN

'sebagal mstztusu yang mutlak dan ﬂnai melamkan sangat d:tentukan oleh

s .__.'kemampuannya untuk mengabdi kepada manus;a Hukum progreszf merupakan CEn

' --:.'_'koreKSI terhadap kelemahan sustem hukum modem yang sarat dengan blfokras:_ e

N "serta ingin membebaskan diri dan dommas; suatu t:pe hukum Iaberal

Progresmsme (ailran hukum progres:f) menga}arkan hukum bukan Taja,
'_ :tetapi alat uniuk menjabarkan dasar kemanu3|aan yang berfungsn member[kan
- rahmat kepada . dunia dan manus:a Progressvssme tldak ‘ingin menjadikan
| hukum sebagai teknologi yang tidak bern__uram, m_ela_:nka_n.suat_u institusi yang
‘bermoral kemanusiaan. Asumsi yéng mendasari progresivisme hukum (Satjipto
2009 : 1-3) : perfama, hukum ada untuk manusia dan tidak untuk dirinya
sendiri; kedua, hukum selalu berada pada status /aw in the making dan tidak
bersifat final, ketiga, hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan, dan
bukan teknologi yang tidak berhati nurani. Atas dasar asumsi tersebut, kriteria
hukum progresif adalah 1) mempunyai tujuan besar berupa kesejahteraan dan
kebahagiaan manusia; 2) memuat kandungan moral kemanusiaanyang sangat
kuat; 3) hukum progresif adalah hukum yang membebaskan meliputi dimensi
yang sangat luas yang tidak hanya bergerak pada ranah praktik melainkan juga
teori; 4) bersifat kritis dan fungsional, oleh karena hukum progresif tidak henti-
hentinya melihat kekurangan yang ada dan menemukan jalan untuk
memperbaikinya.

Menurut Satjipto (2009:92-93) Hukum progresif sangat bertumpu pada
sumber daya manusia dalam hukum. Mobilisasi hukum lebih mengandalkan
pada keberanian untuk melakukan interpretasi hukum secara progresif
daripada tunduk dan membiarkan dibelenggu oleh peraturan-peraturan hukum.
Sehingga ilmu hukum progresif tidak bisa disebut sebagai tipe hukum yang
khas dan selesai melainkan lebih merupakan gagasan yang mengalir, yang
tidak mau terjebak ke dalam status quo, sehingga menjadi mandek (stagnant).
ltulah sebabnya hukum harus selalu mengalir karena kehidupan manusia
memang penuh dinamika dan berubah dari waktu ke waktu. Kendati hukum
progresif menekankan pada perilaku nyata dari para penegak hukum, namun
hukum progresif tidak mengabaikan peran dari sistem hukum dimana mereka
berada. Ranah yang dimasuki hukum progresif yaitu sistem dan manusia. Para
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f:fpemgak hukum dapat belmasukl hukum progres:f yaitu s;stem dan manusua i
"-_.Para penegak hukum dapat bertmdak progres:f apab:la S|stemnya ttdak_-"'_'_“"_j_"'
menghambat Sebagaa contoh ;lka pollss sudah. melakukan keberaman_
: mefakukan dlSkFGSi J:ka Sistem |nternalnya menghambat maka alrh a!m menjadl _' o
' pahiawan mereka maiah menjadl orang yang bersaiah (culpnt) Keadaan akan B
men}adz ideal . apabt!a manusza maupun SIStemnya sama sama - progres:f o
.Demlkian pula sebahknya Jlka sustem dan seluruh perangkat lunak telah
. _'_dlr_a_ncan_g dengan progresif _t_etapl _sum_ber daya_ __manus:a yang ada -tidak
p_rogresif maka rén_canga_h _térée_b_uf_ _tidak_daﬁéf diwﬁjﬁdkan. o o
Hukum Progfesif (Satjipto 2009:115) memang .muncul dari kerisauan kita
sebagai bangsa terhadap kurangnya keberhasilan cara kita berhukum untuk
turut memecahkan problem-problem besar bangsa dan negara. Cara-cara
berhukum yang lama, yang hanya mengendalikan penerapan undang-undang,
sudah waktunya untuk ditinjau kembali. Selama ini cara berhukum tersebut,
hukum kurang mampu untuk memecahkan problem sosial. Penegakan hukum
memang sudah dilakukan tetapi belum menyelesaikan problem sosial. Suatu

. cara berhukum yang baru perlu dilakukan untuk menembus kemacetan. Sejak

hukum progresif menyimpan banyak alternatif terhadap cara berhukum yang
fama, maka semua amunisi yang ada pada hukum progresif perlu dikerahkan

mulai dari mengkonsep kembali hukum, paradigma, penegakan hukum,

pembuatan hukum, pendidikan dan lain-lain.

2.6 Teori Diskresioner Aktif {active Beleid)

Penggunaan kewenangan yang bersifat aktif berupa kewenangan
diskresioner untuk melaksanakan kebijakannya dalam mengatasi segera dan
secepatnya dengan menetapkan suatu perbuatan bagi kepentingan tugas
pemerintahan yang tidaklah sekedar kekuasaan pemerintahan yang
menjalankan undang-undang (kekuasaan terikat). Melakukan terobosan hukum
dalam rangka efektifitas pemidanaan dan atau pelaksanaan sistem peradilan
ipidana didasarkan pada prinsip active beleid memang dibenarkan secara
hukum. Namun melihat luasnya active befeid penyidik maka perlu pengendalian
dan pertanggungjawaban.
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) 2 7 Teon Daad-Dader Strafrecht (keselmbangan kepentsngan)

SRR Teora |m ini mendasarkan tldak hanya pada perbuatan atau tmdak pzdana i

':-yang terjadl tetap: ;uga ada kepentungan terhadap aspekwaspek mdavadual :

_'-_"_-__'_pelaku tmdak pudana Menurut Barda Nawaw; kesetmbangan mencakup | _

| _'-kese;mbangan kepentmgan umum dan kepentmgan mdmdu keselmbangan
:-'_“'perimdungan dan kepentlngan korban dan ide mdwiduailsas: pxdana :

: - keseimbangan perbuatan Iahtrlah (faktor Objektlf) dengan faktor s;kap batm dan. o
| _'-(subjekttf) keselmbangan antara krlteﬂa formai dan matenal kese;mbangan

5 _antara kepastlan hukum dan keadzlan/keienturan
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3 1 Karakterlst;k Responden

I BAB!II A -~
HASIL SURVAI TENTANG PERSEPSI PENYIDIK TERHADAP
RESTORA TIVE JUSTICE :

Has:i survan yang dtlakukan terhadap para penytd;k!penyldsk pembantu dx

Satuan Reserse bask Resknm Umum maupun Resknm Khusus, dan di Satuan_ B o

| Lalu Lmtas memperlthatkan hasﬂ sebagat berakut

Tabel 1

Persebaran Responden Berdasarkan Usia

i METRO JAYA 56 51 13 0 120
2 SUMATERA BARAT 65 40 10 5 120
3 | KALIMANTAN BARAT | 53 48 15 4 120
4 JAWA TIMUR 28 48 29 13 120

Jumtiah 202 187 87 22 480
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B 20-29 Thn
E230-39 Thn
% 40-49 Thn

50> Thn

Data yang disajikan di atas, baik dalam bentuk table, chart tile, maupun
pai chart, memperlihatkan bahwa dari 480 responden penelitian 42,26 %
responden berusia antara 20 hingga 29 tahun dan 39,12% berusia antara 30
hingga 39 tahun. Artinya sebagian besar responden berusia di bawah 50 tahur.
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S . o U Tapelz o
. Persebaran Responden Berdasarkan Pendidikan

CMETROJAYA™ T0 76 [3 |40 [6 120

3| KALMANTAN |3 [76 |6 |32 |3 . |12

BARAT

4 JAWATIMUR |1 i 71 5 41 2 1120

Jumlah 4 31 18 139 113 480
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Berdasarkan latar belakang pendidikan responden, terlihat bahwa responden
penelitian terbanyak yaitu 64,12% memiliki pendidikan Sekolah Menengah Umum.
Responden dengan latar belakang pendidikan sarjana berjumiah 139 reponden atau
28,66% dari 480 jumlah keseluruhan responden penelitian.

Data di atas mengindikasikan bahwa rata-rata responden peneltian adalah
para penyidik pembantu dan perwira penyidik yang masih aktif menjalankan
pekerjaan penyidikan. Responden penelitian adalah para pelaksana lapangan yang
berpraktik penyidikan secara langsung. Dengan demikian persepsi yang mereka
berikan adalah persepsi yang berbasis pada pengalaman fangsung yang actual,
yang berkaitan langsung dengan praktik-praktik yang mereka jalani dan berlangsung
dalam keseharian mereka. Persepsi para responden adalah persepsi yang muncul
dari realitas yang mereka hadapi dalam pekertjaan rutinnya sehari-hari dalam dunia
penyiidikan dan praktik penegakan hukum.
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_ _ Tabel 3 0
Persebaran Responden Berdasarkan lejur

~ METRO JAYA |

2 [ SUNATERA |31 41 4z @ B K
BARAT el

3 | KALIMANTAN |27 |33 75 4 |1
BARAT

4 JAWA TIMUR 32 35 5 5 43 120

Jumlah 127 146 26 19 162 480
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Data yang disajikan di atas memperlihatkan kondisi latar belakang
pendidikan kejuaran vyang dimiliki para responden penelitian. Para
penyidik/penyidik ~ pembantu  vyang dijadikan  responden  penelitian
memperlihatkan hanya 30, 42% responden penelitan yang pernah
mendapatkan pendidikan kejuruan reserse. Artinya, mereka menjalankan
pekerjaan penyidikan memang memiliki latar belakang pendidikan kejuruan di
bidang reserse.

Yang memprihatinkan dari data di atas adalah 33,75% responden belum
pernah mendapatkan pengalaman pendidikan kejuruan sama sekali walaupun
menjalankan perkerjaan penyidikan. 24,46% responden pernah mendapatkan
pendidikan kejuruan di bidang lalu lintas. Artinya, untuk para penyidik lantas
kebanyakan hanya mendapatkan pendidikan kejuruan lalu lintas, bukan
pendidikan spesialisasi penyidikan walaupun mereka menjalankan fungsi
penyidikan di bidang laka lantas.
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- METROJAYA 136

 Persebaran Responden Berdasarkan Masa Kerja

© BARAT

50

7

1o

“KALIMANTAN - -

"BARAT .

53

45

120

JAWA TIMUR

41

36

15

12

120

Jumlah

180

169

52

33

28

18

480
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Data yang ditampilkan pada display data di atas menggambarkan distribusi
reponden penelitian berdasarkan masa kerja responden. Data di atas
memperlihatkan bahwa sebagian besar responden masa kerja 1 tahun hingga 15
tahun. Artinya, para responden adalah generasi polisi yang menjadi anggota polri
pasca reformasi. Dengan demikian dimungkinkan mereka untyuk memiliki sikap
yang positif terhadap segala praktik kepolisian yang mengarah pada paradigma
democratic policing.

30




HMETRO JAYA

erdasarkan Lama Sebagai Penyidik

Lo Tabel 5
_ Persebaran Responden B

' BARAT

3 | KALIMANTAN

BARAT

427

o

78

4 | JAWATIMUR

27

46

93

Jumlah

150

173

10

380
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474% 266 ,000%
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. REsd10Thn -
© - 11sd1S Thn

W 165d20 Thn
- ®21sd25 Thn
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Data vyang 'disajikan di atas memperlihatkan persebaran responden
penelitian berdasarakan lamanya mereka bertugas menjalankan fuingsi
penyuidikan baik pada satuan Reserse maupun satuan lalu lintas. Hasil survai
mempertfihatkan bahwa lebih dari 80% responden memiliki masa kerja sebagai
penyidik satu hingga sepuluh tahun. 45,53% diantaranya memiliki masa kerja
sebagai penyidik lima hingga sepuluh tahun. Selebihnya adalah responden
dengan masa kerja di atas sepuluh tahun bahkan hingga di atas dua puluh
tahun.

Pengalaman Responden

Survai yang dilakukan juga melihat bagaimana pengalaman responden
dalam penanganan kasus selama masa berdinasnya sebagai penyidik dan
penyidik pembantu. Pengalaman yang dimaksud adalah terkait dengan jenis
kasus yang pernah disidik serta pengalaman menyelesaikan perkara dengan
cara-cara non penal atau penyelesaian damai.

Informasi yang menjaring pengalaman responden melalui survai ini dapat
dilihat pada display data yang disajikan dalam bentuk table, tail chart dan pai
chart di bawabh ini.

Kategori kasus yang ditanyakan kepada responden adalah jenis-jenis
kasus yang berpotensi untuk diselesasikan secara damai seperti penipuan
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'benggéiépén perkosaan pengeroyokan' dan pengamayaan. pencunan

pembunuhan dan Iaka Iantas

: : Tabel 6.
Berdasarkan Kasus Yang Pernah Dltangam

METRO JAYA | 71

166 (59 160 [47 (390 |69 - | 410

2 | SUMATERA |56 32 Y 3 13 54 196
BARAT

3 | KALIMANTAN § 58 35 23 3 16 22 54 249
BARAT

4 | JAWATIMUR | 78 64 52 46 34 31 114 414

Jumlah § 261 | 197 1153 1154 [100 105 | 201 1269
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B PENIPUAN/PENGGELAPAN
CEPENCURIAN ©

'_ gé'ééNGANlAY_AAN_

o ;B;.PEM_BGN_UHAN |

- B PERKOSAAN
. 5 PENGEROYOKAN
" # LAKA LANTAS

23.08% responden menyatakan pernah punya pengalaman menangani
laka lantas, 20.70% responden pernah menangani penipuan dan penggelapan,

selebihnya adalah kasus pencurian dan kasus kekerasan lainnya.
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- Pernah Menangani Kasus Yang Diselesaikan Secara Damai

2 | SUMATERABARAT 1115~ [5 = | 120

3 KAL]MANTAN__BARAT 104 . {16 120

4 | JAWATIMUR 4. |6 = 120

Jumiah | 450 130 480
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~ Data yang disajikan di atas memperlihatkan bahwa responden penelitian
“hamper secara keseluruhan (93,75%) memiliki pengalaman menyelesaikan kasus
“secara damai. Artinya, secara empiric, dalam praktik penanganan perkara yang
dilakukan oleh para responden sebagian besar mereka menggunakan cara-cara
penyelesaian perkara dengan cara restorative justice untuk jenis perkara tertentu
dan dalam situasi tertentu. Penjelasan mengenai hal ini akan diungkapkan pada
sajian data kualitatif pada bab selanjutnya.

3.3 Persepsi Responden Terhadap Restorative Justice
Data yang disajikan pada bagian ini adalah berkaitan dengan persepsi
responden terhadap pernyataan-pernyataan yang merupakan indikasi
penerapan restorative justice dalam praktik penyidikan atau penyelesaian
perkara yang dilakukan oleh kepolisian. Persetujuan pada pernyataan yang
diajukan mengindikasikan sikap para responden terhadap penyelesaian
perkara berpendakatan restorative justice.
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METROJAYA = 76 3. _ _'
SUMBAR 30 73 9 3
KALBAR 36 78 2 4
IATIM 33 76 5 5
JUMLAH 132 303 19 25
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Data di atas memperlihatkan sikap responden penelitian terhadap pernyataan
apakah sebaiknya setiap kasus pidana yang ditangani diteruskan kepengadilan.
Sebagian besar responden menunujukan sikap persetujuan terhadap pernyataan ini.
Hal ini ditandai dengan 63,26% responden menyatakan setuju, dan 27,56%
responden bahkan menyatakan sikap sangat setuju. Hanya 5.22% responden yang
. menyatakan ketidak setujuannya, dan selebihnya menunjuikan sikap ragu-ragu.

38




TABEL 9

SiKAP RESPONDEN TERHADAP PERNYATAAN
KASUS KASUS RINGAN SEBA]KNYA DiSELESAlKAN SECARA DAMAI

METROJAYA 37; 76 > .. lo o
SUMBAR 38 71 4 & 0
KALBAR 30 65 3 3 0
JATIM 36 69 8 8 0
JUMLAH 142 281 17 17 0
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Data yang disajikan pada tabel di atas memperiihatkan bahwa sebagian besar
responden menyatakan persetujuannya terhadap pernyataan bahwa kasus-kasus
ringan sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan. Hanya 3,72% yang
menyatakan sikap fidak setuju dan 3,72% menyatakan ragu-ragu, selebihnya adalah
menyatakan persetujuan dan bahkan sangat setuju untuk kasus ringan diselesaikan
secara kekeluragaan. Artinya, pada saat ada kasus yang dilaporkan masyarakat
kepada polisi dan ternyata kasus itu dalah kasus ringan, maka para penyidik merasa
bahwa kasus demikian sebaiknya tidak diteruskan kepengadilan, cukup diselesaikan
oleh polisi dengan menggunakan cara-cara perdamaian. Alasan utama penyidik
adalah penumpukan perkara yang ada serta mafaat hukum akan lebih dirasakan
masyarakat jika kasus demikian diselesaikan secara damai.
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SIKAP RESPONDEN TERHADAP PERNYATAAN

KASUS YANG ANTARA PELAKU DAN KORBAN ADALAH ANGGOTA |
' KELUARGA BISA DISELESAIKAN SECARA DAMAI '

METROJAYA

SUMBAR 41 71 4 4 0
KALBAR 27 81 6 6 0
JATIM 36 72 4 2 0

JUMLAH i44 302 17 12 0
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Data yang disajikan pada tabel di atas memperlihatkan bahwa sebagian besar
responden menyatakan sikap positif terhadap pernyataan kasus yang antara pelaku
dan korban adalah anggota keluarga sebaiknya diselesaikan secara damai. Hanya
2.53% saja responden yang menyatakan penolakan terhadap penyelesaian damai
kasus pidana yang melibatkan pelaku dan korban dalam satu keluarga.
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TABEL 11

S[KAP RESPONDEN TERHADAP PERNYATAAN
BiLA KORBAN DAN PELAKU SEPAKAT UN}'UK PENYELESA!AN
SECARA DAMAI POL!S( MEMFASILITASI

1 | METRO JAYA 33 |79 s 13 o

2 | SUMBAR 35 75 5 5 0

3 | KALBAR 34 75 5 6 0

. 4 | IATIM 38 68 5 3 0
JUMLAH 140 297 20 18 0
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B Tidak Setuju

Sikap responden peneliian menunjukkan persetujuan (positif) terhadap
periunya polisi memfasilitasi jika pihak korban dan pelaku  berniat hendak
menyelesaikan perkaranya dengan cara damai. Hal ini mendapat respons potif dari
62,53% responden yang menyatakan persetujuan dan 2947% responden
menyatakan sikap sangat setuju. Hanya 3,79% responden yang menyatakan
penolakan dan sisanya (4.21%) menyatakan sikap ragu-ragu.

44




TABEL 12

= o S!KAP RESPONDEN ”I‘ERHADAP PERNYATAAN

Sl PENYELESA%AN DAMAI MEMBER;KAN MANFAAT LEBIH BAlK

METRO JAYA

2 SUMBAR 35 76 5 4 0

3 KALBAR 35 79 3 3 0

* 4 JATIM 39 69 5 7 0

JUMLAH 140 308 16 16 o
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Secara perceptual 64,17% responden menyatakan persetujuan bahwa
penyelesaian secara damai memberikan manfaat yang lebih baik dari pada
penyelesaian kasus melalui pengadilan. Manfaat yang dimaksud mulai dari murah
dan cepatnya penyelesaian kasus, korban mendapatkan haknya, pelaku lebih
bertanggung jawab dan komunitas ikut berpartisipasi dalam rangka penvyelesaian
masalah yang terjadi antar warganya. 29,17% responden bahkan menyatakan sikap
sangat setuju. Hanya 3.33% responden yang menyatakan sikap tidak setuju dan
3.33% menyatakan sikap ragu-ragu.
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TABEL 13

S i_ﬁ. f i SIKAP RESPON{JEN TERHADAP PERNYATAAN

EEERRES PENYELESAIAN KASUS SECARA DAMAI SELAiN MELIBATKAN POLISI KORBAN
ST - - DAN PELAKU TETAPI JUGA HENDAKNYA MELIBATKAN TOKOH MASYARAKAT

1 |METROJAYA |28 - |76 ]2 o e 10
2 | SUMBAR 36 75 6 3 0
3 | KALBAR 35 78 4 3 0
’ 4 1IATIM 35 57 11 8 0
¢ HUMLEAH 134 286 22 18 0
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Persepsi positif para responden penelitian terhadap penyelesaian perkara
dengan menggunakan pendekatan restorative Jjustice terlihat pada data di atas.
Penyidik menyatakan bahwa penyelesaian damai tidak cukup dengan hanya
melibatkan polisi, pelaku dan korban fapi yang juga sangat penting adalah
melibatkan tokoh masyatakat atau unsur komunitas. Selain diyakini akan
memberikan legitimasi terhadap penyelesaian damai, peran tokoh masyarakat atau
unsur komunitas dapat memastikan efek jera secara social dapat berdampak bagi
pelaku.
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TABEL14

B SIKAP RE's'F?bNDE_N'_:TE?H’A_bAP_'P_ERNYATAAN'_'

R ':. | Penyeiesalan kasus secara dama[ dllakukan berdasarkan keblasaanladat
L ' ‘Istiadat masyarakat setem pat dalam penyelesalan sengketa!perkara

1. | METROJAYA |25 lss. . |5 Ta

2 SUMBAR 37 79 2 2 0

3 KALBAR 37 75 4 4 0

4 IATIM 35 68 S 7 0

- ' JUMLAH 134 308 20 17 0
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Stkap positif terhadap penyelesaian perkara dengan menggunakan pendekatan
restorative justice juga dapat terlihat dari persepsi para penyidik/penyidik pembantu
yang menyatakan bahwa penyelesaian damai hendaknya padu-padan dengan
kebiasaan dan tradisi masyarakat lokal dalam menyelesaikan perkara. Peresi
tentang pentingnya mengadopsi dan mengadaptasi kearifan lokal merupakan
modalitas penting dalam rangka mengembangkan restorative justice sebagai cara
menyelesaikan perkara.

Dengan persepsi yang demikian, maka implementasi restorative justice
sebagai alternatif penyelesaian perkara di kepolisian bukanlah sekedar wacara tapi
realitas yang sudah berlangsung dan telah dijalankan dengan baik oleh para
penyidik sebagai bagian dari cara penyelesaian perkara.
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SIKAP RESPONDEN TERHADAP PERNYATAAN

ADA KENDALA HUKUM PADA SAAT KASUS DISELESAIKAN

SECARA DAMA!

METRO JAYA

SUMBAR 29 82 3 6 0
KALBAR 31 73 9 7 | 0
JATIM 34 66 14 6 0

JUMLAH 126 300 28 27 o
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Data yang tersaji pada tabel di atas adalah informasi tentang persepsi para
penyidik terhadap adanya kendala hukum yang mereka rasakan sebagi faktor
penghambat dalam penyelesaian perkara berpendekatan restorative justice. 88,57%
responden menyatakan bahwa dalam praktik penyidikan, penyelesaian perkara
dengan menggunakan pendekatan restorative justice sangat terkendala dengan
aspek hukum. Sejauh ini memang terlihat bahwa beragam upaya kreatif dan kejelian
hukum digunakan para penyidik untuk menyiasati kendala hukum ini. Akan tetapi
kebijakan dari pimpinan kewilayahaniah yang tetap menjadi acuan utama bagi para
penyidik untuk mencari solusi hukum dan administrasi yang bisa digunakan untuk
merasionalisasi penyelesaian perkara dengan pendekatan restorative fustice.
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s SiKAP RESPGNDEN TERHADAP PERNYATAAN
3 Biia ada payung hukum yang jeias untuk menyelesaukan

perkara dl [uar pengad;lan

1 M ETRO JAYA 34 81 3 2 0

2 SUMBAR 35 74 7 4 o

. 3 KALBAR 33 74 7 6 0

4 JATIM 37 67 11 6 0

JUMLAH 138 269 28 18 0
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Ekspektasi yang tinggi dari para penyidik terhadap adanya landasan yang bisa
digunakan untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan dan mekanisme
penyelesaian perkara dengan restorative justice sangat tinggi. Hal ini dapat kita
simak pada data yang tersaji di atas. 89.87% responden mengharapkan adanya
landasan yang bisa digunakan untuk mendasari penerapan restorative justice
sebagai alternative penyelesaian perkara. Hal yang menarik dari data di atas adalah,
walaupun sedikit jumlahnya, 3.96% responden menyatakan dengan ketentuan
hukum yang sudah ada selama ini mereka tetap berkeyakinan untuk menerapkan
restorative justice, walaupun tanpa aturan yang tegas dan eksplisit tentang

penerapan restorative justice.
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SiKAP RESPONDEN TERHADAP PERNYATAAN

METRO JAYA 25 90 3 2
SUMBAR 2 79 3 5
KALBAR 33 66 12 5
JATIM 36 63 10 6
JUMLAH 126 303 23 22

POLMAS MELALUI FKF’M ADALAH WADAH YANG TEPAT UNTUK MENYELESAIKAN KASUS
o DENGAN PENDEKATAN DAMAI (RESTORATIVE JUSTICE) '
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Data yang tersaji pada tabel di atas merupakan sikap responden terhadap
pemanfaatan kelembagaan FKPM sebagai sarana dan tempat yang tepat untuk
melakukan penyelesaian perkara dengan restorative justice. Hal ini mendapat
persetujuan 89,56% responden. Hanya 4,59% respon yang tidak setuju dan
selebihnya bersikap ragu-ragu. Data ini menggambarkan sikap konsiten dari
responden yang menyatakan periunya pelibatan masyarakat atau komunitas dalam
penyelesaian perkara dengan restorative justice.
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| 41 Praktlk

b

< ¢

~ PRAKTIK RESTORATIVE JUSTICE 'ﬁPAbA'*PE'A_iA_NGANM"P'E'R_kARA”PrbANA'- :

Restorat.'f Just:ce (RJ) Pada Fungs: Resknm Dz Poida Metro

Jaya (PMJ) _ : o R
| 4 1. ‘! Jenls Perkara Pldana yang Dltangan; dengan RJ
.' coa. Penlpuan (perbuatan curang) L

i_. b. _-Penggelapan TR

e Penganiayaan berat dan ringan. -

d Pencemaran_nama bak. -~ o
e. Unjukrasa. o |
f. Perusakan fasilitas umum.
g. Tanah dan bangunan (sertifikat asli dan palsu).
h. Pencurian baik ringan maupun dengan kekerasan.
i. Penggeroyokan.
[ Kasus.yang melibatkan pelaku dan korban adalah anak dibawah

umur.

k. Kasus KDRT (bukan delik aduan).
I Kasus leasing (lembaga pembiayaan/finance).
m. Hutang piutang yang melibatkan preman.
n. Perlindungan konsumen.
0. Perbankan {penipuan dengan bank garansi).
p. Hak cipta.
q. Pengurusan ijin perkebunan.
r. Perjanjian bisnis yang melibatkan kerjasama (modus perbuatan

curang/tipu)

Perzinahan.

Tawuran antar pelajar maupun masyarakat.

Pertambangan.

Penipuan dan penggelapan dengan menggunakan sarana IT
(Teknologi Informasi).
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o '_ 41 2_‘_..Alasan Mengunakan R.} dalam Penanganan Perkara Pldana

:}-".4 Adanya kehendak para p;hak untuk berdamal dan menye!esaikan
| '. perkara yang te!ah d:laporkan ke PO!iSI L

'2 Penye[esaian perkara didasarkan pada kebutuhan korban
' 3 Keruglan yang dlalaml korban telah dtkemballkan (kompensaso

'_-4 Adanya pencabutan iaporan pohsl (selan;utnya dlsebut LP) yang

telah ‘dibuat pelapor (korban) waiaupun perkara ptdana tersebut

bukan dellk aduan. - _

_' Alasan atau pert:mbangan tersebut tidak lagi melihat besar dan
-kecn kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan pidana yang telah
dilakukan. Selain itu tidak sekedar melihat usia pelaku dan korban dan
tidak sekedar melihat penyebab perbuatan pidana dilakukan,

4.1.3 Dimulainya Praktik RJ dalam SPP

Praktik RJ diawali dengan Laporan Polisi yang telah dibuat oleh
pelapor (korban) dalam keadaan emosi atau dalam keadaan dirugikan
sehingga dari laporan tersebut dimulai proses penyelidikan dan
penyidikan. Indikator dimulainya kehendak untuk berdamai oleh para
pihak setelah dimulai upaya paksa berupa pemanggilan saksi pelapor
dan saksi korban dan penentuan posisi saksi menjadi tersangka
(sebelum dan sesudah gelar perkara). Tetapi ada juga setelah
ditetapkannya adanya tersangka. Tenggang waktu antara laporan palisi
dibuat dengan kehendak berdamai para pihak rata-rata setelah 1 bulan
sejak dibuatnya LP tetapi ada juga yang lebih dari 1 bulan (kasus yang
tidak ditahan pelakunya).

4.1.4 Dasar Pertimbangan Penyidik Digunakannya RJ dalam SPP

Penyidik mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat sudah
terpenuhi dengan indikator : adanya damai diantara para pihak,
Pertimbangan lainnya terkait tujuan hukum yang mencakup hukum itu
harus adil dan bermanfaat untuk masyarakat. Selain ity adanya arahan
bersifat lisan dari pimpinan (pengemban fungsi reskrim) dan adanya
desakan publik terkait kasus-kasus menonjol. Adanya TR Bareskrim
2010, TR Kapolda Metro Jaya, hasil rakernis serse tahun 2012 (bulan
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| "-'.:'_Maret) menambah keyak:nan penyldlk terkait dasar pertxmbangan
- digunakannya RJ. ‘sebagai altematif solusi terhadap rasa. keadrian_-_-:_35':"_-__:_'}':.
o lmasyarakat Dasar pertfmbangan terbaru yang dlpegang oieh Peny| ik .-
| g ':_F’MJ adalah adanya produk MOU yang ditandatangani oleh Kapolda P
Metro Jaya Kajatl Pengadlian Kanwn Kementnan Hukum dan Ham :

: _. Wllayah DKl Jakarta Jawa Barat dan Banten MOU tersebut bensakan .
N B solusi terkalt kendala kendala teknzs tentang SPDP penyeiesalan

41.5

perkara pldana dengan cara damal jzka sudah terkmm SPDP dan
.'penyaman persep31 terkait pelaksanaan RJ. ' '

Namun, dasar-dasar pertimbangan tersebut masih menimbulkan
kegalauan di wilayah Polda Metro Jaya dibuktikan dengan berbagai
produk Sistem Operasional Prosedur penghentian  penyidikan,
pembuatan tata naskah (taskah) penyidikan, membuat kriteria teknis
penulisan surat damai dan pencabutan LP pada masing-masing
Polres. Hal tersebut dengan tujuan mengatasi ketiadaan payung
hukum dan guna memenuhi tujuan kepastian hukum.

Mekanisme Penanganan Perkara Pidana Dengan Menggunakan
RJ

Mekanisme yang dilaksanakan walaupun tidak tertulis dan
dibakukan ditandai dengan para pihak membawa surat damai yang
telah dibuat antara para pihak dan keluarga serta saksi yang berasal
dari komunitas masyarakat (Lurah, RT, RW dan tokoh masyarakat
yang dipercaya oleh masyarakat). Setelah itu pelapor atau korban
membuat surat pernyataan yang berisi pencabutan LP yang telah
dibuat.

Surat damai yang telah dibuat menjadi pertimbangan atasan
penyidik untuk melaksanakan gelar perkara awal yang dilakukan di
internal penyidik. Dari saran dan rekomendasi hasil gelar awal
dilakukan pendalaman dalam proses pemberkasan. Berdasarkan
pertimbangan akhir dari atasan penyidik maka dilakukan penambahan
berkas terkait keterangan pelapor dan surat pernyataan (bukti
petunjuk) pencabutan LP tersebut.- Namun ada juga Polres tidak
dilakukan penambahan berkas tetapi langsung membuat berita acara
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= fpencabutan L_

Jska dltemukan periu adanya pendalaman Iagt"'

S -___-_:-dllakukan lag; gelar perkara mehbatkan unsur di. Juar penyld:k atau d:_ ::__3

: 'Iuar satker Resknm untuk penetapan SPB sebagat keputusan akhir

Dasar penetapan SP3 d| F’oida Metro Jaya adaiah pertama o

Dem1 Hukum (adanya kead:lan dan kemanfaatan yang teiah dlrasakan

' -oleh masyarakat) dan yang kedua Tldak Cukup Bukti. (adanya

N :""._pencabutan LP dan BB teiah dtkembailkan) Daiam Surat Penghentlan

Penyidikan ada yang hanya mencantumkan dasarnya LP dan proses

' -'_:penyidikan yang . telah diEakukan Namun ada yang secara tegas

‘menyatakan - penghentian d:lakukan karena - penyelesalan perkara
ditakukan secara kekeluargaan bukan RJ. Uniknya alasan SP3 diakui
penyidik menyimpang dari KUHAP, padahal ketika didalami dalam
KUHAP tidak pernah dijelaskan secara rinci apa yang dimaksud
dengan demi hukum. Pengertian dan konsep demi hukum lebih
dijelaskan dalam juknis dan juklak reserse tahun 2010.

Praktik RJ dilakukan walaupun ada juga pelaku ditahan namun
karena ada kehendak damai, penangguhan penahanan dilakukan dan
setelah itu di SP3. Ada juga ditahan kemudian di SP3 tanpa ada
penangguhan penahanan. Untuk kasus anak dan perempuan masih
banyak tunggakan perkara (tidak di SP3) namun kasus sudah selesai
karena ada perdamaian.

Untuk administrasi penyidikan perkara pidana yang menggunakan
RJ dilakukan dengan tetap melakukan pemeriksaan dan membuat
berkas acara pemeriksaan dengan tetap mengirim SPDP ke
Kejaksaan, namun faktanya ada juga yang tidak mengirim SPDP tetapi
tetap dilakukan SP3. Sebagai catatan SPDP dikirim maka SP3
ditembuskan ke Kejaksaan, tetapi SPDP tidak dikirim maka SP3 tidak
ditembuskan ke Kejaksaan. Terkait SPDP ada beberapa persepsi
penyidik yang beragam . SPDP dikirim jika sudah ada tersangka,
SPDP mengacu pada KUHAP tidak memberi batas waktu, SPDP tidak
secara tegas menyatakan wajib dikiim, adanya pemahaman
perbedaan proses penyelidikan dan penyidikan terkait SPDP. KUHAP
mengatur bahwa SPDP dibuat setelah dimulainya penyidikan psl 109
ayat (1) dan Pasal 109 ayat (2) menyatakan jika penyidik melakukan
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G _'-:.SPB maka seyogyanya (trdak ada'kata Wajlb) dtberltahukan kepada 3

: 'Penuntut Umum

Da!am admmnstras; dan manajemen peny:dlkan terkaat Iaporan

'penyelesa|an perkara pidana dengan penye!esa|an RJ.ada yang sudah_ S

'mencantumkan se[ra SP3 dengan dasar musyawarah untuk mufakat

) namun. Ieb'h baﬂyak yang masm beium ‘tegas atau terkesan galau G

sehmgga tldak terlihat sefra SP3 dengan mekanfsme penggunaan RJ.
-':J!ka selra SPS maka penye!esalannya dengan mencatatkan datam
buku register B2 sebagai akuntab:f;tas perkara telah selesai. Namun
- jika produk selra yang menggunakan RJ tidak dikeluarkan SP3 namun
- SP2HP ‘untuk pemberitahuan pérker_nbangan kasus maka selra tetap
dicatatkan dalam buku register B1 déngan catatan perkara telah
selesai dengan cara kekeluargaan. Namun ada juga Polres membuat
buku register tersendiri khusus selra RJ dengan membuat taparan

bulanan.

4.2 Praktik Restoratif Justice (RJ) Pada Fungsi Lantas Di PMJ
1. lIstilah yang digunakakan dalam penyelesaian perkara laka lantas dengan

cara kekeluargaan adalah ADR.

. Keyakinan penyidik dilakukannya penyelesaian ADR adalah ST Kapolri
nomor ST/389/11/2011 tanggal 24 Pebruari 2011 tentang penyelesaian laka
lantas melalui ADR. Selain itu dasar pertimbangan ST Kapolri Nomor
ST/2394/X11/2011 tanggal 12 Desember 2011 tentang Dir Lantas
memberikan arahan guna menghindari penyimpangan penyidikan perkara
pidana laka lantas. Selain itu diskresi kepolisian merupakan payung hukum
bagi penyidik melakukan tugasnya.

. Dasar pertimbangan diskresi kepolisian artinya jika sudah ada surat
perdamaian tetapi korban MD dan atau kepentingan pengurusan asuransi
kecelakaan (asuransi tidak keluar kalau kasus dihentikan) maka kasus tetap
diteruskan walaupun perdamaian menjadi bukti petunjuk dalam BAP
sebagai pertimbangan hakim di PN

. Tidak semua jenis laka lantas dapat dilaksanakan ADR namun ada kriteria
ADR pada perkara pidana laka lantas berdasarkan pasal 229 UU Lalu lintas
yaitu kategori luka ringan dan melihat kerugian materilnya. Untuk
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::.keceiakaan Ialu [zntas be'rat (korban MD cian ata'u Iuka berat) tetap'-."{-_ e
: d;teruskan ke pengadrlan e '. S : S
5. '-.Alasan bagl penggunaan ADR adalah adanya kesepakatan dama: diantara'_ _
. -para plhak para plhak t:dak merasa dirugikan tetap dapat dtiakukan'-;f
| penindakan dengan buktl peianggaran (tllang) tadak bertentangan dengan o
'_ :':.hukum (8P3 dengan a!asan tidak cukup buktl tldak dlketuarkan) karena iaka
lantas sudah terjadi pelanggaran Iaka Iantas d;anggap oleh masyarakat
: "_..__adaiah musibah yang tidak ada satu pun manussa meng:ngmkannya
-6, _Mekanssme penyelesatan iaka Iantas dengan ADR didahului dengan adanya
B surat pernyataan damai diantara para pihak. Ada kompensasi yang telah
dilakukan oleh pelaku laka lantas (kerugian telah dibayarkan, biaya
pengobatan telah dikeluarkan dan lain sebagainya), maka berkas
pemeriksaan tetap dibuat untuk pertanggungjawaban penyelesaian perkara.
Para pihak yang terlibat dalam mekanisme ini korban laka tantas,
pelanggar, kefuarga korban/pelaku, Polri sebagai fasilitator dan PN sebagai
pemutus perkara laka lantas tersebut.

N 7. Produk hukum untuk menutup LP laka lantas tersebut dengan
dikeluarkannya SP2HP tidak dengan SP3. Sebagai administrasi dan
manajemen penyidikan sebagai kontrol dan pengendalian perkara maka
tetap dicatatkan dalam buku register B2 selra dengan ADR.

8. Kendala pelaksanaan ADR di PMJ terkait pengurusan asuransi yang
mewajibkan kasus pidana harus diteruskan, sudah diatasi dengan produk
MOU antara Dirtantas PMJ dengan Dinas Kesehatan Pemprov DKl Jakarta,
PT jasa Raharja terkait penanganan dan pendatan korban serta
penyelesaian santunan kecelakaan LLAJ secara terpadu beserta SOP nya.
Ada 17 Rumah Sakit yang menjadi rujukan MOU tersebut sehingga
pengurusan, penyidikan serta penanganan perkara laka lantas tidak akan
lamban dikarenakan faktor-faktor teknis tersebut,

4.3 Praktik Restoratif Justice Pada Fungsi Reskrim Di Polda Sumbar
4.3.1 Jenis Perkara Pidana Yang Ditangani dengan Cara RJ
a. Penipuan (perbuatan curang).
b. Penggelapan.
c. Penganiayaan berat dan ringan.
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e :jd Pencemaran nama ba:k
By e Perusakan fasmtas umum..

g :f Tanah dan bangunan (serttf kat asii dan palsu)
g Pencunan rlngan : L '_ : S

_'-'h Kasus yang mel:batkan pelaku dan korban ada!ah anak dtbawah
| “umur, SRR T : '

. Kasus KDRT (bukan deifk aduan) S

"'] Perkeiahlan ' RN

_-k Penyerobotan tanah atau sengketa Iahan

4.3.2 Alasan Mengunakan RJ dalam Penanganan Perkara Pidana

Alasan yang mendasari keputusan menggunakan RJ dalam
menyelesaikan masalah atau perkara karena adanya kehendak para
pihak untuk berdamai, adanya kebutuhan dan kepentingan korban,

. kerugian telah dikembalikan kepada korban oleh pelaku, adanya
pencabutan laporan polisi (LP) yang telah dibuat oleh pelapor. Selain
itu Polda Sumbar dikenal dengan wilayah yang identik dengan nilai
kearifan lokal yang sangat tinggi. Adanya kearifan lokal tali tigo sapilin
tungku tigo sajarangan membuat masyarakat Minangkabau erat
dengan berbagai penyelesaian diantara mereka dengan memakai
hukum adat ketimbang dibawa ke masalah hukum negara. Alasan
terutama pada masyarakat Minangkabau dalam menangani perkara
pidana diantara mereka adalah peran Ninik Mamak sangat kuat
ketimbang peran Negara.

Alasan-alasan fersebut tetap melihat besar dan kecil kerugian
yang itimbulkan akibat perbuatan pidana, hubungan kekerabatan
diantara pelaku dan korban, hukum adat yang bersinggungan dengan
hukum negara. Menjadi alasan yang kuat terutama “Adat Basandi
Syarak artinya adat atau hukum yang digunakan untuk mengatur
masyarakat Minangkabau sejak dahulu kala berhadapan dengan
syarak (hukum [slam) yang masuk ke dalam kehidupan masyarakat

> Minangkabau.

) Adanya hukum adat Minangkabau, tali tigo sapilin yakni adat,
syarak dan undang merupakan hukum yang sangat kuat melekat pada
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_._.____-_-;_'_..'_"kehldupan bermasyarakat dan sebagal peiaksana darl hukum adat o
: __.'tersebut adalah tungku t:go sajarangan yaknl nimk mamak sebagal B
' -'5'_'pelaksana adat ai:m uiama sebagal pelaksana syarak cerdik

':i_'pandallpamarentah (pemermtah) sebaga; pe!aksana undang undang

L -_'_Adanya penyetesalan konflik - menurut hukum adat Mmangkabau

':ba;anjang nalak batanggo turun artmya penyetesman perkara B
ber;enjang nalk bertangga turun penyeiesa:an tersebut secara

dimungkankan da!am penanganan perkara psdana jlka ada hubungan

.. kekerabatan antara pelaku dan atau hubungan soszai/bertetangga

- dengan pelaku atau korban. -

4.3.3

4.3.4

Dimulainya Praktik RJ Dalam SPP

Diawali dengan Laporan Polisi yang telah dibuat oleh masyarakat
dengan kondisi emosi. Kondisi dengan tidak menanyakan kepada Ninik
Mamak (penjaga keluarga) terkait masalah diantara keluarga dan atau
sesama masyarakat Minangkabau yang dilaporkan tersebut maka
kebiasannya Polisi menanyakan apakah mau diselesaikan dengan
peran Ninik Mamak keluarga masing-masing. Jika mereka tidak mau
maka LP dimulai proses penyelidikan dan penyidikan. Ternyata secara
fakta ketika dimulai upaya paksa berupa pemanggilan saksi pelapor
dan saksi korban, atau penentuan posisi saksi menjadi tersangka
(sebelum dan sesudah gelar perkara) dan atau setelah ditetapkannya
adanya tersangka maka masing-masing pelapor melaporkan ke pihak
Ninik Mamak mereka untuk mencari perdamaian. Rata-rata setelah 1
minggu sejak adanya LP pelapor menginginkan penyelesaian diantara
mereka dengan peran Ninik Mamak dan penyelesaian di Kantor Polisi

secara bersamaan.

Dasar Pertimbangan Penggunaan RJ dalam SPP

Keyakinan penyidik dan atasan penyidik dalam mengakomodir
keinginan masyarakat untuk menyelesaikan masalah diantara mereka
walau sudah dilaporkan ke polisi dengan bentuk LP didasarkan atas -
rasa keadilan masyarakat sudah terpenuhi dengan indikator : ada
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e :kesepakatan dama; dnantara para plhak' persep31 penyidak terka:t_r- d
' -.--tUJuan hukum ity tsdak hanya kepastsan hukum ‘namun hukum ltu harus E

: adil dan bermanfaat untuk masyarakat adanya ‘pranata sosaai yang

. 'tumbuh berkembang dan mengakar d! masyarakat Minang Kabau

adanya desakan pubhk iewat med;a massa elektronik maupun cetak

- khususnya ciesakan pubhk dan masyarakat yang ‘homogen. (keanfan

| okal sangat. menonjof) Selam |tu ada dasar pertimbangan penyld;k

. yang members._a[asan__ku_at_ya:tu_ TR Polda Sumatera Barat sebagai

-implementasi arahan rakernis 'se_r_se' tahun 2012 (bulan Maret). Namun,

- dasar pertimbangan tersebut masih menimbulkan kegalauan di pihak

4.3.5

penyidik dengan bukti ada perbedaan dalam melaksanakan laporan
hasil penyidikan yang ditangani secara RJ. Artinya selra RJ tidak
dicatatkan dalam buku register B2 sebagai penyelesaian perkara
namun perkara selesai dengan mengeluarkan SP2HP sebagai
informasi ke pihak masyarakat bahwa perkembangan kasusnya tidak
dilanjuti karena sudah ada perdamaian diantara para pihak, walaupun
kasus tersebut bukan delik aduan yang bisa dihentikan begitu saja,
Namun ada juga Polres yang mencatatkan dalam buku Register B2
sebagal selra RJ atau telah diselesaikan dengan cara kekeluargaan.
Tetapi ada juga yang membuat buku register khusus terkait selra RJ.
Walau demikian ini menunjukkan semangat penyidik untuk melakukan
transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyidikan dengan
menggunakan cara RJ.

Mekanisme Penangangan Perkara Pidana Dengan Menggunakan
RJ

Mekanisme penanganan dimulai para pihak membawa surat
damai yang telah dibuat oleh kedua belah pihak dan disaksikan oleh
keluarga dan tokoh adat (Ninik Mamak) masing-masing. Kebiasaanya
Ninik Mamak tidak mau berurusan di kantor polisi dan atau menjadi
saksi di kantor Polisi karena bagi masyarakat Minangkabau itu adalah
aib bagi keluarga. Setelah itu pelapor membuat surat pernyataan yang
berisi pencabutan LP yang telah dibuat. Dengan bukti petunjuk ini
diadakan gelar perkara awal dilakukan di internal penyidik. Dari saran
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o "-'pencabutan LP maka ada penambahan keterangan dalam berkas

_' "_":gidan rekomendasx gelar dliakukan pendalaman dalam proses':.f:'j*'
i -_-pemberkasan Seteiah dliakukan pendalaman berkas dan adanya'

. namun ada 3uga Poires ndak me!akukan penambahan keterangan

o '_namun Iangsung membuat benta acara terkait pencabutan LP namun

surat pencabutan LP dilampirkan daiam berkas acara pemer;ksaan N

_ Adm:nzstraSi peny:dlkan untuk perkara pxdana yang menggunakan

_-_:RJ tidak ada - yang mengeluarkan SP3 Produk yang “dikeluarkan

SPZHP untuk kepastlan hukum bagl pelapor yaftu informasi

perkembangan peny1d|kan kasus “tersebut. . Sebagai

pertanggungjawaban perkara maka selra RJ dicatatkan Ke dalam B1
dengan catatan diselesaikan dengan cara hukum adat/
kekeluargaan/RJ.

Cara RJ dalam menangani perkara pidana di Sumbar memiliki

catatan tersendiri yaitu : ,

a. Polsek dan Polres lewat FKPM yang aktif dan eksis telah dapat
meminimalisasi LP yang dibuat di kantor polisi dengan cara Polsek
menolak laporan masyarakat atas kasus yang menimpanya jika
belum diketahui oleh ninik mamak mereka.

b. Jika sudah berkoordinasi dengan ninik mamak mereka dan telah
dibuat perdamaian diantara mereka maka perkara dianggap telah
selesai. Jika dalam penyelesaian perkara tidak dapat diselesaikan
oleh ninik mamak maka mereka tetap meneruskan perkaranya ke
Polsek/Polres.

¢. Ninik mamak tetap dilibatkan oleh Polres dalam menyelesaikan
konflik pidana. Terutama yang sudah dalam bentuk LP {peran
FKPM mandul, fungsi bina mitra tidak dilibatkan) maka Polires tetap
bekerjasama dengan ninik mamak (walaupun mereka enggan
datang ke kantor polisi). Keberadaan ninik mamak dapat
mengurangi beban kasus yang dipikul aparat kepolisian.

d. KAN dan LKAM (Kerapatan Adat Nagari) adalah komunitas yang
hidup, tumbuh dan berkembang sebagai pranata sosial di
Minangkabau.
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e Eks;stenSI ﬂtﬂlk mamak sebagat komunitas dalam masyarakat

o Mmangkabau dldukung oleh pepatah adat “kaluak ‘paku’ kacang i
o .'._'baumblang, anak dlpangku kemenakan dtbimbmg Jadl jlka ada
'_anak kemenakan yang terhbat perkara pldana sudah men}adl tugas R

~dari nmlk mamak menye!esalkanya

: -t EJrka kasus sudah LP dan peran nlnxk mamak tadak d;llbatkan o!eh N
'kePOIISfan aiau ada kesan dltmggaikan maka pengunaan RJ di

- Sumbar terkesan memanfaatkan hukum negara

: _'._g.__:Kasus yang d|Eaporkan dan setelah d:laporkan para pihak ingin

"_berdamaf ~maka ‘sebagian bssa_r 1P m_as;h dalam proses
penyelidikan. Rata-rata SPDP belum dikirim ke Kejaksan.

| 4.4 Praktik Restoratif Justice Pada Fungsi Lantas Di Polda Sumbar

1.

Istifah yang digunakakan dalam menangani perkara pidana dengan cara
damai adalah ADR merupakan penyelesaian perkara laka lantas (LP)
dengan kesepakatan damai diantara para pihak.

Dasar Pertimbangan penyidik dengan menggunakan ST Kapolri nomor
ST/389/11/2011 tanggal 24 Pebruari 2011 tentang penvelesaian laka lantas
melalui ADR, ST Kapoliri Nomor ST/2394/X}1/2011 tanggal 12 Desember
2011 tentang Dir Lantas memberikan arahan guna menghindari
penyimpangan penyidikan perkara pidana laka lantas.

Dasar Pertimbangan lain penyidik adalah diskresi Kepolisian yaitu
didasarkan pada penyelesaian denda adat (denda berdasarkan UU adat
yang ditulis oleh komunitas adat Minangkabau) yang telah dilakukan,

Alasan penyidik melakukan ADR adalah kesepakatan damai, para pihak
tidak merasa dirugikan dan tidak bertentangan dengan hukum (SP3 dengan
alasan tidak cukup bukti tidak dikeluarkan).

Jenis laka lantas yang diselesaikan dengan cara ADR kategori luka ringan
dan melihat kerugian materi (pasal 229 UU fantas), bahkan korban MD jika
dapat diselesaikan dengan denda adat dan melihat kepentingan keluarga
korban maka dapat diselesaikan dengan cara ADR.

Koordinasi dengan Kejaksaan secara lisan jika selra laka lantas dengan
ADR guna antisipasi jika kasus lanjut (lebih kurang 2 minggu). Jika ada
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fdamal maka SPDP tldak d;ksrsm namun t;dak ada perciamanan maka SPDP'- S

4.5

- ._'Para plhak yang terilbat dafam proses perdamazan d;antara para pthak

e adalah.: kedua beiah pzhak saRSi korban/pelaku Wail Nagan Camat _
k "KAN!LKAM dan termasuk nlnzk mamak bundo kanduang dan Ialn_ e

| '.-'_'_sebagamya _ ERTEEEE '_ i S

8. -Produk hukum untuk menutup LP Iaka | '!a.ntas .tersebut dengan
'.'d:keluarkannya SPQHP sekallgus sebagaf pertanggungjawaban kepada

| pelapor. ° ' ' L

. Dicatatkan dalam buku register khusus dan juga ada dalam buku register B1

dengan sefra penyelesaian ADR. Masing-masing Polres berbeda dalam
pencatatan tetapi secara substansi menunjukkan adanya semangat
transparansi dalam kasus tersebut.

Praktik Restoratif Justice Pada Fungsi Reskrim Di Polda Kalbar
4.5.1 Jenis Perkara Pidana Yang Ditangani Dengan Cara RJ

a. Kasus penipuan.

Kasus penggelapan.

Kasus sengketa lahan terkait penyerobotan tanah dan pengrusakan.
Kasus perkelahian.

Kasus penganiayaan berat dan ringan.

- 0o o o T

Kasus KDRT yang bukan delik aduan (kekerasan fisik).
Pencurian.

7 @

Pemerkosaan.

Pemalsuan dokumen.

j. Pencemaran nama baik.

k. Kasus perbuatan tidak menyenangkan.
. Kasus Perselingkuhan, zinah dan cabul.
m. Kasus batas kepemilikan tanah.

4.5.2 Alasan Penggunaan RJ dalam SPP

Alasan yang dikemukakan penyidik adalah adanya kehendak para
pihak untuk berdamai, melihat kebutuhan korban, kerugian telah

dikembalikan kepada korban oleh pelaku, pecabutan adanya laporan
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""'-;'__Tahno Bacuramm Ka Saruga Basengat Ka Jubata artmya berbuat__

S _'poi;se yang te!ah dlbuat oleh pelapor adanya keanfan Iokai Ad:l Ka. S

_ _balk terhadap sesama serta add dan ;u_sur berdasarkan Ketuhanan Yang

b o -"_zMaha Esa

Kearn‘an Iokai yang ada d| wz!ayah Kalbar merupakan aset budaya

5 :bangsa yang mengakat masyarakatnya daiam hidup bermasyarakat dan

o 'bemegara Hukum adat massh kuat dan melekat pada masyarakat

::"_Kalbar dan . hukum adat sudah ada ‘yang tertuhs dan “yang

-melaksanakannya adalah pengurus adat sebagal komumtas di
'3masyarakat Dayak adalah tertlnggl dewan adat sedangkan operasronal

- adalah Timanggong melalui Pasirah dan Pangaraga.

4.5.3

Alasan-alasan tersebut tetap melihat besar dan kecil kerugian yang
ditimbulkan akibat perbuatan pidana, adakah hubungan kekerabatan
diantara pelaku dan korban, melihat hukum adat yang bersinggungan
dengan hukum negara. Kearifan lokal dengan memperhatikan pranata
sosial yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat menjadi
perhatian bagi penegak hukum di Kalbar. Ada pepatah Sambasyang
terkenal karena maraknya potensi kerusuhan di Kalbar antar etnis yaitu
1,2,3 dan 4 semua suku kita bersahabat, mari kita bertemu dan
bermufakat membangun negeri aman dan sehat. Kerusuhan dan
kekacauan antar etnis telah melanda Kalbar maka potret masa lalu
membuat Suku Melayu, suku atau etnis Tionghoa dan etnis Dayak
memperkuat pranata sosial yang dapat menyelesaikan permasalahan
diantara mereka. Trauma masa lalu.mengajarkan kepada masyarakat
Kalbar untuk belajar saling menghargai perbedan yang ada diantara
mereka.

Dimulainya Praktik RJ dalam SP

Diawali dengan Laporan Polisi yang telah dibuat oleh pelapor maka
di mulai proses penyelidikan dan penyidikan. Indikator penyelesaian
damai oleh para pihak melihat kasusnya. Jika kasus yang bersifat
keperdataan atau berindikasi perdata maka paling cepat kurang lebih 3
bulan dan paling lama kurang lebih 2 tahun sejak adanya LP. Jika
kasusnya bersifat umum maka paling cepat kurang lebih 3 hari dan
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- .__waktu dlmuiaz mekanlsme RJ tergantung mekamsme penyeiesaaan:"_"”__"' _
"'-kasusnya cil masyarakat Dayak Mekamsme penyeiesatan kasus di O
.. __masyarakat berbarengan dengan penyelesafan kasusnya di Keponsgaﬁ Rt

___tmgkat Penyldrkan Indfkator kearifan’ lokal sangat s:gnlfikan dalam___._"'-'

i "-".'_:'_'palmg !ama kurang lebin 1 buEan sejak adanya LP Adanya tenggang

-RJ dalakukan secara bersamaan dengan penyetesalan dalam SPP - di

' __mekamsme RJ dl Polda Kaibar S -_ LR

- 4.5.4

4.5.5

Dasai_- Pertimbqngan_ P_eng_gt}na_an'_RJ_d_ai_am'SP_:P = .

Pada penyidikan kasus pidana di Kalbar ‘memilki dasar
pertimbangan yang séma dengan :pényidik pada ulm_umny_a yaitu rasa
keadilan masyarakat sudah terpenuhi jfka _adé.damai diantara para
pihak. Persepsi penyidik juga sama vaitu terkait tujuan hukum itu tidak
hanya kepastian hukum namun hukum itu harus adil dan bermanfaat
untuk masyarakat. Didukung lagi dengan adanya pranata sosial
(paguyuban) yang tumbuh, berkembang dan mengakar di masyarakat
Dayak, Melayu dan Tionghoa (karena inilah suku terbesar yang
mendiami Kalbar).

Adanya desakan publik lewat media massa elektronik dan cetak
membuat Kepolisian membuat pertimbangan tertentu atas kasus-kasus
yang ingin dihentikan di penyidikan. TR Polda Kalimantan Barat sebagai
implementasi arahan rakernis serse, arahan lisan sebagai implementasi
hasil rakernis serse tahun 2012 (bulan Maret) menjadi pegangan
sementara penyidik dalam mengambii keputusan terkait praktik RJ.
Namun, dasar pertimbangan tersebut masih menimbulkan kegalauan
dan ketakutan di penyidik dalam membuat keputusan terkait kasus yang
diselesaikan secara RJ. Akibatnya ada perbedaan dalam melaksanakan
penanganan perkara pidana yang ditangani secara RJ. Termasuk
produk hukum yang dikeluarkan oleh penyidik berbeda antar satu Poires
dengan Polres lainnya.

Mekanisme Penggunaan RJ Dalam Penanganan Perkara Pidana
Walau tidak dibakukan dan tidak tertulis mekanisme penanganan
perkara pidana dengan RJ, faktanya selalu diawali dengan para pihak
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':":".":'.'-::.membawa surat damal yang te!ah dibuat i hadapan masmg masmg S
-'-.':.:_'-saksa dan komumtas masyarakat Kebtasannya tergantung SIapa pelaku':-.'_"'-;-'--:._ o

_ ".dan korbannya Jzka antar peiaku dan korban sesama masyarakat Dayak : '
Co maka komumtas adatnya yaftu Dewan adatnya yang akan menjadl SakSI
: '_.:.da!am proses damal tersebut dan menggunakan hukum adat Dayak i
o -_dalam menyeiesalkannya setelah |tu baru dlbawa untuk dsselesaikan dl

o ._'-Kantor F’oIfSi karena sudah ada yang membuat LF’ Karenanya pelapor N

.'.__'sekalfgus membuat surat pemyataan yang berIS| pencabutan LP yang_
telah drbuat : ' o o

- Adanya gefar perkara awal dliakukan d| mternai penyidlk dan dari
saran dan rekome_ndas: gelar _dslaku_kan pendalaman dalam proses
p'emberkasan. Dilakukan penambahan berkas untuk pencabutan LP
tersebut, tetapi ada juga tidak dilakukan penambahan berkas tetapi
langsung membuat berita acara pencabutan LP, tetapi ada jug tidak
membuat berita acara terkait pencabutan LP namun surat pencabutan
LP dilampirkan dalam berkas acara pemeriksaan.

Administrasi  penyidikan berupa pembuatan berkas acara
pemeriksaan tetap dilakukan tetapi dengan tidak mengirim SPDP ke
Kejaksaan, dan sebagal produk hukum selra RJ dengan mengeluarkan
SP2HP dan tidak dilakukan SP3, kecuali tersangka meninggal dunia
baru dikeluarkan SP3. SPDP dikiim maka SP3 ditembuskan ke
kejaksaan. Tetapi tindakan SP3 sangat jarang dilakukan bahkan belum
ada untuk tahun 2012. SPDP tidak dikirim maka SP3 tidak ditembuskan.
Hal ini terkait karena proses penyidikan telah bersamaan dengan proses
penyelesaian adat setempat. Dalam manajemen penyidikan terkait
laporan penyelesaian perkara pidana dengan dimasukkan dan
dicatatkan ke dalam buku register B1 dan atau buku register khusus
dengan mencantumkan selra RJ/Damai /ADR atau selra yang
diselesaikan secara damai, atau diselesaikan dengan hukum adat atau
dengan dasar musyawarah untuk mufakat. Namun lebih banyak yang
masih belum tegas atau terkesan galau sehingga tidak terlihat selra SP3
dengan mekanisme penggunaan RJ walaupun hukum adat di Kalbar
sangat signifikan dalam mendasari perdamaian diantara para pihak yang

bermasalah secara pidana.
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4.6

_:'yaitu
a

'Mehbatkan kom””‘tas masya’akaf berPa Paguyuban Paguyuban__._.:j". e
;_.yang termpta di. masyarakat datam berm[tra dengan Poln pada
__-..penanganan perkafa Pidana _ _ SRR o |

..___Memben ruang dan kesempatan bagi kearlfan ioka! daEam

" -menyelesalkan kasus yang tefah dliaporkan ke Kepol;szan bahkan

| "-yang telah dlproses Iaporan F’olzsmya

‘Peran DlrresknmNVadir (umum dan- khusus) Kapolres dan Kasat di

kewuayahan sangat memegang faktor kunci dalam pelaksanaan RJ.

'~ Hal ini terkait pemahaman secara keilmuan baik ilmu terkait hukum,
- RJ maupun pemahaman hukum adat setempat,

Arahan lisan yang sering dilakukan oleh pimpinan baik tingkat Polda
maupun Polres berdampak positif pada pelaksanaan mekanisme RJ
dalam proses penyidikan.

FKPM merupakan media yang dipakai dalam mekanisme RJ di
wilayah yang sudah heterogen (suku asli berimbang dengan suku
pendatang).

Pengalaman masa lalu sangat memotivasi baik masyarakat maupun
Polri dalam mempertimbangkan kearifan lokal sebagai dasar
pelaksanaan RJ di kewilayahan.

Perangkat desa dan perangkat adat diberdayakan dalam proses RJ.

Praktik Restoratif Justice Pada Fungsi Lantas Di Polda Kalbar

1.

Istilah yang digunakakan dalam penyelesaian perkara laka lantas (LP)
adalah dengan kesepakatan damai diantara para pihak.

Dasar Pertimbangan ST Kapolri nomor ST/389/1i/2011 tanggal 24 Pebruari
2011 tentang penyelesaian laka lantas melalui ADR, Dasar Pertimbangan
ST Kapolri Nomor ST/2394/X11/2011 tanggal 12 Desember 2011 tentang Dir
Lantas memberikan arahan guna menghindari penyimpangan penyidikan
perkara pidana laka lantas selain itu diskresi Kepolisian.

Sebagai syarat ADR adalah : Kategori luka ringan dan melihat kerugian
materi (pasa|.229 UU lantas), adanya kesepakatan damai antara para pihak
tidak merasa dirugikan, tetap dapat dilakukan penindakan dengan bukti

72

Cara RJ d1 Kalbar memtilkt catatan sendm dalam pelaksanaannya o |

B




_ S peianggaran (tliang) txdak bertentangan.dengan hukum (SPB dengan
[ 3_ alasan tidak cukup bukt; tidak dikeluarkan), SRR
| s g Produk hukum untuk menutup LP. tersebut dengan dfkeluarkannya SP2HP |
SRR o Se!ra laka, lantas tetap dlcatatkan sebagai se!ra dalam admmlstratif G
o _ o "penyldlkan dalam buku B1 sebagal kasus seiesa: _ R |
-;'4’ __ '_5_..Dalam mekamsme pelaksanaan ADR t:dak hanya ' untuk korban ‘yang
SRR mendenta keruglan maternt namun sampaa dengan korban MD ada yang
- melalui proses ADR Hal ini terkalt dengan keanfan !okal khususnya hukum
“adat suku Dayak. Pertambangan denda adat menjadn dasar penyelesaian
:.ADR walaupun penyidik juga:mempemmbangkan situasi dan kondisi yang
6. Peran kunci Kasat lantas dalam proses penyidikan laka lantas sangat
mewarnai perbedaan dalam pelaksanaannya. Ada ketakutan dan
kegelisahan dalam mengambil keputusan melalui mekanisme ADR.

=~J

. Kualifikasi itmu yang dimiliki, kemauan untuk mengetahui pranata sosial yang
tumbuh dan berkembang di masyarakat dan ketakutan karena tdk ada
payung hukum berdampak signifikan pada penyelesaian laka lantas di
kewilayahan. Hal ini terlihat pada rata-rata 50-70% kasus laka lantas

. diteruskan walaupun denda adat sudah diberikan dan kepentingan korban

sudah tercapai.

4.7 Praktik Restoratif Justice Pada Fungsi Reskrim Di Polda Jatim

4.7.1 Jenis Perkara Pidana Yang Ditangani dengan cara RJ

a. Penipuan (Perbuatan curang).

Penggelapan.
Penganiayaan ringan dan berat.
Perkelahian.
Pencurian ringan yang ditakukan anak-anak dan orang dewasa.
KDRT yang bukan delik aduan.
Jaminan Fiducia.

S @ ™ e oo o

Perjanjian Bisnis yang melibatkan kerjasama (modus perbuatan
curangftipu).

i. Perbuatan cabul / persetubuhan.

j. Tawuran antar pelajar maupun masyarakat.
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k '-Kasus penggeiapan da?am}abatan | | R
_-"__.-_.:__[_'[;.__Penlpuan dan penggeiapan dengan menggunakan sarana [T

e (Teknoiogl mformasa)

' m. '- Kasus penyerobotan tanah

"h..-Kasus ABH (anak berhadapan dengan hukum) yang bukan dehk e

"J_:aduan G

Alasan Penggunaan RJ Tl B -
' Alasan bahwa kehendak para plhak untuk berdamal merupakan

o _alasan dasar bagi dztmdak!an}utmya mekan:sme RJ dalam penanganan

---..per_k_ara pldana -merupakan - bukti - _bahwa._masyarakat memiliki

4.7.3

4.7.4

“kepentingan untuk dihentikannya kasus _yahg dilaporkan oleh mereka.

Disamping itu alasan Kebutuhan / kepentingan korban, kerugian telah
dikembalikan ke korban, adanya pencabutan laporan polisi yang telah
dibuat oleh pelapor, Opini media / desakan publik yang disetting
memojokan penegak hukum khususnya Kepolisian, dan tujuan
kemanfaatan dan keadilan hukum untuk masyarakat memberikan
dorongan bagi penegak hukum khususnya penyidik dalam melakukan
penegakan hukum dengan menciptakan harkamtibmas serta ingin
mendapat legitimasi dalam penegakan hukumnya.

Dimulainya Praktik RJ dalam SPP

Diawali dengan Laporan Polisi yang telah dibuat dan ditindaklanjuti
dengan penyelidikan dan penyidikan. Para pihak ingin berdamai jika
setelah dimulai upaya paksa berupa pemanggilan saksi pelapor dan
saksi korban, atau penentuan posisi saksi menjadi tersangka (sebelum
dan sesudah gelar perkara), atau setelah ditetapkannya adanya
tersangka. Rata-rata setelah 5 sd 10 hari sejak dibuatnya LP dengan
kategori kasus ringan. Rata-rata 1 bulan jika kasus yang melibatkan
Kerugian yang harus diganti.

Dasar Pertimbangan Dilaksanakannya RJ
Resforatif justice dilaksanakan oleh penyidik dengan dasar rasa
keadilan masyarakat sudah terpenuhi dengan indikator : damai diantara
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".'.3'.para plhak PersePSf terkaat tu}uan hukum ltu tndak hanya kepas{ia”..
'*hukum namun hukum ltu harus adti dan bermanfaat untuk masyarakat :
'-'_'_._:.:'.':Adanya arahan bersﬁat lisan dari pfmplnan TR Kapolda Jatim Nomor -~
ST/20?2NII!,’2012/D|treskrlmum has:l rakernts serse tahun 2012 (bulan
" :__-Maret) Arahan hsan dan p:mpsnan Juga menjadl dasar kuat untuk_-'_'-'_ _..:::.__

dllaksanakannya RJ Namun dasar pemmbangaﬂ tersebut masnh ;

L __";menlmbu!kan kegalauan kegelfsahan dan ketakutan sehlngga di wnlayah S

| ":'-'_-ada produk SOP Penyidikan pembuatan tata naskah penyld:kan

E :membuat krltena tekms penuhsan surat damaz dan pencabutan LP.

- 'Perbedaan produk dan tindakan teknss tersebut dengan tujuan adanya

4.7.5

'.fkepast[an hukum penyeiesasan perkara

Mekanisme Penggunaan RJ dalam Penanganan Perkara Pidana

Para Pihak membawa surat damai yang telah dibuat. Pelapor
membuat surat pernyataan yang berisi pencabutan LP yang telah dibuat.
Adanya gelar perkara awal dilakukan di internal penyidik. Dari saran dan
rekomendasi gelar dilakukan pendalaman dalam proses pemberkasan.
Prosedur pemberkasan tetap dilakukan namun memperhatikan adanya
permohonan damai dari pelapor (korban yang menderita kerugian).
Dilakukan penambahan berkas untuk pencabutan LP tersebut, tetapi ada
juga tidak dilakukan penambahan berkas tetapi langsung membuat
berita acara pencabutan LP. Setelah ada pendalaman, dilakukan lagi
gelar perkara melibatkan unsur di luar penyidik atau di luar satker
Reskrim untuk penetapan SP3 jika tidak memenuhi unsur. Dilakukan
SP2HP (A2 / A3) jika unsur terpenuhi tetapi dikarenakan sudah ada
perdamaian. Rata-rata belum dikirim SPDP. Administrasi penyidikan
berupa pembuatan berkas acara pemeriksaan tetap dilakukan dengan
mengirim SPDP ke Kejaksaan, namun ada juga yang tidak mengirim
SPDP tetapi tetap dilakukan SP3. Lebih banyak tidak mengirim SPDP.
SPDP dikirim maka SP3 ditembuskan ke kejaksaan. SPDP tidak dikirim
maka SP3 tidak ditembuskan.

Dasar penetapan SP3 adalah demi hukum (adanya keadilan dan
kemanfaatan yang telah dirasakan oleh masyarakat), dan Tidak Cukup
Bukti (adanya pencabutan LP dan BB telah dikembalikan). Dalam Surat
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 '"."_--'fPenghentxan Penytd:kan (SPB) ada yang hanya mencaniumkan £ o
dasarnya LR dan pfoses penyldakan yang telah d:iakukan Namun ada |
: '_yang secara. tegas menyatakan penghentaan d:lakukan karena LR
_:penyetesazan perkara d;!akukan secara kekeiuargaan Namun hal Ani
: sangat jarang d;lakukan mengmgat dasar hukum belum ada. Namun
'ada juga pelaku d:tahan namun karena ada kehendak daman
'-penangguhan penahanan dziakukan dan seteiah itu di SP3 (jika ada
unsur yang tadak _terpenuh:).__._/:ﬂ_\qa : Juga.d_ft_angkap.dan ditahan namun

karena upaya damai_ditanggqhkan_pe_hahanan dan dikeluarkan SP2HP
untuk penyelesaiannya, Biasanyé pada kasus pencurian ringan dan
unsur-unsur terpenuhi. Tetapi semua jenis ini tidak dikirim SPDP. Dalam
penetapan SP3 rata-rata didasarkan pada tidak cukup bukti. Untuk
kasus anak dan perempuan dan jenis kasus dengan penyelesaian RJ
masih banyak tunggakan perkara (tidak di SP3) walaupun tetap
dilaporkan.

Cara RJ atau praktik RJ di Jawa Timur memitiki catatan khusus yaitu:

a. Memberi ruang dan kesempatan bagi kearifan lokal dalam
menyelesaikan kasus yang telah dilaporkan ke Kepolisian bahkan
yang telah diproses laporan Polisinya.

b. Peran Dirreskrim/Wadir (umum dan khusus), Kapolres dan Kasat di
kewilayahan sangat memegang faktor kunci dalam pelaksanaan RdJ.
Hal ini terkait pemahaman secara keilmuan baik ilmu terkait hukum,
RJ maupun pemahaman norma sosial yang beriaku di masyarakat.
Mengingat Jatim terkenal dengan masyarakat yang religius.

c. Arahan lisan yang sering dilakukan oleh pimpinan baik tingkat Polda
maupun Polres berdampak positif pada pelaksanaan mekanisme RJ
dalam proses penyidikan,

d. FKPM merupakan media yang dipakai dalam mekanisme RJ di
wilayah yang heterogen (tidak ada suku asli).

e. Pengalaman masa lalu dan berita media massa dan elektronik
sangat memotivasi baik masyarakat maupun Polri  dalam
mempertimbangkan kearifan lokal (norma sosial yang berlaku)
sebagai dasar pelaksanaan RJ di kewilayahan.
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f Perangkat desa o keturahan hmgga'tmgkat paimg bawah. (RT)

diberdayakan dafam proses RJ

g ~-Tokoh agama dan masyarakat Juga dshbatkan sebagai komumtas :

dalam menyaksrkan perdamaian d:antara para plhak

4 8 Praktlk Restoratlf Justlce Pada Fun951 Lantas Dl Polda .}attm

: -"3.

4.9

'-._lstuiah yang dlgunakakan adaiah ADR merupakan penyeiesaaan perkara

Iaka lantas (LP) dengan kesepakatan damal dlantara para p:hak :
Dasar Pertimbangan ST Kapolri nomor ST/389/1I12011 tangga! 24 Pebruari

: '.2011 tentang penyelesaian !aka iantas melaiur ADR dan ST Kapolri Nomor

- ST/2394/X11/2011 tanggal 12 . Desember 2011 tentang Dir Lantas

memberikan arahan guna menghindari penyimpangan penyidikan perkara
pidana laka lantas selain itu Diskresi Kepolisian menjadi  dasar
pertimbangan.

Kriteria ADR pada perkara pidana laka lantas adalah : Kategori luka ringan
dan melihat kerugian materi (pasal 229 UU lantas).

Mekanisme tersebut dilakukan dengan adanya kesepakatan damai diantara
para pihak, korban tidak merasa dirugikan, dapat ditakukan penindakan
dengan bukti pelanggaran (titang), tidak bertentangan dengan hukum (SP3
dengan alasan tidak cukup bukti tidak dikeluarkan).

Produk hukum untuk menutup LP tersebut dengan dikeluarkannya SP2HP.
Semua kasus laka lantas berat dan korban MD tetap diteruskan, dengan
tetap mengakomodir kesepakatan damai diantara para pihak dengan
melampirkan dalam berkas acara pemeriksaan. Hal tersebut sebagai dasar
pertimbangan hakim untuk dapat memperingan tersangka.

Pengecualian terkait korban MD jika ada hubungan kekerabatan langsung
maka dimungkinkan kasus berhenti dan tidak diteruskan dengan
dikeluarkan SP2HP. Namun hal ini tetap dipilah-pilah terkait pada
kebutuhan korban terpenuhi dan mau dengan ikhlas berdamai (sesuai
karateristik daerah --- Islah).

Analisis Praktik Restoratif Justice Pada Fungsi Reskrim Dan Lantas

Restorative Justice sebagai sebuah terminology merupakan sesuatu yang

relative baru bahkan belum banyak dikenal dalam penyelesain perkara di
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"";.'-'f_'fberbaga; sa‘suan kew;fayahan Akan tetapi, prakﬁk»«prakt:k atau mekan;sme i e

L "penyelesaaan yang merupakan esensz dan RJ temyata telah Iama dlterapkan'_ e

B : '_ g untuk kasus kasus tertentu Data kuanntat;f yang dldapat meia!ul penyebaran o |

i ku:sscmer memperhhatkan sebag:an besar peny;dlk pernah menye!esa:kan

O .:'-perkara dengan mekamsme yang dapat dskategonkan sebagl mekamsme : =

-"'penyelesazan RJ. Data dokumen yang didapat juga memperlahatkan bukan
s ‘.'__hanya di fungs: fa!u Imtas d| fungsa Resknm JUQa banyak kasus yang

R _:- C dfselesazkan dengan alasan RJ

Penyeiesaan perkara melaiun mekamsme RJ ‘yang diterapkan o!eh
' penydtdsk setelah dtterbitkannya Laporan Polisi (LP) adaEah wujud dari dimensi
RJ yang merupakan bagian dari SPP. Hal ini selaras dengan pandangan Zuiva
'(2_009) bahwa RJ memiliki tiga dimensi yaitu sebagai bagian dari SPP, di luar
SPP, dan berdampingan dengan SPP. Untuk wilayah Sumbar dan Kalbar
praktik RJ merupakan modei ketiga dalam disertasi Eva yaitu penyelesaiannya
bersamaan dan atau berdampingan. Sedangkan wilayah PMJ dan Polda Jatim
model pertama yaitu praktik RJ bagian dalam SPP.

Asas kemanfaatan hukum sebagai alasan yang dikemukakan penyidik
saat menerapkan mekanisme RJ harus dipahami sebagai langkah/terobosan
kreatif. Hal ini merupakan upaya menumbuhkan keadilan yang bukan sekedar
keadilan hukum tapi keadilan sosial. Hal ini selaras dengan tujuan RJ itu
sendiri, sebagaimana diungkapkan oleh Braithwaite (2003) *...restore the health
of the community, repair the harm done, meet the victim’s needs and require
the offender to contribute to those repairs...”

Apa yang dikemukakan oleh Braithwaite di atas menunjukkan bahwa
mekanisme RJ bukan sekedar mencari keadilan hukum. RJ bertujuan untuk
memulihkan suasana masyarakat yang mengalami kerusakan akibat terjadinya
sebuah peristiwa pidana. Dalam perspektif kepolisian hal ini padu padan
dengan upaya Harkamtibmas. Umumnya terhadap kasus-kasus yang dapat
menyebabkan semakin terganggunya suasana kamtibmas bila sebuah kasus
diproses hukum, misalnya memicu konflik sosial, maka diskres kepolisian
digunakan sebagai jalan. Bentuk dari langkah diskresional semacam ini dapat
dikategorikan sebagai representasi dari mekanisme RJ.

Beberapa hal yang perlu dikritisi dalam penerapan mekanisme
penyelesatan perkara pidana dengan alasan RJ, pertama penyelesaian perkara
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"'.-._':.}.hanya berdasarkan kehendak 'para_'_ _ihak kedua perkara tersebut tidak.' s

_': mendapat perhatian komumtas dan tldak mengganggu “kesehatan” komunltas Ea

SO kef/ga tadak ada pehbatan komunltas dalam penyelesalan "damal antara peiaku o

.dan korban keempat tldak adanya potensa st:gmahsasu pada pefaku bila kasus. _. R

'-'_'3tetap d;proses hukum. B o o :
_ Temuan penehtian memperl;hatkan bahwa penyefesaian perkara dengan_
- [alasan RJ masnh banyak yang dlwamal oleh Situa3| di atas. Blla RJ memang
'-"jmenjadj baglan dan penyelesalan perkara maka d:periukan persyaratan (bukan
:_kntena) yang ketat baik pada alasan maupun mekanlsmenya ‘Hal ini untuk
; menghxndarkan terjadmya peny;mpangan dari tu;uan utama penerapan RJ itu
-'sendgrz ' ' '
 Dari sisi mekanisme, ada beberapa prinsip yang harus menjadi perhatian
utama dalam penerapan RJ (Meliala, 2010): (1) menjadikan korban sebagai
pusat perhatian; (2) proses penentuan keadilan merupakan tugas komunitas:
(3) restorasi hubungan antara pelaku, korban dan komunitas. Hal ini
merupakan paradigma ilmu  kriminologi dalam memandang RJ pada
penyelesaian konflik atau masalah dalam masyarakat.

Menurut Larry E Sullivan dan Marie Simonetti Rosen menyebutkan
keadilan restoratif adalah paradigma alternatif untuk keadilan yang
bertentangan dengan nilai-nilai tradisional dan prosedur sistem pidana
tradisonal seperti yang masih digunakan Indonesia sekarang. Prof Ahmad Ali
menegaskan pendapat sarjana tersebut bahwa RJ adalah konsep modern
hukum pidana. Menurut pendapat Larry dan diperkuat Ahmad Ali bahwa ciri-ciri
atau unsur-unsur RJ dari pendekatan hukum pidana : (1) RJ adalah salah satu
jenis keadilan yang merupakan konsep hukum proses pidana atau Criminal
Justice System (CJS) yang diakui secara universal dan diawal abad 21
semakin banyak digunakan dalam berbagai perkara pidana yang bertangsung
di Amerika, Negara-negara Eropa, Australia, Jepang, Korea, Belanda dan lain-
lain; (2) RJ memandang tindak pidana itu bukan kejahatan terhadap negara
atau publik, melainkan kejahatan terhadap korban yang adalah orang
perseorangan atau sekelompok orang; (3) RJ berfokus pada penderitaan atau
kerugian yang diderita korban dan bukan pada pemidanaan terhadap pelaku;
(4) RJ dapat berwujud dialog, fangsung atau tidak langsung dalam wujud
mediasi ataupun melalui proses pengadilan; (5) RJ tidak hanya dalam wujud
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o __.--_perdama!aﬂ yang bers;fat transm;onai (6) RJ berbeda dengan ADR karena RJ_'

:."diterapkan daiam SPP modern (7) pemuiahan kerugian adaiah eiemen utama_ S

' --_.parad;gma RJ _

Ahmad AI; menyebutkan 80% negara maju telah menerapkan RJ dalam

E SPP mereka Abad 21 dlguluk; era kegemz!angan RJ Perubahan paradlgma

menerobos pomtmsme merupakan solus: dalam penerapan keadnan restoratif

o di Indonesia.

Setam itu teori pembatas f pnns;p pnnszp pembatas pemaka!an hukum
: _pldana oieh Nigel Walker dakutlp barda Nawaw: _(1998) ‘disebutkan
. fungsionalisasi hukum pidana perlu memperhatikan hal hal sébagai berikut : (1)
~ jangan hukum pidana digunakan semata-mata untuk tujuan pembalasan; (2)
“jangan menggunakan hukum pidana untuk memidana perbuatan yang tidak
merugikan atau membahayakan; (3) jangan menggunakan hukum pidana untuk
mencapai suatu tujuan yang dapat dicapai secara lebih efektif dengan sarana
lain yang lebih ringan; (4) jangan menggunakan hukum pidana apabila
kerugian/bahaya yang timbul dari pidana lebih besar kerugian/bahaya dari
perbuatan itu sendiri; (5) larangan-larangan hukum pidana jangan mengandung
sifat lebih berbahaya daripada perbuatan yang akan dicegah; (6) hukum pidana
jangan mernuat larangan-larangan yang tidak mendapat dukungan kuat dari
publik atau dalam melaksanakan hukum pidana perlu dukungan kuat dari
publik.

Penerapan RJ seyogyanya dilakukan secara cermat, tepat, hati-hati, dan
selektif terkait penanganan kasus pidana dengan mempertimbangkan bobot
perkara dengan memperhatikan asas kepastian hukum, keadilan dan
kemanfaatan hukum. Tidak saleh atau lebih tepat penegakan hukum lebih
diarahkan pada harkamtibmas
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_,gBABv
PENUTUP

e 51 Kesnmpulan _ _ T : SEPERE
ST a. Perseps= penyfdlk berdasarkan pengalaman yang dlatami bahwa sebaglan
o besar bahkan hamplr kesemua penyidlk di fungs: resknm dan funQSi Iantas
S melakukan proses penyldlkan untuk perkara p;dana dengan mengunakan
"'mekanasme ‘RJ. dengan berbagar alasan dan metode Pelaksanaan -RJ
o tersebut d:takukan daiam proses penegakan hukum dalam SPP. Karena hal
ity drtandal dengan adanya Laporan Polisi yang masuk. Sedangkan LP
merupakan suaty proses “pro Just151a dan rata rata pelaksanaan RJ
dilakukan setelah proses penyidikan.

b. Alasan dan dasar pertimbangan digunakannya mekanisme RJ dalam
penanganan perkara pidana dengan tujuan penegakan hukum diarahkan
pada penciptaan harkamtibmas tidak an sich kepastian hukum yang bersifat
kaku yang bahkan berdampak pada anarkisme dan kekacauan penegakan
hukum itu sendiri.

c. Mekanisme penggunaan RJ didasarkan adanya keinginan yang kuat dari
masyarakat untuk menyelesaikan perkaranya diantara mereka dengan
segala konsekuensi dan kompensasi serta menghindarkan dendam diantara
mereka. Mekanisme ini juga rata-rata dilakukan karena antar pelaku dan
korban ada hubungan yang baik awalnya bahkan memiliki hubungan
kekerabatan serta periemanan yang sangat erat. Namun dalam
penyelesaian perkaranya masih ada kendala terkait payung hukum dalam
melegalisasikan praktik RJ dalam penanganan perkara pidana tersebut.

5.2 Rekomendasi

a. Segera dibuat SOP penanganan perkara pidana melalui penggunaan RJ
sebagai mekanisme penyelesaian alternatif. Produknya berupa peraturan
Kabareskrim.

b. SOP berisi; syarat-syarat materil dan formil perkara pidana yang
diselesaikan dengan RJ, mekanisme penanganan perkara, tahapan
penanganan perkara pidana, administrasi penyidikan, dan sistem
pengawasannya,
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:'._"__'_Alasan' penghentlan penytdskan_ dltambahkan aiasannya : demf hukum 0

| _dengan pertuasan makna adanya kemanfaatan hukum Produknya adaiah_' L

""-:";_petunjuk teknls penwdskan (buku kunmg) Sehingga termpta kepastlan

'  :  :hukum

d. .Segera dibuat Peraturan tentang pembatasan terkait 3enis perkara pldana BRAT

| "_‘_':yang dapat d: RJ serta alasan dan dasar pertlmbangan RJ sebagal -

L _alternatrf penanganan perkara pldana dengan pertsmbangan pertsmbangan

- ﬁ_-secara yundzs sosmlogls dan ﬂEosoﬂs Produknya berupa Peraturan

e KepoltSian bukan Peraturan Kapolri

€. Menyelenggarakan seminar, 3okakarya dISkEJSI lmiah secara rutin di internal
Polri guna sosialisasi perubahan paradigma “pldana untuk membaias" ke
'arah pidana uniuk kemanfaatan pemuhhan hak”.

.. Menyelenggarakan seminar, lokakarya dan diskusi ilmiah secara proaktif
dengan subsistem-subsistem diluar Polri dalam SPP (CJS) dan instansi
terkait lainnya sehingga akan terbentuk persepsi dan paradigma yang sama
terkait RJ sebagai alternatif penanganan perkara pidana dan dapat dibuat
MOU dalam penegakan hukum pidana modern ke depan.

. Peran fungsi Bina Mitra dapat dilibatkan dalam bekerjasama dengan fungsi
reserse dalam pelibatan komunitas sebagai penguat perdamaian diantara
para pihak.

. Tindakan proatif dari kasatwil dalam menertibkan administrasi penyidikan
terkait selra RJ dalam buku register yang sudah ada atau register khusus
guna menghindarkan dari penyimpangan perilaku (kasus dark number) dan
atau tunggakan perkara.

Segera dibuat sistem pelaporan penanganan perkara pidana dengan
mekanisme RJ ditembuskan ke Propam, ltwas dan fungsi terkait lainnya
sambil menunggu payung hukum yang belum ada.
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LEMBAGA PENDiDIKAN POLRI

SEKOLAH T!NGGI iLNEU KEPOLISEAN

a.

RESUME SEMENTARA HAS!L PENELITIAN

PMER&P&N KEADILAN RES’F@RMEE
(f?ﬁSZ‘OM m/g JUSTICE }o

PﬁDﬁi PEN&NGANM PERM% PID&N&

1. Latar Belakang

Contoh kasus yang mengusik rasa keadilan masyarakat ; kasus
Aminah (55 tahun) pencurian 3 butér Kakao, kasus Manisih (39
tahun), Sri Suratmi (19 tahun), Juwono (16 tahun), dan Rusnoto (14
tahun) pencurian satu karung plastik buah randu, kasus A‘;;us Budi
Santoso (25 Tahun) pencurian seekor ayam jago, kasus Supriyadi
(40 tahun) pencﬂrian dua batang singkong dan satu batang bambu,
kasus Amirah (PRT) pencurian sarung bekas seharga tiga ribu
rupiah (Rp 3.000,-), kasus AAL (15 tahun) pencurian sandal, kasus
Rasminah (55 tahun) pencurian 6 buah piring dan buntut sapi dan
kasus pencurian dua batang pohon pinus milik Perum Perhutani
kayu di kabupaten Garut yang dilakukan oleh tiga orang dan dijerat
oleh Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

Hasil penelitian STIK-PTIK tahun 2010 menyebutkan bahwa
kecenderungan penegakan hukum saat ini mendesak Polri tidak
semata-mata  mengunakan  pendekatan  retributif  justice
(membalas/menghukum) dalam menangani perkara pidana (yang
bukan delik aduan} karena tidak setiap kasus dapat diperlakukan
sama. Alasan yang ditemukan dalam penelitian tersebut bahwa
sistem peradilan pidana tidak mampu menyelesaikan semua kKasus
tindak pidana dengan proporsional, adanya beban penumpukan
perkara-perkara yang seyogyanya dapat dilakukan dengan
pemeriksaan cepat, masih kuatnya pengaruh asas legalitas dalam
aliran berpikir penyidik dan atasan penyidik dalam pengambilan
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k@PUtusan pada proses peny;dikan dan tolok ukur keberhasulan'_'”

penegakan hukum dl tmgkat penyldskan d:ukur dengan ‘crime

clearence mdtkator hanya acia dua yaitu F’21 (berkas acara _
'_@emeriksaan dmyatakan Iengkap oieh Kejaksaan) dan SPB
(dlhentzkannya penwdrkan perkara yang dllaporkan) |

' . Hasil Rakemls FunQSi Reserse Knm:nai tahun 2012 menyebutkan_-

S bahwa penegakan hukum yang dalaksanakan o!eh penyldlk Polrl

' dlnllal sebag:an masyarakat beium memenuhi rasa keadtlan yang

- 3 subtantlf seh;ngga pendekatan Retnbunf Justice seyogyanya tidak

-Iagl ‘mendominasi penegakan hukum Polri namun pendekatan
Restoratlve Justice dpmh sebaga: cara alternatif menangani perkara
‘dengan mengedepankan prinsip keseimbangan antara pelaky,
korban dan komunitas masyarakat.

. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1600 K/Pid/2009 yang
mempertimbangkan keadilan restoratif dalam kasus Emiwati versus
Ismayawati. Kasus Mertua yang melaporkan menantunya dengan
tuduhan penipuan dan penggelapan (pasal 372 KUHP dan 378
KUHP). Perdamaian kedua belah pihak dianggap sah, walaupun
pencabutan laporan melebihi batas waktu sesuai pasal 75 KUHP
tetapi MA menilai bahwa tujuan hukum pidana adalah memulihkan
keseimbangan yang terjadi akibat adanya tindak pidana.

. Perma Nomor 2 Tahun 2012 yang dikeluarkan oleh MA memberi
warna baru dalam penegakan hukum di Indonesia. Interpretasi
terkait nilai rupiah benda (Rp 250,- dilipatkan 10 ribu kali lipat
menjadi Rp 2.500.000,-) membawa akibat terhadap objek pidana
yang dilakukan berdampak pada keputusan ditahan atau tidak
ditahan pelaku tindak pidana oleh hakim. Ada penafsiran/penilaian
sendiri (diskresi} yang dilakukan oleh MA walaupun tidak merubah
KUHP.

Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak telah mengatur pendekatan keadilan restoratif
merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan
pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait

untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan
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menekankan pemuhhan kembai; pada keadaan semula dan bukan

pembaiasan

o -g Untuk mellhat sejauh mana penerapan kead:lan restoratlf d: tlngkat_ L

ﬁeny|d|kan (sub s:stem daiam SPP) maka dfbataSI pada kasus =

ptdana yang tetah dilaporkan ke Kepoifs:an daﬂ sudah memllik!‘ LR

e Nomor Iaporan pO|ESi tersebut

2. Maksud dan Tujuan Pe'_'nél_i.tiaﬁ

 a Maksud EEEREE

o ‘Sebagaimana salah satu komponen Tndharma Perguruan Tinggi

S ~adalah keglatan__pene_htzan_.yang bersifat ilmiah. -Mak_a maksud
penelitian yang bersifat ilmiah ini dengan melakukan studi empiris
dan kajian terhadap penerapan konsep keadilan restoratif dalam
penanganan perkara pidana.

b. Tujuan
Tujuan penelitian ini adalah dengan mengkaji persepsi penyidik
Polri dalam menerapkan keadilan restoratif terkait penanganan
perkara pidana, mengkaji alasan penggunaan keadilan restoratif
pada perkara pidana dan mengkaji mekanisme penerapan tersebut.

. Metodologi
a. Pendekatan Penelitian
Dalam melakukan penelitian ini, pendekatan yang digunakan
adalah pendekatan kualitatif.
b. Metode Penelitian
Metode penelitian ini adalah survai dan studi kasus
c. Teknik Pengumpulan Data
1) Penyebaran Kuisoner
2) Wawancara
3) Studi Dokumen: BAP

. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian direkomendasikan pada Polda yang berkarateristik
masyarakat heterogen (tidak lagi memiliki hukum adat) dan

4




:3.:_"_masyarakat homogen (yang masuh memllfka hukum adat yang tumbuh '
g _ -_dan terpehhara d| masyarakat) Lok351 penehtian tersebut ada!ah |

e Poida Metro Jaya Polda Jawa Ttmur Poida Sumatera Barat dan Polda _ '_

Kahmantan Barat

5 Temuan Penehtlan
1 Umum ﬁ-' '  % _
k a. Has;l survat yang dllakukan terhadap para penyldzk dan penyidik

' "-pembantu yang menjadi responden penelltlan di empat wilayah

o .penelltian yaitu Polda Metro Jaya, Polda Sumatera Barat, Polda
'Kahmantan ‘Barat, _dan Polda Jawa Timur, menunjukkan
sebagian b.esar responden (450 dari 480 responden atau
83.76%) pernah memiliki pengalaman menyelesaikan kasus
secara damai,

b. 92.56% responden setuju bahwa kasus ringan sebaiknya
diselesaikan secara damai, hanya 3.72% responden yang
memperlihatkan sikap tidak setuju. Terhadap pernyataan bahwa
kasus/perkara yang antara pelaku dan keluarga masih satu
keluarga sebaiknya diselesaikan secara damai 93,90%
menyatakan persetujuannya dan hanya 2.53% yang menolak.

c. 93.24% menyatakan persetujuan terhadap pernyataan bahwa
penyelesaian damai memberikan manfaat dan keadilan yang
lebih baik, hanya 3.33% responden yang menyatakan
penolakan.

d. 91,30% responden menyetujui bahwa penyelesaian damai
selain melibatkan polisi, korban, dan pelaku, juga harus
melibatkan unsur/tokoh masyarkat, hanya 3,91% responden
yang menyatakan penolakan. Dalam mekanisme penyelesaian
damai/kekeluargaan sebaiknya disesuaikan atau mengadopsi
kebiasaan/tradisi yang sudah hidup dalam masyarakat setempat

hal ini disetujui oleh 92.27% dan hanya 355% vyang
menyatakan sikap tidak setuju.

e. Kendala hukum, berupa ketiadaan aturan yang jelas, dirasakan

sebagai kendala dalam menerapkan mekanisme penyelesaian
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:"-;:-"damal atau kekefuargaan o!eh 88 57% responden dan 561 Lo
i ._.-_responden menganggapnya bukan kendaia Akaﬂ tetap: }aka':: L
'_"-ada payung hukum yang 3elas 89. 87% respon yakin _ untuk .

' _menerapkan mekamsme penyelesa:an damailkekeluargaan”-:'_'-'”.':'.":'

o 'hanya 3, 96% responden yang menyatakan tldak setUJu . S

_ Polmas meialuz FKPM merupakan tempat yang 1dea[ untuk :

o mefakukan mekanlsme penyelesafan dama:/kekeluargaan Hai o

| '”mf disetUJUI oleh 89 56% responden dan dltolak oieh 459% L
' responden : SRR RS o

. Dari hasil wawancara dan studt dokumen yang dilakukan,
semua kesatuan tingkat Polres yang menjadi sasaran penelitian

disemua Polda yang dipilih sebagi wilayah penelitian, telah
melakukan mekanisme Restorative Justice (RJ) dalam
penanganan perkara pidana baik di fungsi Reskrim maupun
fungsi Lantas. Alasan utama penyelesaian perkara dengan
mekanisme RJ adalah kehendak para pihak (pelaku dan
korban) yang didukung oleh komunitasnya. Hal ini tertuang
dalam Surat Perdamaian yang disampaikan kepada penyidik.

. Penanganan perkara dengan mekanisme RJ di Satwil sasaran

penelitian, sebagian besar dikategorikan sebagi salah satu
bentuk penyelesaian perkara. Hanya beberapa Satwil yang
mengkategorikan sebagai tunggakan perkara. Sebagi bentuk
penyelesain perkara, LP ditutup secara bervariasi, ada yang
dengan SP3 dan ada yang menggunakan SP2HP.

Penanganan perkara pidana dalam Sistem Peradilan Pidana
(kasus yang sudah diberi nomor Laporan Polisi) secara konsep
keadilan restoratif (lebih dikenal dengan nama penyelesaian
secara kekeluargaan) telah dilakukan atau dilaksanakan di
semua Polda walaupun memiliki perbedaan baik dari istilah,
kasus pidananya, alasan penggunaan keadilan restoratif,
mekanisme penyelesaiannya maupun administrasi
penyidikannya.

Penyidik baik di unit Reskrim maupun unit laka lantas masing-
masing Polda sudah menerapkan keadilan restorstif selama ia
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bertugas namun masah dlpersepsakan penylmpangan penlaku ;j

karena perttmbangan yang belum mem:lzk: payung hukum baik -

secara umum maupun tekms prosedurai

“

-2, Polda Metro Jaya | }
~ Data Kualitatif Unit Resknm _ _
1) Jenis perkara pzdana yang dztangam dengan menggunakan

Restorative Jusffce (RJ) adaiah

LS,

*a v oo

n

t.

Te ™o a0 o

Penzpuan_(Perbuatan curang), _ :

Penggelapén ' |

Penganiayaan berat dan ringan

Pencemaran nama baik

Unjuk Rasa

Perusakan fasilitas umum

Tanah dan bangunan (sertifikat asli dan palsu)

Pencurian ringan maupun berat

Tawuran antar pelajar maupun masyarakat

Perjanjian Bisnis yang melibatkan  Kerjasama (modus
perbuatan curang/tipu)

Perzinahan

Penipuan dan penggelapan dengan menggunakan sarana IT
(Teknologi informasi

. Penggeroyockan

Kasus yang melibatkan pelaku dan korban adalah anak
dibawah umur

Kasus KDRT (bukan delik aduan)

Kasus Leasing (lembaga pembiayaan/Finance)

Hutang Piutang yang melibatkan preman

Perlindungan Konsumen

Perbankan (penipuan dengan bank garansi)

Hak Cipta

2) Alasan penggunaan RJ adalah :

Kehendak para pihak untuk berdamai




'f'Kebutuhan korban

- 'Kerug;an telah dlkembaiikan

.'.'Pecabutan adanya iaporan poi;s; yang telah dzbuat oleh
o 'pelapor BT SR o
:Alasan tersebut tldak Iagt mellhat SERRER :
: .Besar dan kecal kerug:an yang dltlmbulkan aklbat perbuatan L
pfdana ' SR

: Tidak sekedaf mellhat usta pelaku dan korban

Tldak sekedar mel:hat pe_n_yeb_ab per_buat_an pidana
dilakukan. SIS S

3) Kapan dimulainya mekanisme RJ dalam SPP di tingkat

penyidikan :

]

Diawali dengan Laporan Polisi yang telah dibuat

Dimulai proses penyelidikan dan penyidikan

indikator ;

setelah dimulai upaya paksa berupa pemanggilan saksi
pelapor dan saksi korban

Penentuan posisi saksi menjadi tersangka (sebelum dan
sesudah gelar perkara)

Setelah ditetapkannya adanya tersangka

Rata-rata setelah 1 bulan sejak dibuatnya LP. Hal tersebut
mengindikasikan bahwa masyarakat cenderung
memanfaatkan SPP dengan pembuatan LP ke kantor polisi
untuk menekan pada terlapor untuk
mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa harus

diteruskan ke pengadilan.

4) Dasar pertimbangan penggunaan RJ :

]

Rasa keadilan masyarakat sudah terpenuhi dengan

"indikator : damai diantara para pihak.

Persepsi terkait tujuan hukum itu tidak hanya kepastian
hukum namun hukum itu harus adil dan bermanfaat untuk
masyarakat.

Adanya arahan bersifat lisan dari pimpinan.




Adanya desakan pub!:k

. . _-.TR Kapo!da Metro Jaya nomor - 2010 bulan Agustus tahun : O

- 2009 terka;t penetapan SP3 dengan dasar demi hukum Pt

-:':_:adaiah termasuk pencabutan LP karena Pe”VEiesaaan e

'-_'-'dilakukan secara kekeiuargaan

e -__f_' Has:l rakemls serse tahun 2012 (bulan Maret) - _
‘e _':Hanya untuk kasus pelaporan model B (ada pelapor dan_

o :'_.'Zterfapor)

5)

'_.:, Namun dasar pertambangan tersebut masm memmbulkan
N _kegatauan seh:ngga di w:iayah ada produk SOP Penyidikan,

‘pembuatan tata naskah penyxdzkan membuat kriteria teknis
penulisan surat.damai dan pencabutan LP. Dengan tujuan
kepastian hukum. Tindakan teknis ini disertai dengan
keberanian mengeluarkan SP3.

Mekanisme penanganan perkara pidana dengan menggunakan

RJ:

» Para Pihak membawa surat damai yang telah dibuat.

» Pelapor membuat surat pernyataan yang berisi pencabutan
|.P yang telah dibuat.

e Adanya gelar perkara awal dilakukan di internal penyidik

* Dari saran dan rekomendasi gelar dilakukan pendalaman
dalam proses pemberkasan

+ Dilakukan penambahan berkas untuk pencabutan LP
tersebut, tetapi ada juga tidak dilakukan penambahan berkas
tetapi langsung membuat berita acara pencabutan LP.

o Sefelah ada pendalaman, dilakukan lagi gelar perkara
melibatkan unsur di luar penyidik atau di luar satker Reskrim
untuk penetapan SP3.

o -Administrasi penyidikan berupa pembuatan berkas acara
pemeriksaan tetap dilakukan dengan menQirim SPDP ke
Kejaksaan, namun ada juga yang tidak mengirim SPDP
tetapi tetap ditakukan SP 3.

o SPDP dikiim maka SP3 ditembuskan ke kejaksaan.




6)

':SPDP tldak d:kirfm maka SPS tidak ditembuskan S
-_Terkalt SPDP ada beberapa perseps: SPDP dakirlm Jlka.f.:’_-;.;‘. '
sudah ada sk, SPDP mengacu pada KUHAP tidak memberi
-batas waktu SPDP tadak secara tegas menyatakan waj:b
_dfklrtm adanya pemahaman perbedaan proses penyeildtkan i
-dan penyadlkan terkalt SPDP o RO
.KUHAFJ mengatur bahwa SPDP dtbuat setelah d|mulamya

penyldtkan psi 109 ayat (1)

Pasal 109 ayat (2) menyatakan jlka peny;dlk melakukan SP3
maka seyogyanya (tidak ada kata wajib) diberitahukan
kepada Penuntut Urmum.

Dalam administrasi penyidikan terkait laporan penyelesaian
perkara pidana ada yang sudah mencantumkan selra SP3
dengan dasar musyawarah untuk mufakat namun lebih
banyak yang masih belum tegas atau terkesan galau
sehingga tidak terlihat selra SP3 dengan mekanisme
penggunaan RJ. Tetapi dicantumkan dalam buku B1 bagi
kasus yang selesai dengan cara RJ tetapi tidak dikeluarkan
SP3 dan B2 bagi kasus yang selesai dengan penghentian
penyidikan (SP3}

Dasar Penetapan SP3 :

Demi Hukum (adanya keadilan dan kemanfaatan yang telah
dirasakan oleh masyarakat)

Tidak Cukup Bukti (adanya pencabutan LP dan BB tefah
dikembalikan)

Dalam Surat Penghentian Penyidikan ada yang hanya
mencantumkan dasarnya LP dan proses penyidikan yang
telah dilakukan.

“Namun ada yang secara tegas menyatakan penghentian

dilakukan karena penyelesaian perkara dilakukan secara
kekeluargaan.

Namun ada juga pelaku ditahan pamun karena ada
kehendak damai, penangguhan penahanan dilakukan dan
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L .

S ?.ﬁ'-:f.seteiah |tu d; SPS Ada juga ditahan kemudran d; SP3 tanpa .

~ada penangguhan penahanan

' 6__. __:'_Datam penetapan SPS dadasarkan pada tsdak cukup bukt[ B
R -'Untuk kasus anak dan perempuan mas:h banyak tunggakan- o
- perkara (tidak di SPS) namun kasus sudah selesat karena SR

: .-ada perdamanan

7) Cara RJ dn PMJ dlperkuat dengan adanya

e SOP penghentaan penysdikan yang dlkeiuarkan oieh

baberapa Polres waiaupun tldak semua Polres - dengan
didasarkan _pada TR K__a_po!da Metr_o Jaya Tahun 2009.

o Adanyé Takah (tata-:;ﬁa_sk_ah)_ yang cukup jelas untuk
menyelesaikan kasus dengan cara RJ. .

+ MOU yang ditandatangani oleh Kapolda Metro Jaya, Kajati,
Pengadilan, Kanwil Kementrian Hukum dan HAM wilayah
DKl Jakarta, Jawa Barat dan Banten. MOQU tersebut

berisikan penyamaan persepsi terkait pelaksanaan RJ.

Data Kualitatif Unit Laka fantas :

1)

2)

4)

Istilah yang digunakakan adalah ADR merupakan penyelesaian
perkara laka lantas (LP) dengan kesepakatan damai diantara
para pihak.

Dasar Pertimbangan ST Kapolri nomor ST/389/11/2011 tanggal
24 Pebruari 2011 tentang penyelesaian laka lantas melalui ADR
Dasar Pertimbangan ST Kapoli Nomor ST/2394/X11/2011
tanggal 12 Desember 2011 tentang Dir Lantas memberikan
arahan guna menghindari penyimpangan penyidikan perkara
pidana laka lantas.

Dasar pertimbangan tain adalah Diskresi Kepolisian. Artinya jika
sudah ada perdamaian tetapi korban MD dan atau kepentingan
pengurusan asuransi kecelakaan (asuransi tidak akan keluar
kalau kasus dihentikan) maka tetap diteruskan waiaupun
perdamaian menjadi bukti petunjuk dalam BAP sebagai
pertimbangan hakim di PN.
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5) Dasar penyelesatan perkara dengan ADR menurut hukum ' B
. pasai 205 KUHAP pasal 18 UU 2/2002 pasai 236 uu. LLAJ dan_: S
| adanya perdamaian di antara para p;hak dengan dttuangkan_"

e _-'[ewatsurat damai. . o L
- B) _Kual:ﬁkasx ADR pada perkara ptdana Iaka Iantas adalah "
| 'dtdasarkan pasal 229 UU LLAJ : kategori kecelakaan lalu lintas
- rmgan (kerusakan barang dan atau kendaraan) dan kecelakaan |
ialu lintas sedang (korban luka ringan dan kerusakan kendaraan
dan atau barang), untuk kecé!ék.a_an lalu lintas berat (korban
luka, MD dan atau luka berat) tétap diteruskan ke pengadilan.
Hal ini dapat dilakukan penindakan dengan bukti pelanggaran
(tilang), tidak bertentangan dengan hukum (SP3 dengan alasan
tidak cukup bukti tidak dikeluarkan).

7) Produk  hukum untuk  menutup LP  tersebut dengan
dikeluarkannya SP2HP.

8) Pihak yang terlibat dalam penyelesaian laka lantas dengan cara

ADR adalah : korban taka lantas, pelaku/pelanggar, keluarga
korban/pelaku, Polri sebagai fasilitator dan PN sebagai
pemutus.

9) Kendala pelaksanaan ADR terkait pengurusan asuransi yang
mewajibkan kasus pidana harus diteruskan sudah teratasi
dengan produk MOU antara Dirlantas PMJ dengan Dinas
Kesehatan Pemprov DKI Jakarta dan PT Jasa Raharja terkait
penanganan dan pendataan korban serta penyelesaian
santunan kecelakaan LLAJ secara terpadu beserta SOP nya.
Ada 17 RS yang menjadi rujukan MOU tersebut sehingga
pengurusan, penyidikan serta penanganan perkara laka lantas

tidak akan lamban dikarenakan faktor-faktor teknis.

3. Polda Sumatera Barat
Data Kualitatif Unit Reskrim
1) Jenis perkara pidana yang ditangani dengan RJ
a. Penipuan (Perbuatan curang)
b. Penggelapan
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T @ '.m m-o i

. Penganlayaan Berat dan ngan

Pencemaran Nama Baik - T

Perusakan Fasu!ftas Umum s

Tanah dan Bangunan (sertiflkat ash dan paEsu)

Pencur;an rmgan LU . '

Kasus yang melibatkan pelaku dan korban adalah anak

' dibawah umur o

Kasus KDRT (bukan delik aduan)
Perkelahian '
Penyerobotan tanah atau sengketa lahan

Perzinahan

Alasan penggunaan RJ adalah :

Kehendak para pihak untuk berdamai

Kebutuhan korban

Kerugian telah dikembalikan

Pecabutan adanya laporan polisi yang telah dibuat oleh
pelapor

Adanya kearifan lokal (Adat Basandi Syarak) artinya adat
atau hukum yang digunakan untuk mengatur masyarakat
Minagkabau sejak dahulu kala, berhadapan dengan Syarak
(hukum islam) yang masuk kemudian ke dalam kehidupan
masyarakat Minangkabau.

Adanya Hukum Adat Minangkabau hukum yang dipakai
disebut tali tigo sapilin yakni adat, syarak dan undang.
Petugas pelaksana hukum disebut tungku tigo sajarangan
yakm"hninik mamak sebagai pelaksana adat, alim ulama
sebagai pelaksana syarak, cerdik pandai/pamarentah
{(pemerintah) sebagai pelaksana undang-undang.

Adanya penyelesaian konflik menurut hukum  adat
Minangkabau ‘“bajanjang naiak batanggo turun”. Artinya
penyelesaian perkara berjenjang naik bertangga turun,
bertahap mulai dari tingkat paling bawah ke tingkat yang
lebih tinggi.
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. o ':"A!asan tersebuttetap melshat Gl _ SRR
g o : Besar dan kec;l keruglan yang d:t:mbulkan akibat perbuatara"-f-_;_"-_f?;'-._” :
_ | : S pldana T :

e P IER e - . Hubungan kekerabatan dlantara pelaku dan korban.

R R _ | Hukum adat yang bersznggungan dengan hukum negara.

. 3) _Kapan dlmuiainya mekanlsme penggunaan RJ:

e '-_Diawail dengan Laporan POEzSI yang telah dibuat.

e --:D;muial proses penyeitdzkan dan peny;dlkan
Indakator '

o -Seteiah dlmutat upaya paksa berupa pemanggilan saksi o
.peiapor dan saksi korban '

s Penentuan posisi saksi menjadi tersangka (sebelum dan
sesudah gelar perkara)

» Setelah ditetapkannya adanya tersangka

Rata-rata setelah 1 minggu sejak adanya LP

4) Dasar pertimbangan penggunaan RJ :

« Rasa keadilan masyarakat sudah terpenuhi dengan
indikator. damai diantara para pihak.

o Persepsi terkait tujuan hukum itu tidak hanya kepastian
hukum namun hukum itu harus adil dan bermanfaat untuk
masyarakat.

o Adanya | pranata sosial yang tumbuh, berkembang dan
mengakar di masyarakat Minang Kabau.

o Adanya desakan publik

« TR Polda Sumatera Barat sebagai implementasi arahan
rakernis serse.

e Hasil rakernis serse tahun 2012 (bulan Maret)

o, Namun, dasar pertimbangan tersebut masih menimbulkan

kegalauan sehingga ada perbedaan dalam melaksanakan

laporan hasil penyidikan yang ditangani secara RJ.
5) Mekanisme penanganan perkara pidana dengan menggunakan
RJ:
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'..'Para P;hak membawa surat damal yang tefah dibuat-;-.-__.;-:;"'
_-._(mehbatkan tokoh adat yastu nmzk mamak masmg masmg

o pmak)

Pelapor membuat surat pernyataan yang bariSI pencabutan '.

_ _LP yang telah dibuat _

: Adanya gelar perkara awal dﬂakukan di mternal penyid;k i
Dari saran dan rekomendas; gelar d:iakukan pendalaman
~-dalam proses pemberkasan b
- D:!akukan penambahan berkas untuk pencabutan LP
“tersebut, tetapi ada juga tidak dilakukan penambahan berkas

tetapi langsung membuat berita acara pencabutan LP', tetapi
ada jug tidak membuat berita acara terkait pencabutan LP
namun surat pencabutan LP dilampirkan dalam berkas acara
pemeriksaan.

Tidak ada yang berani mengeluarkan SP3. Tetapi hanya
mengeluarkan SP2HP. Administrasi penyidikannya yaitu di
B1 dengan catatan diselesaikan dengan cara hukum
adat/kekeluargaan/RJ.

6) Cara RJ di Sumatera Barat adalah -

L]

Polsek dan Polres lewat FKPM yang aktif dan eksis telah
dapat meminimalisasi LP yang dibuat di kantor polisi dengan
cara Polsek menolak laporan masyarakat atas kasus yang
menimpanya jika belum diketahui oleh ninik mamak mereka.
Jika sudah berkoordinasi dengan ninik mamak mereka dan
telah dibuat perdamaian diantara mereka maka perkara
dianggap telah selesai. Jika dalam penyelesaian perkara
tidak dapat diselesaikan oleh ninik mamak maka mereka
tetap meneruskan perkaranya ke Polsek/Polres.

Ninikk mamak tetap dilibatkan oleh Polres dalam
menyelesaikan konflik pidana. Terutama yang sudah dalam
bentuk LP (peran FKPM mandul, fungsi bina mitra tidak
dilibatkan) maka Polres tetap bekerjasama dengan ninik
mamak (walaupun mereka enggan datang ke kantor polisi).
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' "":-":_-'5_'Keberadaan mmk ‘mamak- dapat mengurangl beban kasus

: '.__:___'.yang d:plkul aparat kepohsxan

3 "o'."'KAN (Kerapatan Adat Nagan) adalah komunltas yang hidup, |
"'_"tumbuh dan berkembang sebagan pr__ana_ta _so_5|a|_. di o
"-_':"-_Mlnangkabau SR |
e Ek31sten3| nmlk mamak sebagal komumtas "daiam
o _masyarakat Mmangkabau dtdukung oieh pepatah adat
) . *kaluak PakU kacang bailmblang, anak dipangku, kemenakan
) .dlblmbmg Jadi jika ada - anak kemenakan yang terlibat

‘perkara pldana sudah menjadl tugas dari ninik mamak
menyelesaikanya. -

o Jika kasus. sudah LP.dan peran ninik mamak tidak dilibatkan
oleh kepolisian atau ada kesan ditinggalkan maka
pengunaan RJ di Sumbar terkesan memanfaatkan hukum
negara.

e Kasus yang dilaporkan sebagian besar masih dalam proses
penyelidikan.

Data Kualitatif Laka Lantas

1)

Istilah yang digunakakan adalah ADR merupakan penyelesaian
perkara laka lantas (LP) dengan kesepakatan damai diantara
para pihak.

Dasar Pertimbangan ST Kapolri nomor ST/389/11/2011 tanggal
24 Pebruari 2011 tentang penyelesaian laka lantas melalui ADR
Dasar Pertimbangan ST Kapolri Nomor ST/2394/X11/2011
tanggal 12 Desember 2011 tentang Dir Lantas memberikan
arahan guna menghindari penyimpangan penyidikan perkara
pidana laka lantas.

Dasar Pertimbangan Diskresi Kepolisian : didasarkan pada
penyelesaian denda adat yang telah dilakukan.

Kualifikasi ADR pada perkara pidana laka lantas adalah :
kategori luka ringan dan melihat kerugian materi (pasal 229 UU
lantas), bahkan korban MD, adanya kesepakatan damai, para
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T -'_:'.hukum (SPB dengan aiasan ttdak cukup bukt! tadak dlketuarkan) e

5 6) Koordmas: dengan Kejaksaan secara Iisan jika selra laka lantas __; .

:'_dengan ADR guna antrs:past jlka kasus ianjut (Ieb:h kurang 2_;:”[ :

o '.:;_mmggu) Jika ada damal maka SPDP t:dak dikli’lm namun t|dak

--ada perdamaian maka SPDP d:klrim

7). Para_ pihak yang terhbat adaiah kedua belah plhak Saks'

R korban/pefaku Wali Nagan Camat KAN _
8) Produk hukum untuk menutup I,.P tersebut dengan =
d:keluarkannya SPZHP BN

- 9) Dicatatkan dalam buku reglster dengan selra penyelesaian
ADR.

. Polda Kalimantan Barat

Data Kualitatif Unit Reskrim
1) Jenis perkara pidana yang ditangani dengan menggunakan RJ ;

a.
b.

T e ™ o o

Kasus penipuan

Kasus penggelapan

Kasus sengketa lahan terkait penyerobotan tanah dan
pengrusakan

Kasus perkelahian

Kasus Penganiayaan berat dan ringan

Kasus KDRT yang bukan delik aduan (kekerasan fisik)
Pencurian

Pemerkosaan

Pemalsuan dokumen

Pencemaran nama baik

Kasus perbuatan tidak menyenangkan

Kasus Perselingkuhan, zinah dan cabul

m. Kasus batas kepemilikan tanah.

2) Alasan penggunaan RJ :

Kehendak para pihak untuk berdamai
Kebutuhan korban

17




3)

'-_'.-IJKeruQian telah dzkembahkan - . . y
: Pecabutan adanya Iaporan poitsu yang telah d!buat oieh
'_'_pelapor . it o i . | o

'Adanya keanfan Iokal Adn Ka Talmo Bacuramm Ka'
'-_Saruga Basengat Ka Jubata Artmya berbuat ba:k terhadap
- 'sesama serta adxi dan ;ujur berdasarkan Ketuhanan Yang

- 'Maha Esa

"Pengurus adat sebagal komumtas di masyarakat Dayak
‘adalah tertinggi dewan adat sedangkan operasional adalah

Timanggong melalui Pasirah dan Pangaraga.

Alasan tersebut tetap rﬁeiihat :

Besar dan kecil kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan
pidana .

Hubungan kekerabatan diantara pelaku dan korban.

Hukum adat yang bersinggungan dengan hukum negara.
Kearifan lokal dengan memperhatikan pranata sosial yang
hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Pepatah Sambas adalah : 1,2,3 dan 4 semua suku kita
bersahabat, mari kita bertemu dan bermufakat membangun
negeri aman dan sehat.

Suku Melayu, suku atau etnis Tionghoa dan etnis Dayak
memiliki pranata sosial yang dapat menyelesaikan
permasalahan diantara mereka.

Trauma masa lalu.

Kapan dimulainya mekanisme RJ dalam SPP di tingkat

penyidikan :

Diawali dengan Laporan Polisi yang telah dibuat.

D{mulai proses penyelidikan dan penyidikan

Indikator :

Melihat kasusnya. Jika kasus yang bersifat keperdataan atau
berindikasi perdata maka paling cepat kurang lebih 3 bulan
dan paling lama kurang lebih 2 tahun sejak adanya LP. Jika
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S kasusnya berszfat umum maka pa!mg cepat kurang ieblh 3__  _{

_ _han dan pahng fama kurang Iebzh 1 buian sejak adanya L.P.
Adanya tenggang waktu d:mutai mekamsme RJ tergantung
o mekanlsme penyelesaian kasusnya dz masyarakat Dayak

Mekamsme penyelesalan kasus di masyarakat berbarengan

. dengan penyelesa;an kasusnya dl Kepol:s:an _
. -RJ da!akukan secara bersamaan dengan penyeiesasan dalam
B SPP dl tmgkat penyedlkan .
- Indikator keanfan Iokal sangat sngmﬁkan daEam mekanisme

RJ di F’otda Kalbar

Dasar pertimbangan penggunaan RJ adalah :

Rasa keadilan masyarakat sudah terpenuhi dengan indikator
. damai diantara para pihak.

Persepsi terkait tujuan hukum itu tidak hanya kepastian
hukum namun hukum itu harus adil dan bermanfaat untuk
masyarakat.

Adanya pranata sosial (paguyuban) yang tumbubh,
berkembang dan mengakar di masyarakat Dayak, Melayu
dan Tionghoa (karena inilah suku terbesar yang mendiami
Kalbar).

Adanya desakan publik.

TR Polda kalimantan Barat sebagai implementasi arahan
rakernis serse. 3

Arahan lisan sebagai implementasi hasil rakernis serse
tahun 2012 (bulan Maret)

Namun, dasar pertimbangan tersebut masih menimbulkan
kegalauan dan ketakutan di penyidik dalam membuat
keputusan terkait kasus yang diselesaikan secara RJ.
A;(ibatnya ada perbedaan dalam melaksanakan

penanganan perkara pidana yang ditangani secara RJ.

5) Mekanisme penggunaan RJ dalam menangani perkara pidana

Para Pihak membawa surat damai yang telah dibuat.
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B LP yang telah dtbuat

"ﬁPeIapor membuat surat pemyataan yang bens; pencabutan

-: ; Adanya ge[ar perkara awai dliakukan di tntemai penyldlk s S

e Dan saran dan rekomendasu gefar dtlakukan pendalaman ' N

B _dalam proses pemberkasan

-.Dliakukan penambahan berkas untuk pencabutan LP

i _'tersebut tetapi ada juga tidak dl!akukan penambahan berkas _' |

tetap; tangsung membuat ber:ta acara pencabutan LP, tetaps S

_- ada jug tidak membuat benta acara terkait pencabutan LP L

namun surat pencabutan LP dilamplrkan dalam berkas acara

' _pemenksaan R

Administrasi penyidikan berupa pembuatan berkas acara
pemeriksaan tidak dilakukan dengan mengirim SPDP ke
Kejaksaan, tetapi tetap dengan mengeluarkan SP2HP dan
tidak dilakukan SP3, kecuali tersangka meninggal dunia baru
dikeluarkan SP3.

SPDP dikirim maka SP3 ditembuskan ke kejaksaan. Tetapi
tindakan SP3 sangat jarang dilakukan bahkan belum ada
untuk tahun 2012.

SPDP tidak dikirim maka SP3 tidak ditembuskan. Hal ini
terkait karena proses penyidikan telah bersamaan dengan
proses penyelesaian adat setempat.

Dalam manajemen penyidikan terkait laporan penyelesaian
perkara pidana dengan dimasukkan ke dalam buku register
B1 dan atau buku register khusus dengan mencantumkan
selra ADR atau selra yang diselesaikan secara damai, atau
diselesaikan dengan hukum adat atau dengan dasar
musyawarah untuk mufakat.

Namun lebih banyak yang masih belum tegas atau terkesan
galau sehingga tidak terlihat selra SP3 dengan mekanisme

penggunaan RJ.
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6) Cara RJ dl Kalbar

e Mehbatkan komunltas masyarakat berupa paguyuban-

: o :paguyuban yang tercupta dl masyarakat dalam bermltra

ff ERENE o e dengan Polri pada penanganan perkara pidana.

AR « Memberi ruang dan kesempatan bagi kearifan lokal dalam
menyelesaikan kasus yang telah dilaporkan ke Kepolisian
bahkan yang telah diprds_és Iéporan Polisinya.

o Peran Dirrésk_rimNVadir {umum dan khusus), Kapolres dan
Kasat di kewilayahan sangat memegang faktor kunci dalam
pelaksanaan RJ. Hal ini terkait pemahaman secara keilmuan
baik ilmu terkait hukum, RJ maupun pemahaman hukum
adat setempat.

s Arahan lisan yang sering dilakukan oleh pimpinan baik
tingkat Polda maupun Polres berdampak positif pada
pelaksanaan mekanisme RJ dalam proses penyidikan.

o FKPM merupakan media yang dipakai dalam mekanisme RJ
di wilayah yang sudah heterogen (suku asli berimbang
dengan suku pendatang).

» Pengalaman masa lalu sangat memotivasi baik masyarakat

¥ maupun Polri dalam mempertimbangkan kearifan lokal
sebagai dasar pelaksanaan RJ di kewilayahan.
» Perangkat desa dan perangkat adat diberdayakan dalam

proses RJ.

Data Kualitatif Unit Laka Lantas

1) Istilah yang digunakakan adalah ADR merupakan penyelesaian
perkara laka lantas (LP) dengan kesepakatan damai diantara
para pihak.

2} Dasar Pertimbangan ST Kapolri nomor ST/389/11/2011 tanggal
24 Pebruari 2011 tentang penyelesaian laka lantas melalui ADR

3) Dasar Pertimbangan ST Kapolri Nomor ST/2394/XH/2011

tanggal 12 Desember 2011 tentang Dir Lantas memberikan
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: -arahan guna menghindarl penylmpangan peny;dikan perkara_-

e -':_:.pedana laka Iantas

| :_4)._.-_Dasar perttmbangan Dlskresz Kepohsmn SR

B 5) Syarat ADR adaiah Kategort Euka nngan dan mehhat kerugzan

:maten (pasaE 229 UU !antas) adanya kesepakatan damat antara

; para pmak tldak merasa dirug|kan tetap dapat dliakukan

"_pemndakan ' dengan bukti pelanggaran (tllang) tsdak

g _'_'-_”be;'tentangan dengan hukum (SPS dengan alasan tldak cukup

' ~ buki tidak d;ke!uarkan) B B _

..._6) Produk “hukum untuk menutup LP . te_rs_ebut dengan
_'d|ketuarkannya SP2HP. o _ |

7) Selra laka -lantas tetap dicatatkan sebagai selra dalam
administratif penyidikan dalam buku B1 sebagai kasus selesai.

8) Dalam pelaksanaan ADR tidak hanya untuk korban yang
menderita kerugian materiil namun sampai dengan korban MD
ada yang melalui proses ADR.

9) Halini terkait dengan kearifan lokal khususnya hukum adat suku
Dayak.

10) Pertimbangan denda adat menjadi dasar penyelesaian ADR
walaupun penyidik juga mempertiimbangkan situasi dan kondisi
yang ada.

11) Peran kunci Kasat lantas dalam proses penyidikan laka lantas
sangat mewarnai perbedaan dalam pelaksanaannya. Ada
ketakutan dan kegelisahan dalam mengambil keputusan melalui
mekanisme ADR.

12) Kualifikasi ifmu yang dimiliki, kemauan untuk mengetahui
pranata sosial yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dan
ketakutan karena tdk ada payung hukum berdampak signifikan
pada penyelesaian laka lantas di kewilayahan.

13)Hal ini terlihat pada rata-rata 50-70% Kkasus laka lantas
diteruskan walaupun denda adat sudah diberikan dan
kepentingan korban sudah tercapai.
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e 5 Polda Jawa T:mur

Data Kualltatlf Umt Reskrlm R
1) Jems perkara ptdana yang ditangam dengan RJ adaiah _: S

;. .._a.

S @ ™o g oo

"Penipuan (Perbuatan curang)
. Penggefapan b

Penganlayaan nngan dan berat -

: F’erkeiahian

Pencunan rlngan yang d|Iakukan anak anak dan
“orang dewasa. . R
KDRT yang bukan dei;k aduan =
Jaminan Fiducia
Perjanjian Bisnis yang melibatkan kerjasama (modus
perbuatan curang/tipu).
Perbuatan cabut / persetubuhan,
Tawuran antar pelajar maupun masyarakat.

Kasus penggelapan dalam jabatan.

. Penipuan dan penggelapan dengan menggunakan

sarana IT (Teknologi informasi).

Kasus penyerobotan tanah.

Kasus ABH (anak berhadapan dengan hukum) yang bukan
delik aduan.

2) Alasan penggunaan RJ adalah :

Kehendak para pihak untuk berdamai.

Kebutuhan / kepentingan korban.

Kerugian telah dikembalikan. »

Pecabutan adanya laporan polisi yang telah dibuat oleh
pelapor,

Opini media / desakan publik

Ti.zjuan kemanfaatan dan keadilan hukum

Legitimasi

Penegakan hukum dengan menciptakan harkamtibmas.

3) Kapan dimutainya mekanisme RJ dalam SPP :

Diawali dengan Laporan Polisi yang telah dibuat
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_' D:mulal proses penyehdlkan dan penysdlkan

Indikator RN o _

setefah dlmuiat upaya paksa berupa pemanggllan saksi
pelapor dan saks; korban . '

Penentuan pOSISf saks:-_menj_adi tersangka (sebelum dan
sesudah gelar perkara) - _

Setelah ditetapkannya adanya tersangka

Rata-rata setelah 5 sd 10 hari sejak dibuatnya LP dengan
kategori kasus ringan. Rata-rata 1 bulan jika kasus yang
melibatkan kerugian yang harus diganti.

4) Dasar Pertimbangan RJ adalah :

@

Rasa keadilan masyarakat sudah terpenuhi dengan
indikator : damai diantara para pihak.

Persepsi terkait tujuan hukum itu tidak hanya kepastian
hukum namun hukum itu harus adil dan bermanfaat untuk
masyarakat.

Adanya arahan bersifat lisan dari pimpinan.

Adanya desakan publik.

TR Kapolda Jatim Nomor ST/2072/VII1/2012/Ditreskrimum
Hasil rakernis serse tahun 2012 (bulan Maret)

Arahan lisan dari pimpinan

Namun, dasar pertimbangan tersebut masih menimbulkan

~ kegalauan, kegelisahan dan ketakutan sehingga di wilayah

ada produk SOP Penyidikan, pembuatan tata naskah
penyidikan, membuat kriteria teknis penulisan surat damai
dan pencabutan LP. Dengan tujuan kepastian hukum

penyelesaian perkara.

5) Mekanisme penggunaan RJ dalam penanganan perkara pidana:

Para Pihak membawa surat damai yang telah dibuat.
Pelapor membuat surat pernyataan yang berisi pencabutan
L.LP yang telah dibuat,

Adanya gelar perkara awal dilakukan di internal penyidik.
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6)

_’-Dart saran dan rekomend331 gelar dniakukan pendalaman

-dalam proses pemberkasan R ST
-' Prosedur pemberkasan tetap d;!akukan namun
'_'memperhatfkan adanya permohonan damal dah pelapor S
' (korban yang mendenta kerug|an) ' '_ N |
- Dilakukan - penambahan berkas untuk pencabutan LP. ' '_
' "-tersebut tetapi ada;uga tidak d|Iakukan penambahan berkas R
'tetapl langsung membuat benta acara pencabutan LP.-

~Setelah ada pendafaman d:lakukan Eags gefar perkara

melibatkan unsur di 1uar penyidik atau di luar satker Reskrim
untuk penetapan SP3 jika tidak memenuhi unsur. Dilakukan
SP2HP (A2 /1 A3) jika unéur .'te_rp_enuhi_ tetapi dikarenakan
sudah ada perdamaian. .' :

Rata-rata belum dikirim SPDP.

Administrasi penyidikan berupa pembuatan berkas acara
pemeriksaan tetap dilakukan dengan mengirim SPDP ke
Kejaksaan, namun ada juga yang tidak mengirim SPDP
tetapi tetap dilakukan SP 3. Lebih banyak tidak mengirim
SPDP.

SPDP dikirim maka SP3 ditembuskan ke kejaksaan.

SPDP tidak dikirim maka SP3 tidak ditembuskan.

Dasar penetapan SP3 :

L 3

Demi Hukum (adanya keadilan dan kemanfaatan yang telah
dirasakan oleh masyarakat)

Tidak Cukup Bukti (adanya pencabutan LP dan BB telah
dikembalikan)

Dalam Surat Penghentian Penyidikan ada yang hanya
mencantumkan dasarnya LP dan proses penyidikan yang
telah dilakukan.

Namun ada yang secara tegas menyatakan penghentian
dilakukan karena penyelesaian perkara dilakukan secara

kekeluargaan.
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.'_'Namun haE mf sangat jarang dliakukan mengmgat dasar
'-.hukumbelumada S
"'_'Namun ada Juga pelaku dltahan namun karena ada S
".:__'_'.kehendak damaa penangguhan penahanan dliakukan dan R
I setelah ltu di SPS (Jlka ada unsur yang t;dak terpenuh:) Ada

o 'Juga d|tangkap dan dltahan namun karena upaya dama: o o

L ) _ditangguhkan penahanan dan dtkeiuarkan SP?.HP untuk

7)

) 'penyelesalannya Bzasanya pada kasus pencunan ringan _
' _dan unsur- unsurterpenuhl Tetapl semuajenrs in tadak
- d;kmm SPDP..

Dalam penetapan SP3 didasarkan pada tidak cukup bukfi,

Untuk kasus anak dan perempuan. Dan jenis kasus dengan
penyelesaian RJ masih banyak tunggakan perkara (tidak di
SP3) walaupun tetap dilaporkan.

Cara RJ Polda Jatim :

Memberi ruang dan kesempatan bagi kearifan lokal datam
menyelesaikan kasus yang telah dilaporkan ke Kepolisian
bahkan yang telah diproses laporan Polisinya.

Peran Dirreskrim/Wadir (umum dan khusus), Kapolres dan
Kasat di kewilayahan sangat memegang faktor kunci dalam
pelaksanaan RJ. Hal ini terkait pemahaman secara keilmuan
baik iimu terkait hukum, RJ maupun pemahaman norma
sosial yang berlaku di masyarakat. Mengingat Jatim terkenal
dengan masyarakat yang religius.

Arahan lisan yang sering dilakukan oleh pimpinan baik
tingkat Polda maupun Polres berdampak positif pada
pelaksanaan mekanisme RJ dalam proses penyidikan.
FKPM merupakan media yang dipakai dalam mekanisme RJ
di v'vi!ayah yang heterogen (tidak ada suku asli).

Pengalaman masa lalu dan berita media massa dan
elektronik sangat memotivasi baik masyarakat maupun Polri
dalam mempertimbangkan kearifan lokal (norma sosial yang
berlaku) sebagai dasar pelaksanaan RJ di kewilayahan.
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1)

2)

4)

6)

Perangkat desa / kelurahan hmgga t:ngkat paflng bawah:_z-}.{;::__..:.._

(RT) dfberdayakan ciaEam proses RJ

Tokoh agama dan masyarakat Juga drhbatkan sebaga!_:_""_'.:':;"__'__: :
komumtas dafam menyakSIkan perdamalan dfantara para

plhak

Data Kuahtatif Unlt Laka Lantas

Istilah yang dtgunakakan adalah ADR merupakan penyelesalan
perkara laka Iantas (LP) dengan kesepakatan damaf diantara
para pihak. - '

Dasar Pertimbangan ST Kapolri nomor ST/389/11/2011 tanggal
24 Pebruari 2011 tentang penyelesaian laka lantas melalui ADR
Dasar Pertimbangan ST Kapolri Nomor ST/2394/X11/2011
tanggal 12 Desember 2011 tentang Dir Lantas memberikan
arahan guna menghindari penyimpangan penyidikan perkara
pidana laka lantas.

Diskresi Kepolisian

Kriteria ADR pada perkara pidana laka lantas adalah Kategori
luka ringan dan melihat kerugian materi (pasal 229 UU lantas),
Adanya kesepakatan damai, Para pihak tidak merasa dirugikan,
dapat dilakukan penindakan dengan bukti petanggaran {tilang),
tidak bertentangan dengan hukum (SP3 dengan alasan tidak
cukup bukti tidak dikeluarkan).

Produk hukum untuk menutup LP tersebut dengan
dikeluarkannya SP2HP.

Semua kasus laka lantas berat dan korban MD tetap diteruskan,
dengan tetap mengakomaodir 'kesepakatan damai diantara para
pihak dengan melampirkan dalam berkas acara pemeriksaan.
Hal fersebut sebagai dasar pertimbangan hakim untuk dapat
memperingan tersangka.

Pengecualian terkait korban MD jika ada hubungan kekerabatan
langsung maka dimungkinkan kasus berhenti dan tidak
diteruskan dengan dikeluarkan SP2HP. Namun hal ini tetap
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d|pllah p;lah terkalt pada kebutuhan korban terpenuhr'dan mauﬁ-f :

:'_ dengan ikhlas berdamai (sesuaa karaterfst{k daerah ~---Islah)

*Anahsls

Restoratlve Jusﬂce sebagal sebuah terrnmology merupakan e

_sesuatu yang reEative baru bahkan belum banyak dlkenai daiam_

"_penyeiesain perkara d: berbagal satuan kewﬂayahan Akan tetapi
prakt!k~prakt|k atau mekanlsme penyeiesaaan yang merupakan
esensi dan RJ temyata teiah iama d|terapkan untuk kasus-kasus

. _"-_tertentu Data kuant:tatn‘ yang didapat mefalui penyebaran kuisioner

_ '-me_mpe_rfihat_kan sebagian besar penyquk pernah menyelesaikan
'perkara dengan mekanisme 'yéng dapat dikategorikan sebagi
mekanisme penyelesaian RJ. Data dokumen yang didapat juga
memperlihatkan bukan hanya di fungsi lalu lintas, di fungsi Reskrim
juga banyak kasus yang diselesaikan dengan alasan RJ.

| Penyelesaian perkara melalui mekanisme RJ yang diterapkan
oleh penydidik setelah diterbitkannya Laporan Polisi (LP) adalah
wujud dari dimensi RJ yang merupakan bagian dari SPP. Hal ini
selaras dengan pandangan Zulva (2009) bahwa RJ memiliki tiga
dimensi vyaitu sebagai bagian dari SPP, di luar SPP, dan
berdampingan dengan SPP.

Asas kemanfaatan hukum sebagai alasan yang dikemukakan
penyidik saat menerapkan mekanisme RJ harus dipahami sebagai
langkah/terobosan kreatif. Hal ini merupakan upaya menumbuhkan
keadilan yang bukan sekedar keadilan hukum tapi keadilan sosial.
Hal ini selaras dengan tujuan RJ itu sendiri, sebagaimana
diungkapkan oleh Braithwaite (2003) “...resfore the health of the
community, repair the harm  done, meet the victim's needs and
require the offender to contribute to those repairs..."

Apa yang dikemukakan oleh Braithwaite di atas menunjukkan
bahwa mekanisme RJ bukan sekedar mencari keadilan hukum. RJ
bertujuan untuk memulihkan suasana masyarakat yang mengalami
kerusakan akibat terjadinya sebuah peristiwa pidana. Dalam
perspektif kepolisian hal ini padupadan dengan upaya
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Harkamtnbmas

Umumnya terhadap kasus kasus yang dapat'

menyebakan semakln terganggunya suasana kamtlbmas blEa

sebuah kasus dzproses hukum mlsainya memlcu konfhk sos:a!

' amaka dlskreSI kepchs:an dlgunakan sebagal jalan Bentuk dar;_. N

iangkah d:skres:ona! semacam Ani dapat dikategorlkan sebaga:
representas; dart mekamsme RJ B

Beberapa hai yang periu dikﬂtlSI datam penerapan mekamsme i

penyalesa|an perkara dengan afasan RJ ,oertama penyeiesaian

‘perkara hanya berdasarkan kehendak para, pshak kedua, perkara

'- tersebut tldak mendapat perhataan komunitas dan tidak
mengganggu “kesehatan ~komunitas, “ketiga tsdak ada pelibatan
" komunitas dalam penyelesaian "damai” antara peiaku dan korban,
keempat tidak adanya potensi stigmatisasi pada pelaku bila kasus
tetap diproses hukum.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa penyelesaian
perkara dengan alasan RJ masih banyak yang diwarnai oleh situasi
di atas. Bila RJ memang menjadi bagian dari penyelesaian perkara,
maka diperiukan persyaratan (bukan kriteria) yang ketat baik pada
alasan maupun mekanismenya. Hal ini untuk menghindarkan
terjadinya penyimpangan dari tujuan utama penerapan RJ itu
sendiri.

Dari sisi mekanisme, ada beberapa prinsip yang harus menjadi
perhatian utama dalam penerapan RJ (Meliala, 2010): (1)
menjadikan korban sebagai pusat  perhatian: (2)  proses
penentuan keadilan merupakan tugas komunitas; (3) restorasi
hubungan antara pelaku, korban dan komunitas. Hal ini merupakan
paradigma ilmu kriminologi dalam memandang RJ pada
penyelesaian konflik atau masalah datam masyarakat.

Menufut Larry E Sullivan dan Marie Simonetti Rosen
menyebutkan keadilan restoratif adalah paradigma alternatif untuk
keadilan yang bertentangan dengan nilai-nilai tradisional dan
prosedur sistem pidana tradisonal seperti yang masih digunakan
Indonesia sekarang. Prof Ahmad Ali menegaskan pendapat sarjana
tersebut bahwa RJ adalah konsep modern hukum pidana. Menurut
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Dendapat Larry dan diperkuat Ahmad AIE bahwa ciri- cm atau unsur~ i

~unsur RJ dar: pendekatan hukum pldana (1) RJ ada!ah sa!ah satu

o ;enls keadlfan yang merupakan konsep hukum proses pldana atau

_-.Cnmxnal Justlce System (CJS) yang diakui secara. universai dan

- diawal abad 21 semakm banyak dlgunakan daiam berbagai perkara

'_p;dana yang berlangsung dz Amenka Negara- -negara Eropa,
- Australia, Jepang Korea Betanda dan lain-lain; (2) RJ memandang
- tindak pidana itu buk_an__k_ejahat_an_t_erhadap negara atau publik,
'me!ainkan kejahatan terhadap korban yang adalah orang
perseorangan atau sekelompok orang; (3) RJ berfokus pada
penderitaan atau kerugian yang diderita korban dan bukan pada
pemidanaan terhadap pelaku; (4) RJ dapat berwujud dialog,
langsung atau tidak langsung dalam wujud mediasi ataupun melalui
proses pengadilan; (5) RJ tidak hanya dalam wujud perdamaian
yang bersifat transisional; (6) RJ berbeda dengan ADR karena RJ
diterapkan dalam SPP modern: (7) pemulihan kerugian adalah
elemen utama paradigma RJ

Ahmad Ali menyebutkan 80% negara maju telah menerapkan
RJ dalam SPP mereka. Abad 21 dijuluki era kegemilangan RJ.
Perubahan paradigma “menerobos positivisme” merupakan solusi
dalam penerapan keadilan restoratif di Indonesia.

Selain itu teori pembatas / prinsip-prinsip pembatas pemakaian
hukum pidana oleh Nigel Walker dikutip barda Nawawi (1998)
disebutkan fungsionalisasi hukum pidana perlu memperhatikan hal-
hal sebagai berikut : (1) jangan hukum pidana digunakan semata-
mata untuk tujuan pembalasan; (2) jangan menggunakan hukum
pidana untuk memidana perbuatan yang tidak merugikan atau
membahayakan; (3) jangan menggunakan hukum pidana untuk
mencapai ‘suatu tujuan yang dapat dicapai secara lebih efektif
dengan sarana lain yang lebih ringan; {(4) jangan menggunakan
hukum pidana apabila kerugian/bahaya yang timbul dari pidana
lebih besar kerugian/bahaya dari perbuatan itu sendiri; (5)
larangan-larangan hukum pidana jangan mengandung sifat lebih
berbahaya daripada perbuatan yang akan dicegah; (6) hukum
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.

p:dana jangan memuat Iarangan"larangan yang tfdak mendapat
dukungaﬂ kuat dan pubink atau da!am mefaksanakan hukum ptdana
perlu dukungan kuat dart pubhk e ' _ L
Penerapan RJ seyogyanya ds!akukan secara cermat tepat hat:~ S

hate dan seiekt;f terkaat kasus p|dana dengan mempertimbangkan

bobot perkara dengan memperhatakan asas kepast:an hukum,

keadilan dan kemanfaatan hukum -Tidak salah atau lebih tepat

penegakan hukum lebih d|arahkan pada harkamt;bmas REIR

7. Rekomendasi .

a.

Segera dibuat SOP penanganan perkara pidana melaiui
penggunaan RJ sebagai mekanisme penyelesaian alternatif.
SOP berisi: syarat-syarat materil dan formil perkara pidana yang
diselesaikan dengan RJ, mekanisme penanganan perkara,
tahapan penanganan perkara pidana, administrasi penyidikan,
dan sistem pengawasannya. SOP lebih tepat dibuat oleh
pengemban fungsi terkait.

Segera dibuat Perkap tentang pembatasan terkait jenis perkara
pidana yang dapat di RJ, serta alasan dan dasar pertimbangan
RJ sebagai alternatif penanganan perkara pidana dengan
pertimbangan-pertimbangan secara yuridis, sosiologis dan
filosofis.

Menyelenggarakan seminar, lokakarya, diskusi ilmiah secara
rutin di internal Polri guna sosialisasi perubahan paradigma
‘pidana untuk membalas” ke arah pidana untuk kemanfaatan
pemulihan hak”.

Menyelenggarakan seminar, lokakarya dan diskusi ilmiah
secara proaktif dengan subsistem-subsistem diluar Polri dalam
SPP (CJS) dan instansi terkait fainnya sehingga akan terbentuk
persepsi dan paradigma yang sama terkait RJ sebagai alternatif
penanganan perkara pidana dan dapat dibuat MOU dalam
penegakan hukum pidana modern ke depan.
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| .”-"-Peran fun951 Bfna mitra dapat dmbatkan dalam bekerjasama

-dengan fungs: reserse daEam pellbatan komumtas sebagai

K 'penguat perdamalan diantara para plhak

- Tindakan proatlf dan kasatwﬁ dalam menertlbkan admzn;stras; R

-"penytdlkan terkait selra RJ dalam buku reglster yang sudah ada

- atau register khusus guna menghmdarkan dari penyimpangan

: perilaku (kasus dark num_be_r_) dan atau tunggakan perkara.

. Segera dibuat sistem pela_po_fan penangahan perkara pidana
dengan mekanisme RJ ditembuskan ke Propam, ftwas dan
fungsi terkait fainnya sambil menunggu payung hukum yang

belum ada.

“BERKATA BENAR ITU BAIK TAPI JAUH LEBIH BAIK BERKATA MEMAAFKAN"

RESTORATIVE JUSTICE PENCERMINAN DARI BERKATA SALING MEMAAFKAN DGN

ADA NYA PEMULIHAN HUBUNGAN ANTAR PELAKU DAN KORBAN DAN ANTARA

PELAKU DENGAN KOMUNITAS/MASYARAKAT

Jakarta, Cktober 2012

TIM PENELITI
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. LEMBAGAPENDIDIKANPOLRI . = = .
- SEKOLAH TINGG! ILMU KEPOLISIAN 00

" SURAT FE
- -Nomor : Sprin/ Y62 \VIi2012 -

i -Pe_'r'ti_n_ibé'ngan . bahwa dalam ..-'r'a.angké -me_n'duku'hg kelancaran pelaksanaan kegiaféh_:'- _
CLosn o Penelitian pada STIK Tahun 2012, maka dipandang perlu mengeluarkan -
I surat perintah. ©* -~
Dasar . 1 1. Keputusan Ketua STIK Nomor : Kep/01/1/2012 tanggal 2 Januari 2012 -

S tentang Renc_a_na_Kerja STIKT.A. 2012,

2. Surat Perintah Ketua STIK Nomor : Sprin/409/V1/2012 tanggal 13 Juni -

2012 tentang Pelaksanaan Tim Super\(isi;_ S

3. Surat Telegram Kapolri Nomor : ST/1380/\V1/2012 tanggal 27-6-2012 ]
tentang Pemberitahuan Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam
Jabatan di Lingkungan Polri. '

DIPERINTAHKAN
Kepada : PARA PERSONEL YANG NAMA, PANGKAT DAN JABATANNYA
‘ TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI.
Untuk © 1. di samping tugas dan jabatannya sehari-hari, ditunjuk sebagai

ketua/anggota Tim Supervisi kegiatan Penelitian dengan Tema
“Penerapan Konsep Restorative Justice Dan Pengaruhnya
Terhadap Membangun Kerjasama Guna Terwujudnya Rasa
Aman”, dengan kedudukan dan tanggung jawab sebagaimana
tercantum pada kolom 5 lampiran surat perintah ini:

2. kegiatan ini didukung dengan anggaran DIPA STIK T.A, 2012;

3. dengan dikeluarkannya surat perintah ini maka surat perintah Ketua
STIK Nomeor : Sprin/409Vi/2012 tanggal 13 Juni 2012 dinyatakan tidak
berlaku lagi;

melaporkan hasilnya kepada Ketua STIK:

5. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung
jawab.
Selesai.

Dikeluarkan di  : Jakarta
pada tanggal L Juli 2012

KETUA SEROLAR, TINGGI ILMU KEPOLISIAN

i J
Tembusan : Dr. IZAEADRI, S[l~<S.H., M.H.

BRIGADIR J ERAL POLISI

1. Waket Bid Minwa STIK.

2. Kabag SDM Bid Minwa STIK.
3. Ka Provos Bid Minwa STIK.
4. Kaurkeu STIK.
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- LEMBAGA PENDIDIKAN-POLRI -+ © - s
_ SEKOLAH TINGGI ILMU KEPOLISIAN =

Nomor : Sprin/&as NII/2012

P -F‘értimbangan : bahwa dalam rangka ﬁiendukung kelancaran pelaksanaan kegiafaﬁ
R ' Penelitian pada STIK Tahun 2012, maka dipandang periu mengeluarkan
S surat perintah. S . SR
. Dasar 1. Keputusan Ketua STIK Nomor : Kep/01/1/2012 tanggal 2 Januari 2012
ERERTI tentang Rencana Kerja STIK T.A, 2012; .
2. Surat Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu Ri Nomor : 0009/060-
01.1.01/00/2012 tanggal 8 Desember 2011 perihal Pengesahan Daftar.
Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker STIK T.A. 2012. o

DIPERINTAHKAN

Kepada : PARA PERSONEL YANG NAMA, PANGKAT DAN JABATANNYA
‘ TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI.
Untuk : 1. di samping fugas dan jabatannya sehari-hari, ditunjuk sebagai

ketua/anggota Tim Supervisi kegiatan Penelitan dengan Tema
“Penerapan Konsep Restorative Justice Dan Pengaruhnya
Terhadap Membangun Kerjasama Guna Terwujudnya Rasa
Aman”, dengan kedudukan dan tanggung jawab sebagaimana
tercantum pada kolom 5 lampiran surat perintah ini:

2. kegiatan ini didukung dengan anggaran DIPA STIK T.A. 2012;

3. dengan dikeluarkannya surat perintah ini maka surat perintah Ketua
STIK Nomor : Sprin/409V1/2012 tanggal 13 Juni 2012 dinyatakan tidak
berlaku lagi: '

4. melaporkan hasilnya kepada Ketua STIK;
9. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung

jawab.
Seiesai.

Dikeluarkan di  : Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2012

KETUA SEKOLARJINGG! ILMU KEPQLISIAN
Tembusan : Dr. IZA FADRI, SIK,, M

INSPEKTUR JENDERAL POLIS

1. Waket Bid Minwa STIK.

2. Kabag SDM Bid Minwa STIK.
3. Ka Provos Bid Minwa STIK.
4, Kaurkeu STIK.




- :LEMBAGA PENDIDIKAN POLRI LAMPIRAN, SPRFN KETUA STIK
_.'_fSEKOLAH TINGGIILMU KEPOLISIAN -

| TANGGAL L 31 JU0 2012

S DAFTAR NAMA TfM SUPERVISE KEG!ATAN PENELITIAN
- PENERAPAN KONSEP RESTORATIVE JUSTICE DAN PENGARUHNYA
TERHADAP MEMBANGUN KERJASAMA GUNA TERWUJUDNYA RASA AMAN

“JABATAN TEMF’AT DAN

Ino.l  NAaMA | PANGKAT STRUKTURAL | KEPANITIAAN WAKTU.
B - PELAKSANAAN
ElRE 2 3 i 5 6
1. |Dr. 1ZA FADRI, SIK.,| IRJEN KETUA STIK KETUA TIM e
- POLDA

o SH., MH POL KALBAR

[ 2 | Drs. SYAFRIZAL | KOMBES | WAKETBID PPITK | ANGGOTA A

- TANGGAL -
AHIAR, SH., MM POL 205D 30
3. [Drs. SURO JOUHARI, | KOMBES WAKET ANGGOTA | AGUST 2012
IR POL | BID KERMADIANMAS 12

Dikeluarkan di 'Jakarta
pada tanggal Julli - 2012

KETUA SEKOLA INGGI ILMU KEPOLISIAN

r. 1ZA FAPRI, AH

INSPEKTUR DERAL POLISI

“ NOMOR +8PRIN/ &2 NIF/2012. i




- LEMBAGA PENDIDIKAN POLRI . 0 o
EKOLAH TINGGI ILMU KEPOLISIAN

Nomor : Sprin/ 530 NI/2012

-""?_éf't_imbangan : bahwa dalam rangka me'ndukung kelancaran pelaksanaan ke-gia'té_n'_,
SRR Penelitian pada STIK Tahun 2012, maka dipandang perlu mengeluarkan
syrat perintah. o L

- _'Dasa_r o . 1. Keputusan Ketua STIK Nomor : Kep/01/1/2012 tanggal 2 Januari 2012
SRR tentang Rencana Kerja STIK T.A. 2012; i

2. Surat Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu Ri Nomor ° OOOQIGSO_«_'
01.1.01/00/2012 tanggal 9 Desember 2011 perihal Pengesahan Daftar -
Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker STIK T.A. 2012, '

DIPERINTAHKAN

Kepada : PARA PERSONEL YANG NAMA, PANGKAT DAN JABATANNYA
TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI. '
Untuk © 1. di samping tugas dan jabatannya sehari-hari, ditunjuk sebagaij

ketuafanggota Tim Supervisi kegiatan Penelitan dengan Tema
“Penerapan Konsep Restorative .Justice Dan Pengaruhnya
Terhadap Membangun Kerjasama Guna Terwujudnya Rasa
Aman”, dengan kedudukan dan tanggung jawab sebagaimana
tercantum pada kolom 5 lampiran surat perintah ini;

2. kegiatan ini didukung dengan anggaran DIPA STIK T.A. 2012;

3. dengan dikeluarkannya surat perintah ini maka surat perintah Ketua
STIK Nomor : Sprinf409V1/2012 tanggal 13 Juni 2012 dinyatakan tidak
beriaku lagi; '

4. melaporkan hasilnya kepada Ketua STIK;
5. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung

jawab.
Selesai.
Dikeluarkan di ; Jakarta
padatanggal . 3 ! Juli 2012
KETUA S H TINGGH ILMU KEPOLISIAN
Tembusan : Dr. 1ZA FADRI, S H., MH.
INSPEKTYR DERAL POLISI
1. Waket Bid Minwa STIK.
2. Kabag SDM Bid Minwa STIK.

. 3. Ka Provos Bid Minwa STIK.
4, Kaurkeu STIK.




- -L.EMBAGA PENDJD!KAN F’OLRI

| __:-_-_-_:.--SE"KOLAH TINGG! |LMU KEPOL!SIAN

LAMPIRAN SPR[N KETUA. STIK I
NOMOR : SPRIN/ S»e NWZO'Q

| TANGGAL A JUL . 2012
' DAFTAR NAMATIV SUPERVIS! KEGIATAN PENELITIAN
PENERAPAN KONSEP. RESTORATIVE JUSTICE DAN PENGARUHNYA
* TERHADAP MEMBANGUN KERJASAMA GUNA TERWUJUDNYA RASA AMAN

N - ~JABATAN TEMPAT DAN
| No. NAMA PANGKAT STRUKTURAL KEPANITIAAN WAKTU -
ne PELAKSANAAN
7 2 3 3 5 6
1. | Drs. JMMY PALMER | BRIGJEN DIR PROGRAM KETUA TIM L

| SINAGA, SH., M.Hum POL SARJANA POLDA JATIM

2. [Drs. " SYAFRIZAL | KOMBES | WAKET BID PPITK | ANGGOTA TANGGAL
AHIAR, SH., MM POL 128D.143

3. |Drs. 1 DEWA PUTU| KOMBES | KABAGJIAN POLMAS | ANGGOTA SEPT 2012

ANOM, SH.. MBA POL -

Dikeluarkan di  : Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2012

KETUA SEKOLAH TINGG! ILMU KEPOLISIAN

Dr. 1ZA DEA,S{,S.H., M.H.

INSPEKTUR JENDERAL POLISI




-+ LEMBAGA PENDIDIKAN POLRI .
 SEKOLAH TINGG! ILMU KEPOLISIAN

/“‘:73&:"} o

el

SURAT PERINTAH ~ =
Nomor : Sprin/ G757 Vif2012 -

":-; Pertimbangan : bahwa dalam rangka -'r'n_én.dukung kelancaran pelaksanaan kégiatan
- ' Penelitian pada STIK Tahun 2012, maka dipandang perlu -mengeluarkan
. suraf perintah. o S .

" Dasar o 1. Keputusan Ketua STIK Nomor : Kep/01//2012 tanggal 2 Januari _20 12
- tentang Rencana Kerja STIK T.A. 2012; -

2. Anggaran DIPA STIK T.A. 2012.

DIPERINTAHKAN

Kepada PARA  PERSONEL YANG NAMA, PANGKAT DAN JABATANNYA
TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH INi.

Untuk c 1. di samping tugas dan jabatannya sehari-hari, ditunjuk sebagai
ketua/anggota Tim Pelaksana Pengumpul Data kegiatan Penelitian
dengan Tema “Penerapan Konsep Resforative Justice Dan
Pengaruhnya Terhadap Membangun Kerjasama Guna Terwujudnya

- Rasa Aman”, dengan kedudukan dan tanggung jawab sebagaimana
tercantum pada kolom 5 lampiran surat perintah ini,

2. kegiatan ini didukung dengan anggaran DIPA STIK T.A. 2012:
3. melaporkan hasilnya kepada Ketua STIK;

4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung

jawab.
Selesai,
Dikeiuarkan di  : Jakarta
i 2
pada tgﬂgg?i ) /‘u{\ e Juni 201
TINGGI ILMU KEPOLISIAN
Fi Q) T f - a{
fEE Z ‘m%
W 45
Tembusan: xéf\ii E)Fﬂ\ﬂ@éﬂ_@% M.Si
7 NSH URAENDERAL POLISI
1. Waket Bid Minwa STIK. R LTI
2."Kabag SDM STIK. . el

3. Kabag Ren STIK.
4. Kanit Provos STIK.
5. Kaurkeu STIK,




+ LEMBAGA PENDIDIKANPOLRI ~ .~ S LAMPIRAN SPRIN KETUA STIK
" SEKOLAH TINGGIILMU KEPOUISIAN .0 o i NOMOR | SPRINI BB IVif2012
P AP TANGGAL 75 JUNT. 2012

Comn DAFTAR NAMA TIM PELAKSANA PENGUMPUL DATA KEGIATAN PENELITIAN
5 AR PENERAPAN KONSEP RESTQRATIVE JUSTICE DAN PENGARUHNYA
TERHADAP MEMBANGUN KERJASAMA GUNA TERWUJUDNYA RASA AMAN

JABATAN TEMPAT DAN

NO. NAMA ' PANGKAT STRUKTURAL KEPANITIAAN WAKTU
PELAKSANAAN
i 2 3 4 5 B
t. | Drs. I DEWA PUTU ANOM, | KOMBES ~ | KALABPROFTEKPOL | KETUA TIM T
SH., MBA POL | L
2. | NURAHMI SYA}:R!BAWATl. KOMPOL PAUR PENELITI : -’F}MJ
SH LABPROFTEKPOL TANGGAL
3. | EKAWATY K, SH,M.Hum |~ PENATA ~ DOSEN STIK PENELITI 98.D. 11
Dr. SUPARDI HAMID, M.Si PENATA DOSEN STIK PENELIT JULI_zmz
SUJATMIKO PENGDATU | BANUM BAGJIAN SEKRETARIS ‘
KUM DAN HAM
6. | Drs. BUDHI SUPRAYITNO KOMBES KABAGJIAN KETUA TiM
POL JEMENKAM ‘
7. | Dra. AGNES SUPRAPTI- | KOMBES KABAG SDM PENELITI POLDA
NINGSIH POL BID MINWA SUMBAR
8. | FITRI WARNI AKBP KABAGMIN BID PPITK | PENELITI TANGGAL
. 9. | EKAWATY K, SH., M.Hum PENATA DOSEN STIK PENELITI 16 5.0, 20
10. | Dr. SUPARDI HAMID, M.Si PENATA | DOSENSTIK | PENELITI JULI 2012
. 11, | NOVI INDAH EARLYANTI, | PENATA DOSENSTIK PENELITI
M.Pd
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TR M M AN

.~ SEKOLAH TINGGIILMU KEPOLISIAN

IR P ~ Nomor : Sprin/ ¢6¢ NI2072
. | 'Pe.rtimbangan : bahwa dalam rangka péfubahah jadwaf dan personel pada pe!aksar__ia_'an
S kegiatan Penelitian. STIK Tahun 2012, maka dipandang perlu mengeluarkan
surat perintah. IR I

~Dasar : 1. Keputusan Ketua STIK Nomor Kep/01/1/2012 tanggal 2 Januari 20'1_2
o tentang Rencana Kerja STIKT.A. 2012, g

2. Surat Perintah Ketua STIK Nomor : Sprin/415/V1/2012 tanggal 15 Juni
2012 tentang Pelaksanaan Tim Pul Data; e

3. Surat Telegram Kapolri Nomor : ST/1380/V1/2012 tangga!l 27-6-2012
tentang Pemberitahuan Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam
Jabatan di Lingkungan Poki.

DIPERINTAHKAN

; Kepada PARA PERSONEL YANG NAMA, PANGKAT DAN JABATANNYA
TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI. -
Untuk - 1. di samping tugas dan jabatannya sehari-hari, ditunjuk  sebagai

ketuafanggota Tim Pelaksana Pengumpul Data kegiatan Penelitian
dengan Tema “Penerapan Konsep Resforative Justice Dan
Pengaruhnya Terhadap Membangun Kerjasama Guna Terwujudnya
Rasa Aman”, dengan kedudukan dan tanggung jawab sebagaimana
tercantum pada kolom 5 lampiran surat perintah ini:

2. kegiatan ini didukung dengan anggaran DIPA STIK T.A. 2012;

3. dengan dikeluarkannya surat perintah ini maka surat perintah Ketua .
STIK Nomor : Sprin/415/ /2012 tanggal 16 Juni 2012 dinyatakan tidak
berlaku lagi;

4. melaporkan hasiinya kepada Ketua STIK;

5. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung
jawab.,

Selesai,

Dikeluarkandi : Jakarta
pada tanggal 2 Juli 2012

KETUA SEKOMAH T GG){LM:: KEPOLISIAN
Tembusan - Dr. IZA FA ,S!K.AH.

BRIGADIR JEN AL POLISI

1. Waket Bid Minwa STiK.

2. Kabag SDM Bid Minwa STIK.
3. Kanit Provos Bid Minwa STIK.
4. Kaurkeu STIK.




. LEMBAGA PENDIDIKAN POLR! -

PENERAPAN KONSEP RE

SEKOLAH TINGG! ILMU KEPOLISIAN

DAFTAR NAMA TIM PELAKSANA PENGUMPUL DATA KEGiA'F;AN PENELITIAN

- LAMPIRAN SPRIN KETUA STik o
.. NOMOR - - SPRIN'YEV Iviiaoiz
. IANGGAL T P juL 2015

STORATIVE JUSTICE DAN PENGARUHNYA

TERHADAP MEMBANGUN KE

RJASAMA GUNA TERWUJUDNYA RASA AMAN

TEMPAT DAN

o JABATAN
NO. NAMA PANGKAT STRUKTURAL KEPANITIAAN WAKTU. -
: ' ' PELAKSANAAN
4. | Drs. BUDHI SUPRAYITNO KOMBES KABAGJIAN KETUA TIM Vo
' POL JEMENKAM B
2, FITRI WARNI AKBP KABAGMIN BID PPITK PENELITI POLDA _
3. | EKAWATY K., SH., M.Hum PENTU DOSEN STIK PENELITI SUMBAR_
4. | Dr. SUPARD] HAMID, M.Si PENATA DOSEN STIK PENELIT TANGGAL
5 |Dr. VITA MAYASTINASARI, PENATA DOSEN STIK PENELITI 16 5.D. 20
SE., M.Si JULE 2012
6. | NOVI INDAH EARLYANTI, PENATA DOSEN STIK PENELIT]
M.Pd
Dikeluarkan di  : Jakaria
pada tanggal (é Juii 2012

KETUA S

H TINGGILMU KEPQLISIAN




S LEMBAGA PENDIDIKAN POLRI
- SEKOLAH TINGG! ILMU KEPOLISIAN

o,

SURAT PERINTAH
Nomor : Sprin/578 Nj)ij2012

Pertimbangan : bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan
Penelitian pada STIK Tahun 2012, maka dipandang perlu mengeluarkan
surat perintah. '

Dasar - 1. Keputusan Ketua STIK Nomor : Kep/01/1/2012 tanggal 2 Januari 2012
tentang Rencana Kerja STIK T.A. 2012;

2. Surat Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu RI' Nomor : 0009/060-
01.1.01/00/2012 tanggal 9 Desember 2011 perihal Pengesahan Daftar
Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker STIK T.A. 2012

DIPERINTAHKAN

Kepada PARA PERSONEL YANG NAMA, PANGKAT DAN JABATANNYA
TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI.
Untuk - 1. di samping tugas dan jabatannya sehari-hari, ditunjuk sebagai

ketua/anggota Tim Pelaksana Pengumpul Data kegiatan Penelitian
dengan Tema “Penerapan Konsep Restorative Justice Dan
Pengaruhnya Terhadap Membangun Kerjasama Guna Terwujudnya
Rasa Aman”, dengan kedudukan dan tanggung jawab sebagaimana
tercantum pada kolom 5 lampiran surat perintah ini;

2. kegiatan ini didukung dengan anggaran DIPA STIK T.A. 2012;
melaporkan hasiinya kepada Ketua STIK:

4.  melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung

jawab.
Selesai.
Dikeluarkan di - Jakarta
pada tanggai B/ Juli 2012
KETUA SEK H TINGG! ILMU KEPOLISIAN
Tembusan : Dr. 1ZA EDBJ,/S(S,H, M.H.
INSPEKT JENDERAL POLIS|
1. Waket Bid Minwa STIK. /
2. Kabag SDM Bid Minwa STIK.

3. Kabag Ren Bid Minwa STIK,
4. Ka Provos Bid Minwa STIK.
5. Kaurkeu STIK.




. LEMBAGA PENDIDIKAN POLR]
SEKOLAH TINGGI ILMU KEPOLISIAN

RV Wy

SURAT PERINTAH
Nomor : Sprin/ &19 Nili2012

Pertimbangan : bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan keg'i_at_én
Peneiitian pada STIK Tahun 2012, maka dipandang periu mengeluarkan
surat perintah. s

Dasar 1. Keputusan Ketua STIK Nomor . Kep/01/1/2012 tanggal 2 Januari 2._01.2
tentang Rencana Kerja STIK T A. 2012; A

2. Surat Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu Rt Nomor : 0009/060-
01.1.01/00/2012 tanggal 9 Desember 2011 perihal Pengesahan Daftar
Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker STIK T.A. 2012

DIPERINTAHKAN

Kepada PARA PERSONEL YANG NAMA, PANGKAT DAN JABATANNYA
TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI.
Untuk + 1. di samping tugas dan jabatannya sehari-hari, ditunjuk  sebagai

ketua/anggota Tim Pelaksana Pengumpul Data kegiatan Penelitian
dengan Tema “Penerapan Konsep Restorative Justice Dan
Pengaruhnya Terhadap Membangun Kerjasama Guna Terwujudnya
Rasa Aman”, dengan kedudukan dan tanggung jawab sebagaimana
tercantum pada kolom 5 lampiran surat perintah ini;

2. kegiatan ini didukung dengan anggaran DIPA STIK T.A. 2012;
melaporkan hasilnya kepada Ketua STIK;

4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung

jawab.
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